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NOMOR 1 TAHUN 2026

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR    I    TAHUN2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA" CIREBON,
Menimbang   :   a.   bahwa  pembangunan  industri  merupakan  bagian  integral

dari   tu].uan  nasional   untuk   mewujudkan  kesejahteraan
umum  yang  pelaksanaannya   diwujudkan  melalui  strategi
pembangunan  berkelan].utan  dan  demokrasi ekonomi yang
menjamin    keadilan   sosial,  efisiensi   sumber   daya,  dan
peningkatan daya saing nasional;

b.  bahwa   pembangunan   dan   pengembangan  industri  akan
menciptakan     lapangan     pekerjaan    dan     pertumbuhan
perekonomian  seiring  dengan  peningkatan jumlah industri
unggulari      yang      berdampak     terhadap     peningkatan
penyerapan  tenaga  ken.a  dan penciptaan struktur ekonomi
yang mandiri;

c.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan
ayat   (4)    Undang-Undang   Nomor  3  Tahun  2014  tentang
Perindustrian  sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,
terakhir  dengan   Undang-Undang   Nomor   6  Tahun  2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, diperlukan  pengaturan  mengenai rencana
pembangunan   industri   Kabupaten   sebagai   bagian   dari
perencanaan pembangunan daerah ;

d.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf  a,  huruf b,  dan  huruf  c  perlu  menetapkan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana Pembangunan lndustri
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045;

Mengingat      :    1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang      Nomor      3      Tahun      2014      tentang
Perindustrian     (Lembaran       Negara     Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  5492)  sebagaimana  telah  beberapa  ka]i
diubah,    terakhir   dengan    Undang-Undang      Nomor      6
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Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Gip ta             Kelj a           ( Lembaran         Ne gara         Repu blik
Indonesia  Tahun   2023   Nomor  41,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.   Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2024  Nomor  293,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   14   Tahun   2015   tentang
Rencana      lnduk      Pembangunan      Industri      Nasional
Tahun  2015-2035   {Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2015   Nomor   46,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5671);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   20   Tahun   2020   tentang
Perwilayahan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2024   Nomor   81,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6916);

6.   Peraturan Daerah FTovinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat
Tahun  2018-2038  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat
Tahun 2018 Nomor 8, Tanbahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2022);

7.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi Jawa Barat
Tahun  2022-2042  {Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat
Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 262);

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Taliun 2024
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2025-2045  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Tahun   2024   Nomor   4,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4);

9.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Taliun 2024
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Cirebon
Tahun  2024-2044    (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun    2024    Nomor   6,    Tambahan    Lembaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 71);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2025-2029   (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Tahun   2025   Nomor   9,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);

Dengan Persetu].uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RARTAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :    PERATURAN  DAERAII  TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN
INDUSTRI RABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2045.



-3-

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah

adalah Daerah Kabupaten Cirebon
2.   Bupati adalah Bupati Cirebon.
3.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur

penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin
pelaksanaan    urusan    pemerintahan    yang    menjadi
kewenangan daerah otonom.

4.   Perangkat Daerah  adalah unsur pembantu Bupati dan
D ewan        Perwakilan        Rakyat        D aerah        d alam
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah.

5.   Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya   industri   sehingga   menghasilkan   barang   yang
mempunyai  nilai  tambah  atau   manfaat  lebih  tingri
termasuk jasa industri.

6.   Kawasan Peruntukan Industri adalah  bentangan lahan
yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan
rencana  tata  ruang  wilayah  yang  ditetapkan   sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.   Kawasan  Industri  adalah  kawasan  tempat  pemusatan
kegiatan  Industri  yang  dilengkapi  dengan  sarana  dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan  dikelola
oleh perusahaan kawasan Industri.

8.   Industri Unggulan  Daerah adalah industri yang  belum
ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan  daerah  yang
memiliki potensi untuk menghasilkan produk unggulan
daerah.

9.   Rencana    Pembangunan    lndustri    Kabupaten    yang
selanjutnya  disebut  RPIK  adalah  penjabaran  dari  visi,
nisi,     tujuan,     sasaran,     strategi     dan     program
pembangunan Industri Kabupaten untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun.

10. Program   Pembangunan   Industri   Kabupaten   Cirebon
adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat
lintas  sektoral  yang  diperlukan  dalam  pembangunan
Industri Kabupaten Cirebon.

11. Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)  adalah jumlah
nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
berbagai  produksi  dalam  suatu  wilayah  pada  suatu
jangka waktu tertentu, biasanya setahun.
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BAB 11

INDUSTRI UNGGUIAN DAERAII

Pasal 2
Industri     Unggulan      Daerah      dikembangkan     dengan
pendekatan  kewilayahan yang mendasarkan  pada  potensi
sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 3

( 1)  Industri Unggulan Daerah sebagimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri atas:
a. Industri makanan dan minuman;
b. Industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman

dari   bambu,   rotan   dan   sejenisnya   dan   Industri
fumitur; dan

c. Industri tekstil dan Industri pakaian jadi.

(2)  Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) Daerah dapat mengembangkan lndustri lain
yang merupakan lndustri potensial dan menjadi prioritas
Daerah.

BAB Ill

RPIK TAHUN 2025-2045

Pasal 4

(1}  RPIK Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan:
a. rencana  induk  pembangunan  industri  nasional  dan

kebij akan industri nasional;
b. rencana  pembangunan  jangka  panjang  daerah  dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. potensi sumber daya Industri Kabupaten Cirebon;
d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata

ruang wilayah Daerah;
e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial

ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
f.  proyeksi  penyerapan  tenaga  ken.a  dan  pemanfaatan

lahan untuk lndustri.
(2)  Sistematika    RPIK    Tahun    2025-2045    sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.   Babl    :   Pendahuluan;
b.   Bab Il  :   Gambaran      Kondisi      Daerah       Terkait

Pembangunan Indu stri;
c.   Bab Ill :   Visi  dan  Misi  Pembangunan  Daerah  serta

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri
Kabupaten;
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d.   Bablv:   Strategi     dan     Program     Pembangunan
Industri Kabupaten;

e.   Babv  :   Penutup

(3)  Ketentuan      mengenai      RPIK      Tahun      2025-2045
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)
tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)  RPIK Tahun  2025-2045  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20  (dua puluh)
tahun.

(2}  RPIK  Tahun  2025-2045  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEIAKSANAAN

Pasal 6

(1)  Pengembangan     Industri     Unggulan     Daerah     harus
memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

(2)  Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia
dalam  upaya  akses  kesempatan  kerja  pada  Industri
Unggulan Daerah.

(3)  Penggunaan    sumber    daya    manusia    Industri    oleh
perusahaan Industri memprioritaskan pekelja lokal.

(4)  Pemerintah     Daerah     mendorong     produk     Industri
Unggulan Daerah menjadi produk identitas Daerah yang
mampu menjadi ciri khas Daerah.

(5)  Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil
dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala
besar.

BABV

PEMBINRAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)  Bupati     melakukan     pembinaan     dan     pengawasan
pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045.

(2)  Pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan  RPIK  Tahun
2025-2045    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilakukan   oleh   Perangkat   Daerah  yang  membidangi
perindustrian.

(3)  Pembinaan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
meliputi:
a. penetapan    sasaran   dan    program   pengembangan

Industri Unggulan Daerah;
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b. pengembangan perwilayahan lndustri;
c. pembangunan sumber daya Industri;
d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
e. pemberdayaan lndustri.

(4}  Pengawasan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
mefiputi:
a. perizinan berusaha sektor Industri;
b. pelaporan data Industri atau kawasan Industri; dan
c. kelestarian lingkungan.

(5)  Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    pembinaan    dan
pengawasan    pelaksanaan    RPIK    Tahun    2025-2045
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat
(4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

( 1)  Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun
2025-2045 kepada Gubemur 1 (satu) kali dalam 1 tahun
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Laporan      pelaksanaan      RPIK      Tahun      2025-2045
sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   paling   sedikit
meliputi    pertumbuhan    lndustri,    kontribusi    sektor
Industri   terhadap   produk   domestik   regional   bruto,
penyerapan   tenaga   keria   sektor   Industri,    realisasi
investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri.

(3)  Selain pertumbuhan industri, kontribusi sektor Industri
terhadap PDR13, penyerapan tenaga kelja sektor lndustri,
realisasi  investasi  sektor  Industri,  dan  ekspor  produk
Industri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  1aporan
pelaksanaan      RPIK      Tahun      2024-2045      meliputi
permasalahan   dan   langkah   penyelesaian   di   sektor
Industri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9
Pembiayaan     pelaksanaan     RPIK     Tahun     2025-2045
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar      setiap       orang      mengetahuinya,       memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI CIREBON,

ITD

IMRON

Diundan8kan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TI`D

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR  1
NOREG    PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN    CIREBON,    PROVINSI   JAWA
BARAT :  (1/2/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya

SETIABUDIHAARTONO.S.H..M.H
NIP.19780409 2002121004
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar      setiap       orang      mengetahuinya,       memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya
dalam ljembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 F`ebruari 2026

BUPATI CIREBON,

ITD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ITD

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR  1
NOREG    PERATURAN    DAERAII    KABUPATEN    CIREBON,    PROVINSI   JAWA
BARAT : (1/2/2026).

sEprRAffiGdrfung=f#ya

SETIA BUDI HARroNO. s.H.. M.H
NIP.19780409 2002121004



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBO N

NOMOR   1   TAHUN  2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREB0N

TAHUN 2025-2045

I.     UMUM

Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2014   tentang   Perindustrian
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi
Undang-Undang,  telah  meletakkan  Industri  sebagai  salah  satu  pilar
ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah
dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional
secara terencana.

Pembangunan   sektor   Industri   di   Daerah   mengacu   pada   visi
pembangunan lndustri nasional yaitu "Indonesia menjadi negara Industri
tangguh", visi pembangunan Industri I+ovinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2038 yaitu "Jawa Barat menjadi provinsi industri termaju di Indonesia"
dan  visi  pembangunan  Daerah  Tahun  2025-2045  yaitu  "Kabupaten
Cirebon  berdaya  saing,   maju  dan  berkelanjutan".   Dengan  mengacu
selumh   visi   pembangunan   tersebut,    rencana   pembangunan   dan
pengembangan  sektor  Industri  harus  selalu  diarahkan  selaras  dengan
nisi  pembangunan   Daerah   yaltu   "meningkatkan   produktivitas   dan
kemandirian ekonomi".

Penyusunan  RPIK  Tahun  2025-2045  selain  dimaksudkan  untuk
mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan
pemtjangunan Industri se`oagal bagian integral dari tujuan nasional untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, juga diarahkan guna menjadi dasar
pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah yaitu:
a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri terhadap

produk domestik regional bruto Daerah;
b.meningkatkan   penguasaan   pasar   dalam   dan   luar   negeri   serta

mengurangi ketergantungan terhadap impor;
c. menumbuhkemban8lran  Industri  hilir  dan  Industri  antara  berbasis

sumber daya alam;
d. meningkatkan   kompetensi  tenaga  ken.a,   inovasi   dan   penguasaan

tekn0108i;

e. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang Industri yang mudah
dan cepat;

f.  mempercepat penyebaran dan pemerataan lndustri ke seluruh wilayah
Daerah;

9. mewujudhan   kepastian   berusaha,   persaingan   yang   sehat,   serta
mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh  satu kelompok
atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
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h. mengemban9kan   Industri   hijau   melalui   regulasi   produlc   ramah
lin9kungan dan pemakaian enerri terbarukan.

11.    PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukupjelas.

Pasal 3
Ayat (1)

RIasifikasi   jenis   lndustri   Unggulan   Daerah   mendasarkan   pada
klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Tahun 2020.
Ayat (2)

Industri  potensial  merupakan  Industri  yang  diperkirakan  mampu
untuk berkembang menjadi Industri Unggulan Daerah.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukupjelas.

Pasal 6
Cukupjelas.

Pasal 7
Crfup jelas.

Pasal 8
Cukupjelas.

Pasal 9
Cckupjelas.

Pasal 10
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR   86
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IAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR   1    TAIIUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 202 5-2045

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREBON
TAH..U]T\T202uE=2045

BABI
PENDAHULUAN

1.1   Tatar Belakang
Sektor   industri   menjadi   penggerak   utama   pembangunan   ekonomi

nasional,  karena  telah  mampu  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam
peningkatan   nilai   tambah,   lapangan   kelja   dan   devisa,   serta   mampu
memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.
Untuk  mewujudkan  pembangunan   sektor  industri  yang  berkelanjutan,
Pemerintah pusat telah  menyusun Rencana Induk Pembangunan lndustri
Nasional (RIPIN) 2015-2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN)  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2015
tentang Rencana lnduk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Provinsi Jawa Barat selama ini telah mengukuhkan diri sebagai provinsi
industri yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pada saat ini,
industri di LJawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan-kawasan industri di
wfiayah Jawa Barat bagian barat-utara serta sekitar metropolitan Bandung.
Di nasa mendatang, berbagal fal€tor seperti Upah Minimum Kota/Kabupaten
(UMK),  1ahan,  regulasi,  dan  sebagainya  membuat  daya  tarik  industri  di
kawasan-kawasan  tersebut  meriurun.  Sementara  itu,  wilayah Jawa Barat
timur-utara termasuk Kabupaten Cirebon akan muncul menjadi kekuatan
industri bani yang menarik dengan faktor sumber daya industri yang atraktif
serta  pembangunan  infrastruktur  industri  yang  terus  dilakukan.  Untuk
menghadapi peluang tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon perlu
menyiapkan   perencanaan   pembangunan   melalLri   penyusunan   Rencana
Pembangunan  Industri  Kabupaten yang  selanjutnya  disebut  RPIK  sebagai
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

Penyusunan  RPIK  didasarkan  pada  3  (tiga)  alasan.  Perfama,  adanya
alasan   yuridis   dalam    Undang-Undang   No.    3   Tahun    2014   Tentang
?erindustrian  yang  in.erT.gamanat_ken  setiap  tingkat  pen.erir_i_tahan  i]_ntuk
merancang  rencana  pembangunan  industri.  Dimana,  pada  level  nasional
disebut  RIPIN,  pada  level  provinsi  disebut  RPIP  (Rencana  Pembangunan
Industri  Provinsi),  dan  pada level  kabupaten/kota  disebut  RPIK  (Rencana
Pembangunan  Industri  Kabupaten/Kota).   Sebagai  konsekuensinya,   RPIK
diharapkan   mampu   menjadi   acuan   pembangunan   industri   bagi   tiap
Perangkat   Daerah   yang   tentunya   telah   terintegrasi   dengan   dokumen
perencanaan pembangunan lainnya.

Kedra,  RPIK  disusun  untuk  memaksimalkan  potensi  industri  dalam
mempercepat pembangunan  Kabupaten  Cirebon.  Dimana,  potensi industri
dapat diruju_k pada kondisi geografis, demografis, dan ekonomi, Dalam ha.1 ini;
posisi  geografis  Kabupaten  Cirebon  menunjukkan  adanya  peluang  besar
pengembangan sektor industri yang disertai regulasi ketat terkait pelestarian
lingkungan.  0leh karena itu, penyusunan  RPIK menjadi penting,  terutama
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untuk menyelaraskan industrialisasi dengan penin9katan fungsi lingkungan
di Kabupaten  Cirebon.  Selain  itu,  posisi  Kabupaten  Cirebon yang terletak
pada  jalur  utama  konektor  dan  pintu  gerbang  menuju  Jawa  Tengah,
YogyakarLLa dan-I Jawa Timur memungkinkan urituk percepatan industrialisasi
daerah.

Badan Pusat Statistik (EPS) Kabupaten Cirebon mencatat bahwa jumlah
penduduk Kabupaten  Cirebon  pada tahun 2023  mencapai  2.360.441  jiwa
dengan 70,11% berada pada usia produktif. Berdasarkan data tersebut secara
demografis Kabupaten Cirebon berada pada kondisi bonus demografis yang
baik terutama danpaknya terhadap penyediaan tenaga kerja.  Selanjutnya
pada aspek ekonomi, 1aju pertumbuhan ekonomi (LPE)  Kabupaten Cirebon
pada tahun 2023 mengalami kontraksi menjadi 4,85%, setelah di tahun 2020
mengalami pertumbuhan negatif di an8ka  1,08°/o. Variabel ekonomi lainnya
yang   cukup   berpengamh   terhadap   strulrfur   perekonomian   Kabupaten
Cirebon adalah nilai inflasi yang tetap dijaga pada kisaran 4,85°/o (grecLrs-o7t-
grears) dan berada di bawah tin8kat inflasi FTovinsi Jawa Barat yalmi 6,04%
dan inflasi nasional berada pada an8ka 5,51 %.

Ket{gci,   penyusunan   RPIK   Kabupaten   Cirebon   diharapkan   dapat
IneHinimalisii-  dampak  negatif  dari  pembarigunan  industri  yang  kurang
memperhatikan   aspek   lingkungan.    Pencemaran   dari   limbah   industri
berdampak   langsung   terhadap   penurunan   kualitas   air   sungai   yang
selanjutnya  berpengaruh  terhadap  penurunan  produksi  pertanian.  Selaln
limbah industri, alih fungsi lahan pertanian untuk industri menj adi persoalan
strategis dalam pembangunan Kabupaten Cirebon. Menurut Laporan REne±a
Instansi Pemerintah (LRIP) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2023
menyebutkan   bahwa   salah   satu   fa]stor   yang   berpengaruh   terhadap
penurunan produksi pertanian yaitu alih fungsi lahan. I,ahan Baku Sawah
(LBS) Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 seluas 52.579 ha dan tahun 2025
seluas 49.690,63 ha, berdasarkan uraian tersebut setidaknya terdapat tiga
permasalahan utama yang perlu diperhatikan dalaln pembangunan industri,
yaitu (i) hadirnya konflik pemanfaatan sumberdaya; (fi) resistensi sosial akibat
ketidaksiapan   transformasi   struktural;    dan    (iii)    penurunan   kualitas
fingkungan.

Permasalahan   konflik   pemanfaatan   sumberdaya   yang   teljadi   di
Kabupaten Cirebon terkait perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian
pangan berkelanjutan  (LP2B)  di Kabupaten  Cirebon masih  belum  ben.alan
maksimal.  Alih  fungsi  lahan  belum  mengindahkan  aturan  yang  ada  dan
sanksi terhadap pelanggaran belum diteraphan secara maksimal. D ampaknya
adalah sangat dimungkinkan teljadi konflik sosial yang terjadi antara petani
dengan  pengusaha  yang  mendapatkan  perizinan  dari  pemerintah  iuntuk
membangun perusahaan di lahan pertanian.

Permasalahan  lain  dalam  pembangunan  Industri  Kabupaten  Cirebon
adalah   upaya   untuk   mengatasi   resistensi   sosial   akibat   ketidaksiapan
transformasi   stmlrfural,   yaitu   perihal   daya   saing   tenaga   ken.a   lokal.
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan industri di Kabupaten Cirebon
adalah bagaimana tenaga kelja lohal mampu bersaing dan mengisi posisi-
posisi yang ada pada perusahaan.  Kondisi di lapangan banyak ditemukan
bahwa  perusahaan  belum  optimal  memberdayakan   tenaga  ken.a  lokal.
Pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk menggunakan tenaga kelja
yang berdomishi Kabupaten Cirebon. sampal 60% dari total kebutuhan tenaga
kelja yang ada sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Isu strategis dalam  pembangunan  Kabupaten  Cirebon  saat ini adalah
bagaimana  pembangunan  industri  tidak  bertentangarL  dengan  pelestarian
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lin8kungan.  Keberadaan  industri  telah  berdampak  besar  terhadap  aspek
lingkungan  yang  ditandai  dengan  penurunan  daya  dukung  lin9kungan,
karena tingrinya pencemaran lingkungan.  Untuk itu,  perlu dikembanglran
perencariaari   dari   lan9kah   dalam   merigemban9kari   il-idustri   hijau   di
Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibutuhkan panduan/pedoman
pembangunan  Industri  Kabupaten  Cirebon  yang  memperhatikan  seluruh
aspek.  Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten
(RPIK) Kabupaten Cirebon menjadi penting, terutama untuk memaksimalkan
peran industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

1.2   Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan RPIK Tahun 2025-2045 yaitu:
1.    Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2014   tentang   Perindustrian

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kelja menjadi Undang-Undang;

2.    Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan
Daerah  sebagaimana telah  beberapa kali  diubah,  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kelja menjadi Undang-Undang;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2035;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan
Sumber Daya Industri;

5.    Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan
Sarana dan FTasarana Industri  sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan     Pemerintah     Nomor     28     Tahun     2021      tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ;

7.    Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang pemberdayaan
Industri  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor     28     Tahun     2021     tentang     Penyelenggaraan     Bidang
Perindustrian;

8.    Peraturan     Pemerintah     Nomor     28     Tahun     2021      tentang
Penyelenggaraan  Bidang  Perindustrian  sebagaimana  telah  diubah
dengan   Peraturan  Pemerintah  Nomor   46  Tahun   2023    tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ;

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021  tentang Kemudahan
Ffroyek Strategis Nasional;

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan
Industri;

i.1.  Peraturan  ETesiden   Nomor   87   Tahun   2021   tentang  Percepatan
Pembangunan Kawasan  Rebana dan  Kawasan Jawa Barat Bagian
Selatan;
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12.  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  110/M-IND/PER/ 12/2015
tentang  Pedoman   Penyusunan   Rencana  Pembangunan  lndustri
Provinsi dan Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota;

13.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2014  Tentang
Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

14.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2018  tentang
Evaluasi     Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembangunan  Industri  Kabupaten  Cirebon  Provinsi  dan  Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Kabupaten / Kota;

15.  Peraturan Daerah Provinsi LJawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah FTovinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor  9   Tahun   2008   tentang  Rencana  Pembangunan  Jan9ka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

16.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Rencana      Pembangunan      Industri      Provii-isi      Jawa      Barat
Tahun 2018-2038;

17.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 ;

18.  Peraturan  Gubemur Jawa  Barat  Nomor  188  Tahun  2021  tentang
Pembinaan,  Pengawasan,   Monitoring,   dan  Evaluasi  Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/ Kota

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon
2025-2045;

20.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2024-2044;

1.3   Sistematika penulisan
Sistematika  penulisan  RPIK  Kabupaten  Cirebon  2025-2045  mengacu

pada  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor   110/M-IND/PER/12/2015
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan
Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

1.    BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum dan sistematika penyajian:
a.  Latar  Belakang:   Menguraikan   secara  kualitatif  mengenai   aspek

geografi,  demografi,  ekonomi,  industri,  potensi  dan  permasalahan
utama     pembangunan     industri     dan     pentingnya     rencana
pembangunan industri Kabupaten Cirebon;

b. Dasar Hukum: Menguraikan dasar hukum dalam penyusunan RPIK
Kabupaten Cirebon

c. Sistematika Penulisan:  Menguraikan sistematika penyusunan  RPIK
Kabupaten Cirebon.
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2.    BAB  11  GAMBARAN  KONDISI  DAERAH  TERKAIT  PEMBANGUNAN
INDUSTRI

Berisi tentang deskripsi:
a. Kondisi  Daerah:  Menguraikan  secara kuantitatif aspek  geografi,

aspek    demografi,    serta    aspek    infrastruktur    seperti   jalan,
pelabuhan,  bandar  udara,  air,  dan  listrik,  aspek  pertumbuhan
ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi
masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap  sektor
industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun
terakhir).

b. Sumber Daya Industri: Menguraikan sumber daya manusia sektor
industri,  sumber  daya  alam  sebagai  bahan  baku  dan  energi,
1embaga diklat dan litbang, serta pembiayaan industri.

c. Sarana  dan  Prasarana:   Menguraikan  pengelolaan  lingkungan,
1ahan   industri   berupa   Kawasan   Industri   dan/atau   Kawasan
Peruntukan  Industri,  fasilitas  jaringan  energi  dan  kelistrikan,
fasilitas jaringan  telekomunikasi,  fasilitas jaringan  sumber  daya
air,    fasilitas    sanitasi,    fasilitas    jaringan    transportasi    dan
infrastrukeur  penunjang  seperti  lembaga  uji,  kawasan  `Derikat,
kawasan pergudangan.

d. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah: Menguraikan sentra
IKM,   unit   pelayanan   teknis   (UPT),  jumlah   Tenaga   Penyuluh
Lapangan    (TPL),   konsultan   IKM,    dan   pusat-pusat   promosi
pengembangan 1".

3.   BAB  Ill VISI  DAN  MISI  PEMBANGUNAN  DAERAH,  SERTA TUJUAN
DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREB0N

Berisi uraian tentang:
a. Visi dan Misi Pembangunan Daerah:  mengacu kepada Peraturan

Daerah  Nomor  4  Tahun  2024  tentang  Rencana  Pembangunan
Jan8ka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2045;

b. Visi  dan  Misi  Pembangunan  Industri  Kabupaten:  menguraikan
tentang visi dan nisi RPIK Kabupaten Cirebon pada periode 20 (dua
puluh) tahun mendatang yang mengacu pula pada RIPIN dan RPIP
Jawa Barat;

c. Tujuan    dan    Sasaran    Pembangunan    Industri    Kabupaten:
menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangLman industri
yainLg merupakar. tuL+idnan dari visi yang ditetapkan pada bagian
sebelurmya.

4®    BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

a. Strategi        Pembangunan        Industri:        Pemyataan        yang
mengiritegrasikan    pendekatan    dan    lan8kali-lan8kali    unfuk
mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  industri  melalui
program-program indikatif.

b. Program Pembangunan Industri: Penetapan, Sasaran dan Prograln
Pengembangan  Industri  Unggulan  Kabupaten/Kota.  Penentuan
industri   ungguian   kabupaten/'kota   berdasarkan   pendekatan
kompetensi inti Industri Kabupaten Cirebon dan mengacu kepada
industri    prioritas    nasional,    serta    sasaran    dan    program
pengembangan industri unggulan kabupaten.
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c~  Pengembangan   Perwilayahan   Industri:   Ftogram-program   yang
terkait   dengan   pengembangan   Wilayah   Pusat   Pertumbuhan
Industri, Kawasan Peruntukan Industri,  Kawasan Industri,  serta
Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah,

d. Pembangunan   Sumber   Daya  Industri:   Program-program  yang
terkait     pengembangan     sumber     daya     manusia     industri,
pemanfaatan sumber daya alaln untuk industri,  pengembangan
telmologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri,
serta dukungan pembiayaan industri.

e.  Pembangunan Sarana dan I+asarana Industri:  FTogram-prograr[l
yang   terkait   pengembangan   pengelolaan   lin9kungan,   1ahan
industri berupa Kawasan Industri dan/ atau Kawasan Peruntukan
Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan
telekomunikasi,   fasilitas  jaringan   sumber   daya   air,   fasiiitas
sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri,
dan infrastm]rfur penunj ang standardisasi industri.

f.  Pemberdayaan   Industri   Kecfl   dan   Menengah   (IKM):   Program-
program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan
kebijakan    dan    pengembangan    kelembagaan,    penumbuhari
wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

5.   BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab  I  sampai
dengan   Bab   IV   dan   harapan-harapan   dalam   mensukseskan
implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama 20
tahun ke depan.
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BAB 11
GAMBARAN KONDISI DAERAII TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1   Kondisi Daerah
2.1.1  Kondisi Geografiis

Kabupaten Cirebon memiliki letak geografis di jalur Pantai Utara Jawa
Barat, menjadi pintu gerbang Jawa Barat di bagian timur. Kabupaten Cirebon
Berada  di  posisi  108019'30"-  108050'03"  Bujur  Timur  (BT)  dan  6030'58"-
7000'24" Lintang Selat.an  (LS)  dan dengan  potensi  panjang garis pantai ±54
]m) , daerah ini menjadi bagian dari jalur nadi perekonomian nasional. Secara
aldministratif, Kabupaten Cirebon memfli]d wilayah seluas 990,36 km2. Jarak
ter).auh dari wilayah di bagian utara ke selatan sepanjang 39 lam dan jarak
teljauh dari wilayah di bagian barat ke timur sepanjang 54 kin. Bentangan
wilayah  seluas ini dibagi menjadi  40 kecamatan,  412  desa,  12 kelurahan,
2.700 Rulflm Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT) . Sedangkan batas-
batas administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten indramayu,  Kota Cirebon
dan Laut Jawa.

2. Bagian selatari belfoatasan dengan Kab-Lipaten Kuningar-I dari Kabupaten
Cirebon.

3. Bagian  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  Cirebon  dan  Kabupaten
Indramayu.

4. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
5. Peta  administrasi  Kabupaten  Cirebon  tergambar  pada  Garnbar  2.1  di

bawah ini.

5  ". i=[=-l'?:i,='n':tr!  .
PET» 01

Fu=iicAiLA TAIA RUAve wrLAVAH
i{ABi)f`ir!tl\! nero.II-ae3-an
fETAAmmrsTmsi~-

*AffliFiliTE.I iin`t:t[oat

_`_._.`-__--_`'.'1

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon
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Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi
strategis (geostrciteg€c) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi pendukung Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) dan Metropolitan Cirebon Raya (MCR).

2. Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah
sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini
berpotensi   teljadi   interaksi   sumber   daya   dari   dua   provinsi   dan
berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon.

3. Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentangjalan
arteri  primer  dan  jalan  kolektor  primer  sebagal  penghubung  antara
Jakarta dengan kota- kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sehitar
Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan
Calan tol)  Cikopo-Palimanan  (Cipali),  Palimanan-Kanci  (Palikanci),  dan
Kanci Pejagan.

4. Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yalmi jalur
kereta  api  Cirebon-Jakarta,  jalur  kereta  api  Cirebon-Bandung,  jalur
kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-  Semarang-Surabaya),  dan jalur
kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).

5. Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pemban8kit Listrik Tenaga Uap (PIJTU)
yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-
Jawa-Bali.

2.1.2  Kondisi Demografis
Paparan kondisi demogorafis Kabupaten Cirebon dibagi menjadi dua

uraian yaitu mengenal kondisi penduduk dan tingkat Pendidikan.
1 . Gambaran Penduduk

Penduduk    merupakan    potensi    sumber    daya    manusia    untuk
menghasilkan `Darang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-
barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang
besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali,  dan persebaran
penduduk yang tidak  seimbang ditanbah  dengan daya dukung alam  dan
lin9kungan  yang  terbatas,  akan  menimbulkan  masalah  dan  beban  bagi
negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami
penurunan yang cepat jika an8ha pertumbuhan penduduk terus meningkat.
01eh   karena   itu   harus   dilakukan   pengendalian   jumlah   penduduk.
Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga fahior yaitu
fertilitas   (tingkat   kelahiran),   mortalitas   {tingkat   kematian)   dan   migrasi
tr)erpindahan).

Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan hasfl proyeksi Interim tahun
2023 sebanyak 2 ,360,441 jiwa yang terdiri atas 1 ,195,535 jiwa penduduk laki-
1ald  dan  1,164,906 jiwa penduduk perempuan,  dengan  laju pertumbuhan
penduduk  per  tahun  2023  sebesar  1,94  persen.  Sementara  itu  besamya
angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-1alri terhadap penduduk
perempuan sebesar 103. Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon tahun
2022 mencapai 2.205 jiwa/km2.
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Gambar 2.2 Piranida Penduduk Kabupaten Cirebon 2023
Sumber: EPS Kabupaten Cirebon (2024)

Pada tahun 2023, piramida penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan
komposisi usia produLktif mendominasi demografi di Kabupaten Cirebon. Dari
data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Cirebon didominasi
penduduk usia produktif ( 15-64 tahun). Hal ini merupakan salah satu bonus
demografi  yang  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  daerah
Cirebon. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon 2021 -2023

Kel.mp.k   1L                            Laki -Laki                              II                      perempu+I,,I,I-I--*I ri i|||||||||I-z[.r#            zz.r*-lIIIIIIIIrH.ri--I+»2# 2o23
0-4 102,176 102,624 105,497 96,625 97,062 loo,703
5-9 88,462 88,491 94,825 83'371 83,344 89,657

10 - 14 88,877 87'694 88,474 83'698 82,827 83,202
15 - 19 93,482 93,367 90,869 88,029 87,819 85,425
20 - 24 103,726 103,669 97,375 99,212 98,791 92,743
25 - 29 103,287 103,884 103,689 96,104 96,405 98,535
30 - 34 103,809 104,365 102,726 98,456 98,697 96,142
35 - 39 96'614 97,556 loo,436 95,489 9,6,2:Jr2 97'658
40 - 44 90,545 91,336 93,308 8/f3,2:J7 89,872 92,915
45 - 49 77,499 79,05.5 84'003 r76,FIR;I 78,565 8.3,266
50 - 54 64,445 65,980 69,486 65'122 66,907 69,764
55 - 59 50,993 52,568 55,851 52,316 54,189 E;fl ,2f!f}
60 - 64 40,206 41,872 42,887 41,415 43,521 44,626
65 - 69 29,298 30,696 31,999 30,107 31,719 33,528
70 - 74 16,874 18,277 20'362 18,242 19'774 21'984

75+ 11'572 12'437 13,748 14,702 15,782 17'489
Total

i     1,161,865   i     1;173,871   I     1,195,53`7
1,129,102   i     i;141,546   |     1;.164,906

Sumber: EPS Kabupaten Cirebon (2024)
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Temuan di atas dikonfirmasi oleh rasio ketergantungan  di Kabupaten
Cirebon.   Rasio  ketergantungan   /dependeney  ratio/  penduduk  Kabupaten
Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar 42,280/o, itu artinya setiap loo orang
yang berusia kelja (dianggap produlctif) mempunyai tanggungan sebanyak 42
orang  yang  belum  produktif  dan  dianggap  tidak  produktif lagi.  Semakin
tingginya persentase czepenczerzq/ rcit€o menunjukkan semalrin tingginya beban
yang harus  ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2. 3 An8ka Ketergantungan Kabupaten Cirebon
Sumber: EPS Kabupaten Cirebon (2024 diolah)

Dilihat dari data diatas, an8ka ketergantungan Kabupaten Cirebon pada
5 tahun teraELir menunjukkan trend yang positif. Hal ini menedndikasikan
Kabupaten Cirebon mempunyal bonus demografi yang bisa dijadikan peluang
untuk mening]rathan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon melalul
pengelolaan  dan  peningkatan  sumber  daya  manusia  terutama  pada  usia
produlrfuf dan menciptakan lapangan kelja baru.

2. Tingkat Pendidikan
lndikator  kualitas  sumber  daya  manusia  dapat  dilinat  dari  capalan

pendidikan   atau   lndeks   Pembangunan   Manusia   (IPM).   Merujuk   padaiindikator IPM, bidaing peLr`Ldidikari memiliki dua indikator utama yaltu Angka
Melek Huruf (AMH) atau tin8kat literasi dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
Indikator AMH menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang
bisa membaca dan menufis. Membaca dan menulis mempakan kemampuan
dasar  dalam  mewujudkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  berkualitas.
Berdasarkan data EPS pada kurun waktu tahun 2012-2022, capaian AMH
masyarakat Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan.

Pada tahun 2012, capalan AMH sebesar 92,500/o dan pada. tahun 2022
angkanya  mencapai   94,81%.   Hal  ini  berarti  masih  menyisakan   5,19%
penduduk   usia   15   tahun   keatas   yang   masih   berstatus   buta   huruf.
Peningkatan capalan AMH menjadi hasil dari dukung berbagai program dan
kegiatan   pemerintah    dan   masyarakat   yang   mengarah   pada   upaya
pemberantasan  buta  huruf.  Namun  demikian,  capaian  AMH  Kabupaten
Cirebon masih dibawah rata-rata Hovinsi Jawa Barat.
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92'00
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2012      2013      2014     2015      2016     2017      2018     2019      2020      2021      2022

QBBBifeKabupatencirebon   92,50    93,20    93,70    94,00    94,77     95,00    98,74    99,34    95,42    95,50    94,81

-JawaBarat                 96,30    96,80    98,ZO    98,20    99,98    99,96    99,99    99,98    98,63    98,62    98,49

Gambar 2.4  Capaian AMH Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat
(2012-2022)

Sumber: EPS Jawa Barat diolah (2023)

Sementara, Rata-rata Lama Sekolah (RIB) adalah durasi rata-rata tahun
penduduk  mencapal  jenjang  pendidikan  formal  tertinggi.   Semakin  tinggi
jenjang   pendidikan,    kualitas    sumber    daya   manusia   semakin    balk.
Berdasarkan  data  EPS,  pada  tahun  2018-2022  capaian  RLS  mengalami
kenaikan dari 6,62  tahun pada 2018 menjadi 7,40 tahun pada 2022  atau
setara  dengan  jenjang  pendidikan   SMP  kelas  VII.   Meskipun  demikian,
capaiannya masih di bawah capaian FLZ S Jawa Barat. IrLi+i meniunjukkan bahv,ra
program wajib belajar sembilan tahun berdampak positif bagi peningkatan
pendidikan penduduk Kabupaten Cirebon.

8,54                       8,61                        8,78::=4o
2018                       2019                       2020                       2021                        2022

Gambar 2.5 Capaian Rata -Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon
dan FTovinsi Jawa Barat (2018-2022)

Sumber: EPS Jawa Barat diolah (2023)

Namun  demikian,  hal yang  perlu  mendapat  perhatian  serius  adalah
bahwa ke-Derlangsungan pendidikan tidak hanya tugas pemerintah semata,
tetapi  juga  perlu  adanya  komitmen  dan  dukungan  masyarakat  untuk
menyekolahkan    anak-anaknya.    Ketika    kebijakan    pemerintah    sudah
mengalokasikan   anggaran   pendidikan    sebesar   20%    dari   APBD    dan
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menyelenggarakan  pendidikan  gratis,  tetapi  aspek  sosial  dan  budaya  di
lingkungan masyarakat tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan, maka
peningkatan jenjang pendidikan masyarakat kurang optinal. Kendala yang
sering tel-jadi dan berkembang di masyarakat antara lain bail-w-a anak lebih
difungsihan   untuk  mencari   naflcah   dan   membantu   ekonomi   keluarga.
Ahibatnya, anak tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan. Konsekuensinya,
angka  partisipasi  mumi  semakin  menurun  seiring  dengan  menin9katnya
jenjangpendidikan.
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Gambar 2.6 Capaian APK Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2022
Sumber: EPS Jawa Barat diolah (2023)
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Gambar 2.7 Capalan APM Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2022
Sumber: EPS Jawa Barat diolah (2023)

Berdasarkan data EPS , APM pada setiap j enj ang pendidikan berfluktuasi.
Pada tahun  2020,  APM jenjang  SD  sebesar  95,84% menjadi  96,59%  pada
tahun 2022. Pada tahun 2020, APM jenjang SMP sebesar 79,81% meningkat
menjadi  80,81%  pada tahun  2022.  Pada  2020,  APM jenjang  SMA  sebesar
59,3% menin8kat menjadi 60,4% pada tahun 2022.

Adapun rasio ketersediaan sekolahjenjang pendidikan SD, SMP dan SMA
dari   tahun   2010   sampai   dengan  tahun   2017   angkanya   berfluktuatif,
penurunan  kualitas  rasio  sekolah  terdapat  pada jenjang  SMA yang pada
tahun  2017  an8kanya  semahin  kecil  menjadi  4,89  sekolah  per   10.000
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penduduk usia sekolah  SMA.  Untuk tin8kat  SD,  rasio  sekolah  mengalami
kenaikan  dari  tahun  sebelumnya yaitu  45,41  menjadi  48,56  sekolah  per
10.000 penduduk usia SD.

Adapun rasio guru terhadap siswa pada tahun 2022/2023 pada tin8kat
SD   adalah   1:24,  tingkat  SMP   1:18,   tin8kat  SMA  dan   SMK   1:19.   Rasio
rombongan belaj ar terhadap siswa adalah untuk tingkat SD perbandingannya
adalah 1 :28, untuk tin8kat SMP 1 :30 sedan8kan pada tingkat SMA dan SMK
masing-masing memilihi rasio 1 :32 dan 1 :30.

GURu : SISWA

1:24        1:18        1:19        1:19          1.:8

GURU PHS : SISWA

1:60        1:58        1:51       1:197       1':49

ROMBEL : SISWA

1:28        1:30       1:32       1:30         1:7

RLJANG KELAS : ROMBEL

1:1,071:0.911:1,011:0,921:1,73

Gambar 2.8 Data Rasio Pendidikan di Kabupaten Cirebon Tahun 2022/2023
Sumber: npd.kemdikbud.go.id

2.1.3 Kondisi Ekonomi
1 . Stn]ktur Perekonomian Daerah

Struktur   perekonomian   di   Kabupaten   Cirebon   menunju]ckan   pola
hubungan  yang  saling  berkaitan  antara  lapangan  usaha  yang  memiliki
peranan dominan.  I.apangan usaha industri membutuhkan dukungan dari
aktivitas Perdagangan dan pertanian serta bergantung pada kondisi bidang
transportasi dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan barang. Selama
lima tahun terakhir (2019-2023) strukeur perekonomian Kabupaten Cirebon
didominasi   oleh   6    (enam)    kategori   lapangan   usaha,   yaitu:    Industri
Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;  Perdagangan Besar dan
Eceran,  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor;  Konstruksi;  Transportasi  dan
Pergudangan;   serta  Jasa  Pendidikan.   Secara  serentak  keenam  kategori
tersebut  memiliki  peranan   sebesar  76,13   persen   terhadap   total   PDRB
Katupaten Cirebon tahun 2023.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Cirebon pada tahun 2023
dihasilkan oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan yaitu Rpl2,452
Triliun  (20,30/o).  Selanjutnya  secara  berturut-turut  dicapai  oleh  lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp9,161 Triliun ( 14,9%);
Perdagangan Besar dan Eceran,  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
Rp8,333 Triliun  (13,6%);  Konstruksi sebesar Rp6,551  (10,70/o); Transportasi
dan  Pergudangan  sebesar  Rp6,257 Triliun  (10,2%);  serta Jasa Pendidikan
sebesar   Rp3,920   Triliun   (6,4%).   Sementara   peranan   lapangan   usaha-
1apangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah  5  (lima)  persen.
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Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 -
2023 dapat dflihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Froduk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2019-2023
Lapangan 2019

%
2020

%
2021   '

%
2022

%
2023

%Usaha (Miliar Rp) (Miliar Rp) (MIIlar Rp) (MiliarRp) (Miliar Rp)
Pertanian,Kehutanan , danPerikanan

7,592.36 15,45 7,893.61 15,93 7,952.74 15,20 8,822,41 1557 9,161.96 14.94

PerfambangandanPenacialian
520.61 1,06 526.24 1,06 587.31 1,12 6og.1 1,08 624.99 1,02

lndustriPengolahan
10,072.01 20,50 10,186,65 20,55 10,811.65 2!fi,ffR 11,665.49 20,59 12,452,54 20,31

PengedaanListrikdanGas
1ol.55 0,21 95.23 0,19 108.67 0,21 llb.76 0,20 116.17 0,19

Pengadaan Alr,PengelolaanSampah,LimbahdanDaurUlanq

46.93 0,10 55.23 0,11 60.57 0,12 63.69 0,11 75.68 0,12

Kon§twtsi 5,632.73 1 1 ,46 5,413,44 •10,92 5,955.52 11,39 6,328.78 11,17 6,551.08 10,69

PerdaganganBe§ardanEceran;ReparasiMobildanSepedaMotor

7,578.65 15,42 7,175.42 14,48 7,735.18 14,79 8,047.95 14,21 8,333.98 13,59

TransportasidenPergudangan
4,163.19 8,47 4,110.76 8,29 4,256.39 8,14 4,992,66 8,81 6,257.44 10,21

PenyediaanAkomodasi danMakanMinilm
1,711.14 3,48 1,567.29 3,16 1,600.25 3,06 1,841.55 3,25 2,078.30 3,39

lnformasi danKomunikasi
1,122.90 2,29 1,465.53 2,96 1,446.34 2,76 1,512.01 2,67 1,596.12 2,60

Jasa KeuangandanAsuransi
1,865.09 3,80 1,934.56 3,90 2,130.03 4,07 2,353.65 4,15 2,590.38 4,23

Real Estat 1,130.75 2,30 1,184.60 2,39 1,298.40 2,48 1,381.2o 2,44 1,458.60 2,38

JasaPerusahaan
444.92 0,91 415.16 0,84 451.74 0,86 516.88 0,91 586.82 0,96

AdminisfrosiPemerintahan,PertahanandanJaminanSosfalwaiit)

1,502.24 3,06 1,491.69 3,01 1,610.24 3,08 1,552.18 2,74 1,667,37 2,72

JasaPendidikan
2,847.31 5,79 3,215,27 6,49 3,352.61 6,41 3,513.59 6,20 3,920.73 6,39

Ja§aKesehafan danKegiatanSosial
998.6 2,03 1,020.92 2,o6 1,120.75 2,14 1,179.98 2,08 1,28o.93 2,og

Jasa lainnya 1,804.83 3,67 1,809,98 3,65 1,831.56 3,5 2,161.76 3,82 2,556.68 4,17

Total 49,135.81 100,00 49.561.56 100'00 52,309.94 100,00 56,6st.64 100,00 61,309.76 100,00

Sumber: EPS Kabupaten Cirebon (2025)

Mengutip  dari  publikasi  EPS  Kabupaten  Cirebon  tahun  2020-2024
besaran PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon ditampilkan pada di bawah ini.
PDRB  per  kapita  menunjukkan  tren  pertumbuhan  selama  periode  2019
hingga 2023,  meskipun  sempat  mengalami  penurunan  pada tahun  2020.
Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp22.506.000, namun
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pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp21.869. 000, yang kemungkinan
disebabkan   oleh   dampak   pandemi   COVID-19   terhadap   perekonomian.
Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada 2021 dengan penin8hatan PDRB per
kapita  menjadi  Rp22.730.000.   Tren  positif  irii  berlanj-Lit  di  tah-ur-I-tall-uri
berikutnya,  mencapai  Rp24.301.000  pada  2022  dan  Rp25.974.000  pada
2023.   Peningkatan   ini   mencerminkan   perbaikan   kondisi   ekonomi   dan
pertumbuhan aktivitas produktif masyarakat, yang berkontribusi terhadap
kenaikan kesejahteraan dan daya beli secara keseluruhan.

Tabel 2.3 PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon

Sumber: EPS Kabupaten Cirebon diolah (2020-2024)

I,aju  Pertumbuhan  Ekonomi  (LPE)  Kabupaten  Cirebon  menunjukkan
dinamika sigriifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, LPE
mencapai 4,68°/o, mencerlninkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun,
pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi
ekonomi, tercermin dari LPE yang tunm drastis ke -1,08%. Setelah melewati
nasa krisis, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada
tahun 2021 dengan LPE nark menjadi 2,47%. Pemulihan ini terus berlanjut di
tahun  2022   dengan  pertumbuhan  mencapai  4,09%,   mendekati  kondisi
sebelum pandemi. Pada tahun 2023, LPE berhasil meningkat lebih tingst lagi
menjadi 4,85%, menandakan perekonomian Kabupaten Cirebon tidak hanya
pulih tetapi juga tumbuh lebih kuat. Tren ini menceminkan keberhasilan
berbagai upaya pemulihan ekonomi dan kebangkitan sektor-sektor produkeif
di wilayah tersebut.
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Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2019-2023
Sumber: EPS Kabupaten Cirebon (2024)

Dari sisi pengeluaran,  produk yang dikonsumsi di wilayah Kabupaten
Cirebon  masih  didominasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  akhir
rumah tangga (1ebih dari 85 persen). Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga
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mempunyai  peran  relatif  besar  dengan  kontribusi  mendekati  30  persen.
Proporsi konsumsi akhir pemerintah 7 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT
memiliki peran yang relatif kecil sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan
bahwa  per.an  pemeriniah  dalam  menyerap  produk  domestik  lidak  lerlalu
besar.

Tabel 2.4 Distribusi Persentase Froduk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlalfli Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cirebon (Persen) ,

2019-2023

' f=i,tl ,  -  ,  .  .  I , rt l ut , , I   2019 IIIr+,y{, 2021 I   2o22

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 89,90 89' 16 88,99 87,58 90,03

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,97 1,91 1,87 1,85 2,01

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7,15 7,12 7,11 6,59 6,33

Pembentukan Modal Tetap 32,72 r2!f)i;n 29,69 29,00 27,94

Perubahan Inventori 3,50 1,67 -0,91 0,21 0'16

Net Ekspor Impor Antar Daerah -35'25 -29'53 -26'74 -25'23 26'47

Sumber: EPS Kabupaten Cirebon (2024)

2. Ekspor Non Migas Daerah
Data realisasi ekspor per komoditi Kabupaten Cirebon pada tahun 2022

disajikan pada tabel berikut ini. Total ekspor non migas daerah selama tahun
2022 sebesar USD 267,7 juta dolar. Dart jumlah tersebut disumbang oleh 3
(tiga)  komoditas  besar,  yaitu furnitur rotan  sebesar  USD    66,6 juta  dolar
(24,9%),  arang  briket  sebesar  USD  63,6  juta  dolar  (23,70/o),  dan  benang
sebesar USD  36,7 juta dolar (13,7%). Sedan8han sisanya dari komoditas lain
seperti fumitur aluminium, sepatu, ubi jalar, dan komoditas lainnya.

Tabel 2.5 Realisasi Ekspor Kabupaten Cirebon tahun 2022

•o.I      Ko-oditi      II  volume  II--I       NilaiEkspor       I(USD)IIIIIIIIIIIII-FFTTFt*IIH:t=|,I,I

1. Fumitur Rotan 2.532 66,569,793.49

Amerika Serikat, UEA,Brasil,Inggris,Kanada,Australia,AfiikaSelatandanJepang

2. Briket arang 966 63,571,330.30 Irak, Afrika Selatan, ArabSaudidajiThki

3. Benang 36,674,476.05 Filipina, Thailand, Jepang,MalaysiadanBrasil

4. Komoditas 279 100,916,119.65

Inggris , Australia, AmerikaSerikat,Korea,Thailand,

1airmya F`ilipina, Jepang, Kanada,dll

Total 267,731,719.49  |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon diolah (2023)
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Data impor Kabupaten Cirebon untuk saat ini belum tersedia.  Hal ini
mun8hin disebabkan oleh keterbatasan pelaporan, proses pengumpulan data
yang masih berlangsung, atau kebijakan terkait publihasi data perdagangan
di til-i8kat kabupateli. Data inlipor umulm-iya dikelola di tin8kat provinsi atau
nasional,  sehingga  ketersediaannya  di  tin8kat  kabupaten  bisa  saja  lebih
terbatas atau belum terintegrasi secara penuh.

3. Penanaman Modal
Salah  satu  indikator  ekonomi  yang  dapat  menjadi  indikator  untuk

menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai
penanaman modal yang masuk pada suatu wilayah. Nilai penanaman modal
Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir seperti disajikan pada tabel
berikut ini. Persentase penanaman modal di dominasi oleh investasi PMA yang
mencapai  rata-rata  sebesar  85  persen.  Realisasi  penanaman  modal  pada
tahun 2019 menjadi tertingst dengan nilai investasi sebesar Rp8,98 triliun.
Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2022 dengan hilai investasi
sebesar Rp3,03 triliun. Berikut disajikan nilal realisasi investasi di Kabupaten
Cirebon selama lima tahun terakhir.

2022

2021

2020

2019

2018

3.029

4.aso

4.956

4.813

8.978

2.COO                 4.000                 6.COO                 8.000                10.coo

Gambar 2.10 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2022 (dalam miHar rupiah)

Sedangkan  nilai  investasi  industri  pada  komoditi  unggulan  daerah
selama 5 (lima) tahuri tea-akhir seperti disajikarL pada tabel herikut ini. Rata-
rata teljadi penin8katan nilai investasi sektor industri sebesar 2,3% setiap
tahunnya.   Investasi  pada  komoditi  meuble/kerajinan   rotan   menempati
urutan teratas sebesar 630/o dari total investasi di sektor industri unggulan.
Hal     tersebut     menunjukkan     bahwa     komoditi     tersebut     dianggap
menguntungkan.  Investasi  terendah  ditemulcan  komoditi  emping  melin.jo
dengan  investasi  sekear  Rp885 juta  rupiah  dan  cenderung  stagnan  pada
setiap tahunnya.
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Tabel 2.6 Nilai Investasi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan
di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah), 2019-2023

Komoditi          i
2o21          IIIIIIIIIrl,J£|r!-lIIIIIIIIP{,r#\,        ^`_LluJLJIVu^lL             _      IIIIIIIrl,|IL.-IIIIIIr+,r+,.. I----, - \, - \,

Mebel/Kerajinan Rotan 332.041.634 333.301.634 338. 301. 159 343.375.676 348.526.311

Mebel Kayu 65.829.200 72.599.200 73.688.188 74.793.511 75.541.446

Emping Melinj o 881.963 881.963 883.727 885.494 886.380
Roti danMakanan RIngan 24.916.427 27.141.427 27.548.548 32.782.773 37.372.361

Batu Alam 11.921.404 11.921.404 11.421.404 11.421.404 11.444.247

Sandal Karet 2.232.719 2.232.719 2.232.719 2.232.719 2.234.952

Batik 39.003.094 39.203.094 39.281.500 39.360.063 39.556.864
Konveksi 40.936.975 48.461.975 49.188.905 50.123.494 52.078.310

KerajinanKulitKerang
1.363.250I519.126.66€ 1.363.250 1.363.250I543.909.400| 1.363.250 1.367.340I569.008,20-9

---_-_,--- Lmmiei=nrREI
I                        I ulctl I   Jlt7.lil,.,JuUI   uo/.I.uu.uuuiI   Ji®.Jut,.|\JUI    `)JU.`)®C).Jot

Sumber: EPS Kabupaten Cirebon (2024)

4. Kondisi Sektor Industri Kabupaten Cirebon
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,

Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan
baku  dan  atau  memanfaatkan  sumber  daya  industri,   sehingga  dapat
menghasilkan barang yang memilihi nilai tambah atau manfaat yang lebih
tinggi,  termasuk j.uga jasa industri.  Sektor industri memiliki potensi yang
besar dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung stabil.
Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi  sektor industri terhadap PDRB di
Kabupaten  Cirebon yang menempati urusan  pertama sebagal  sektor yang
berkontribusi  besar  dalam  perekonomian  daerah.  Jumlah  IKM  pada  lima
tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,6%. |Jumlah IKM
pada  tahun  2022   menjadi  yang  tertinggi  yaitu  sebanyak   15.467  unit.
Sedan8kan jumlah  industri  besar  ada  di  Kabupaten  Cirebon  selama  lima
tahun terakhir yaitu sebanyak 141 unit.

Tabel 2.7 Jumlah Industri Kecil, Menengah dan Besar
di Kabupaten Cirebon

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (2018-2022)

Jumlah   perusahaan   industri   berdasarkan   komoditi   unggulan   di
Kabupaten Cirebon selama lima tahun terus mengalani penin8katan walau
tidak sigriifikan. Jumlah perusahaan berdasarkan komoditi unggulan daerah
pada  tahun  2023  mencapai  5.960  unit.  Untuk jenis  industri  di  wilayah
Kabupaten   Cirebon   memiliki   9   jenis   komoditi   unggulan,   diantaranya
kerajinan rotan,  mebel kayu,  emping melinjo, makanan ringan,  batu alam,
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sandal karet, batik, konveksi dan kerajinan kulit kerang. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan
di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 -2023

I      ,  Komoditiunggulan lIIr2(,)L9II   2020   I 2021   II   2022   IlIIrl,y*
1. Mebel / Kerajinan Rotan 1.478 1.480 1.502 1.525 1.520

2. Mebel Kayu 1.384 1.407 1.428 1.450 1.441

3. Emping Melinjo 166 166 167 167 167

4. Roti dan Makanan Ringan 878 886 899 1.070 1.245

5. Batu Alan 347 347 271 271 271

6. Sandal Karet 23 23 23 23 19

7. Batik 594 595 597 597 597

8. Konveksi 659 678 688 701 691

9. Kerajinan Kulit Kerang 8 8 8 8 8

Total lIIIIRE 11111-I,
I    -5.583 I      5.8]2 I     5.960

Sumber: data sekunder EPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)

Pada ruang lin8kup industri di Kabupaten Cirebon, sektor industri rotan
menjadi sektor yang paling besar memberikan kontribusi bagi penin8katan
produksi di Kabupaten Cirebon selain industri ]areatif lainya.  Hal ini perlu
terus dijaga dan dikembangkan agar industri rotan di Kabupaten Cirebon bisa
meningkat  dan  memberikan kontribusi yang maksimal bagi  pembentukan
PDRB Kabupaten Cirebon di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.9 Nilal Produksi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan
di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah), 2019-2023

Komoditi          II±La.. H,)LJ.JII| 2o2o        iIIIIIIIIP{,y2JIIIII|lIIIIIIIIIIP{,y+2- 2o2 3        -

Mebel/Kerajinan Rotan
2.299.374.990 2.314.593.630 2.349.312.534 2.384.552.222 2.420.320.506

Mebel Kayu 386 .770.869 393.207.251 394.386.873 395.570.033 396.756.743

Emping Melinj o 23.122.114 23.122.114 23.468.946 23.820.980 24.178.295

Roti danMakanan Rlngan 405.375.736 408.751.343 414.882.613 493.710.310 552.955.547

Batu Alam 182.015715 182.813.030 172.513.020 172.513.020 172.858.046

Sandal Karet 4.654.510 4.455.850 4.455.850 172,513.020 4.460.306

Batik 83.897.693 84.039.409 85.300.000 86.579.500 87.445.295

fonveksi 41.536.737 42.234.864 42.361.569 43.124.077 43.900.310

KerajinanKulitKerang 12.855.000 12.855.000 12.855.000 43.124.077 12.867.855

•1                  Total 3,439.603.364 3.466.072.491 3.499`536.405 3.617.180.992 IIIIEml-L+IJI|

Sumber: EPS Kab. Cirebon (2024)
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2.2 Sumber Daya Industri
Pengaturan  sumber  daya  industri  mengikuti  ketentuan  sebagaimana

ditegaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2015  tentang
Pembangunan Sumber Daya Industri.  Dalam ruang lin9loup pengaturan di
Peraturan  Pemerintah  tersebut dijelaskan  bahwa yang termasuk  kedalam
pembangunan sumber daya industri, meliputi (a) pembangunan Tenaga Kelja
industri  dan  penggunaan  konsultan  Industri;   q3)  pemanfaatan,  jaminan
ketersediaan  dan  penyaluran,  serta  pelarangan  dan  pembatasan  ekspor
Sumber Daya Alam; dan (c) pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Industri.

2.2.1 Sumber Daya Alam
1. Sumber Daya Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dan perkebunan yang menghasilkan tanaman pangan
merupakan  salah  satu  sumber  daya  kompetitif  yang  ada  di  Kabupaten
Cirebon.  Menurut data EPS tahun 2024, sektor pertanian dan perkebunan
berkontribusi  14,94%  terhadap  PDRB  Kabupaten  Cirebon.   Sumber  daya
pertanian dan perkebunan meliputi tanaman bahan makanan (padi-padian,
jagung,  umbi-urnbian  dan  kacang-kacangan),  sayuran  dan  buah-buahan.
Komoditas padi di Kabupaten+ Cirebon merupakan salah satu penyumbanLg
terbesar produksi padi di Jawa Barat, yang merupakan provinsi produsen
padi  terbesar  ketiga  skala  nasional.   Adapun  komoditas  pertanian   dan
perkebunan Kabupaten Cirebon lainnya seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Komoditas Unggulan Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Cirebon

Komodhas
Potensi Luas Tanam (Ha) Produ ksj Tah unan ITon)

Kecamatan
2021 2022 2023 2o21 2o22 2023

Padi 92.539 91.382 92.777 703.044 701.059 705.316

Gegesik, Kapetakan, Susukan,
Kiangenan, Arjawinangun, Sumber,
Ciwaringin, Dukupuntang,
Palimanan,Suranenggafa, Susukan,
Panguragan dan Kaliwedi

Kacang Hijau 1.860 2,057 2.050 1.955 1,541 1 .787
Waled, Ciwaringin, Babakan, Susukan3
Arjawinangun , Gempol, Palimanan dan
Pasaleman

Bawang Merah 3.384 3.761 3,121 334.636 400.244 343.019
Waled, Pabuaran, Babakan, Gebang,
Pabedilan, Pangenan, Losari dan Ciledug

Cabe Besar 631 675 373 56.439 58.828 28.845
Waled, Losari, Subang, Pangenan,
Gempol, Susukan, Pasaleman, Ciledug
dan Pabedilan

Man99a 494.262 433.515 430.997
Sedong, Beber, Greged, Susukan Lebak,
Lemahabang, Dukuprntang, dan Sumber

Jambu  Biji 28.024 17.681 12.208
Panguragan, Ciwaringin, Gegesik,
Kiangenan dan Suranenggala

Tebu 3.671 4.167 3.450,75 15.266 20.556 16.421,92
Sumber, Dukupuntang, Palimanan,
Susukan, Jamblang Plumbon, raangenan
dan Gempol

Sumber: EPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)

Selain  komoditas  pertanian  berupa  padi,   produk  perkebunan  dari
Kabupaten Cirebon seperti mangga dan tebu juga menjadi komoditas yang
paling    besar    berkontribusi    terhadap    penin8katan    produksi    sektor
perkebunan.
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2. Sumber Daya Petemakan
Selain sumber daya pertanian dan perkebunan, sumber daya petemakan

juga dapat menjadi salah satu sektor yang dapat dikembanBkan pada skala
industri di Kabupaten Cirebon. Terdapat dua jenis komoditas utama sektor
petemakan  Kabupaten  Cirebon:  hewan  ruminansia  berupa  sapi,  domba,
kerbau,  dan  hewan  unggas  berupa  itik  dan  ayam.  Rin8kasan  produksi
komoditas   peternakan   ruminansia  dan   unggas   di   Kabupaten   Cirebon
disajikan pada dua tabel berikut:

Tabel 2.11 Komoditas Unggulan Sektor Petemakan (Ruminansia)

H^.,,^Hi+a.  I
'.,    .     EEE

_.T`..,        Ifa^att`a+aL,      I,,I   ,
.t7FiTT5T:tt  .

IIIIIIp2I.r2I.|||||||EH.rilllllllrl.r2Jy!|IIIIIIr+.r#|
-r51,

Sapi 4.785 5.293 4.444 4.273

Gunungj ati, Mundu,Babakan,Gegesik,Waled,Karangsembung,Losari,Beber'

Kambing 18.451 21.028 19.701 21.672
Ciwarinctn, Gempol.Dukupuntang,Plumbon,Klangenan,Arjawinangun

Domba 297.031 307.537 309.584 309.868
Talun, Gempol, Sumber,RIangenan,Sedong,Dukupuntang,Pabedilan,Ciwaringin,

Kerbau 3.237 3.169 2.465 1.819

Depok, Plumbon, Ciledug,Gebang,Karangwareng,Plered,Aljawinangun,Beber,Kapetakan

Sumber: EPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)

Populasi  domba mendominasi petemakan  ruminansia dengan jumlah
sebanyak 309.868 ekor pada tahun 2023.  Disusun oleh kambing dan sapi
dengan jumlah sebanyak 21.672  dan 4.  273  ekor.  Sedangkan pada hewan
unggas didominasi oleh ayam pedaging dengan populasi mencapai 3. 316.846
ekor, disusul oleh ayam buras dengan jumlah 1.385.888 di tahun 2023.

Tabel 2.12 Komoditas Unggulan Hewan Unggas di Kabupaten Cirebon

T`1 .,n,        ,I :Fmm.,.,.. in.      in, ``,--,--`,`

.
(kg)   0   aJL    J`uuu(±og.)I..uL       I .           ,,              ,

2o22 lIIIIIrJ[,  ue 2022      i      2023 2022     I     2023
^,,,

Itik 926.094 888.539 672.873 654.891 5.599.282 4.230.065 Kapetakan,Gebang,Losari

AyanPeda8ing
3.196.000 3.316.846 25.139.736 2:5 .f yf!ri ] efi 1.187.869

Panguragan,Gunungjati,danSusukan

AyanPetelur 74.000 77.loo 81.165 71.800 996.681 881.684
Dukupuntang,Ciledug,Talon

AyamBuras I.382.023 1.385.888 1.416.513 1.423.220 2.958,434 2.972.441

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)
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3. Sumber Daya Perikanan
Secara topografi Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian 0-130 in dan

berada sepanjang Pantai Utara Jawa yang memiliki potensi kelautan yang
men8hasilkan sumber daya ikan cukup besar. Subsektor perikanan termasuk
dalam  salah  satu lapangan usaha yang berkontribusi besar bagi  struktur
perekonomian Cirebon, selain subsektor pertanian dan industri pengolahan.

Potensi perikanan memberikan peluang untuk masyarakat sekitar pesisir
mengelola  hasil  1aut  dan  digunakan  sebagal  mata pencaharian  penduduk
sekitar.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  EPS  Kabupaten  Cirebon,
produksi sektor perikanan tangkap kabupaten Cirebon selama 5 (1ima} tahun
terakhir  mengalami  fluktuasi  antara  2019  hingga  2023.   Setelah  sedikit
menin8kat  pada  2020,  produksi  melonjak  pada  2021,  mencapai  an8ka
tertinggi  42.251  ribu  ton.  Namun,  pada  2022  teljadi  penurunan  menjadi
38.983  ribu ton,  dan pada 2023  teljadi penurunan drastis menjadi hanya
10.149,4 ribu ton.  Penurunan yang tajam pada 2023 menunjuldran adanya
tantangan  besar  dalam  sektor  ini,  yang  munghin  disebabkan  oleh  fa]ctor
ekstemal  seperti  perubahan  iklin,  overfishing,  atau  masalah  manajemen
perikanan.

Tabel 2.13 Produksi Se]stor Perikanan Kabupaten Cirebon

L`|, Jmm:+1 LI,)I.-IIIIIrL[,yl,-IIIP|,rJ-i    2022 \^,\^         I

1. Perikanan Tangkap 36'031 36' 113 42,251 38'983 10.149,40

2. Perikanan Budidaya 48,410 4 1 , 1 58 38'284 17'715 42.878,15

3. Ptoduksi Garan 135,965 2,671 1,204 908 73.424,15

Sumber: Kabupaten Cirebon daiam An8ka 2024

Selain  men9hasilkan  perikanan  tangkap  dan  budidaya,   Kabupaten
Cirebon juga  dikenal  sebagai  produsen  garam  di  Jawa  Barat.  Total  luas
kawasan garam di Kabupaten Cirebon hingga tahun 2023  mencapai  1.242
hektar dengan jumlah petambak garam sebanyak 924 orang.  Dari jumlah
tersebut  produksi  garam  cenderung  mengalami  penurunan  yang  sangat
signifikan yang pada tahun 2022 hanya sebesar 73.424,15 ton.

4. Sumber Daya Pertambangan
Kabupaten Cirebon, memiliki potensi bahan galian berupa Andesit di

Ciwaringin; Batugamping di Gunung Kromong, Palimanan; dan Lempung di
Gunung Kromong, Palimanan. Saat ini pemanfaatan sumber daya
pertambangan di Kabupaten Cirebon didominasi oleh industri pertambangan
non-logam. Hal ini dikarenakan banyaknya pengrajin dan industri batu alam
dengan skala UKM.

Seiring kenaikan pertumbuhan industri properti di Indonesia, industri
batu alam di wilayah Cirebon pun diprediksi ikut tumbuh. Banyaknya sumber
bahan baku industri batu alam yang berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon
dan  sekitarnya  tunit  menin8katkan  daya  saing  sektor  industri  tersebut.
Beberapa varian batu alam yang menjadi komoditas utama industri ini adalah
batLi andesit, batu palimanan, batu templek, dan batu candi.  Adapun data
sumber daya terkait industri batu adam adalah sebagal berikut:
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Tabel 2.14 Data Industri Pertambangan Non-Logam
di Kabupaten Cirebon

i            AspeksumberDaya`     '- 2ol8

-fl,I,,,2019

2o2b-

Junlah Tenaga Ken.a 2.051 2.072 2.072
Nilai Investasi (Milyar Rupiah) 11,2 11,3 11,3

Kapasitas FToduksi (Ribu Ton) 5,1 5,2 5,2
Nilai FToduksi (Milyar Rupiah) 181 182,8 182,8

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka 2024

5. Sumber Daya Air
Sumber-sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari

air permukaan dan air bawah tali_ah.  Sumber air permukaan berasal dari
beberapa  sungal  besar  seperti  Sungai  Cisanggarung,  Sungai  Ciwaringin,
Sungai   Cimanis,   Sungai   Cipager,   Sungai   Kumpul   Kuista  dan   Sungai
|Janblang.  Selain  itu  terdapat sungai-sungai kecil yang merupakan  anak
sungai dari sungai-sungai besar yang berhulu di bagian  selatan.  Sungai-
sungai besar yang ada membentuk Daerah Aliran  Sungal (DAS) yaitu DAS
Cisangganmg dan DAS Cimanuk Hilir. Dalam menganalisa sumber daya air,
kondisi air tanah seperti salinitas, ketersediaan, dan kedalaman, pun perlu
diperhitungkan. Gambar 2.6 menunjukkan peta DAS dan kondisi air tanah
di Kabupaten Cirebon.
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Gambar 2.11 Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon

Sumber daya air disalurkan kepada warga dan pengguna melalui dua
cara, yaitu PDAM dan irigasi. Pengguna PDAM adalah jenis pelanggan rumah
tangga  dengan  persentasenya  mencapai  96,370/o  atau  sebanyak  32.254
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rumah  tangga.  Pelanggan kedua terbanyak beljenis  sosial yang mencapai
1,45% atau sebanyak 484 pelanggan. Adapun pelanggan yang paling sedikit
adalah dari jenis industri dengan persentase sebesar 0,01% atau sebanyak 2
pelanggan.

Pengaliran air melalui irigasi di Kabupaten Cirebon dibagi menjadi 2
jenis:  telmis dan non- teknis  (Sederhana).  Jalur irigasi teknis,  baik primer
maupun sekunder,  yang berada dalam kondisi baik adalah  sepanjang 70
kilometer,   sedangkan  yang  dalam   kondisi   rusak   ringan/berat   adalah
sepanjang 11 kilometer. Untuk jalur non-teknis, saluran irigasi dalam kondisi
baik  ada  sepanjang 29  kilometer,  sedan9kan  yang berada  dalam  kondisi
rusak ringan/berat sepanjang 7 kilometer. Jalur irigasi di Kabupaten Cirebon
diatur  oleh  85  unit  bangunan  irigasi  dan  menyokong  operasional  sawah
seluas 10.103 Hektar. Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Cirebon
seperti disajikan pada gambar di bawah ini.
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Gambar 2.12 Sistem Jaringan Sumber Daya Alr di Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon sedang menyusun rencana Sistem Penyediaan Air
Minum  (SPAM)  yang dibagi menjadi  3  zonasi:  Mundu, Ari.awinangun,  dan
Plumbon. Perhitungan alokasi kebutuhan air per kecamatan (dibagi per tiap
zonasi),  diambfl  dari  Kajian  SPAM  Regional  Metropolitan  Cirebon  Raya,
disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.15 Alokasi Kebutuhan Air per Zonasi Kabupaten Cirebon

No. I-.,,.., zonasi

..Kebutuhan A/d2034/detik)
i,,..:.,,in,  .  I Total:qmm, . ,,.,,,

1. Mundu Mundu 153 135

2. Pangenan Mundu 89 80 320

3. Astanajapura Mundu 122 105

4. Plumbon Plunbon 120 105

5. Weru Plumbon 111 95

6. Plered Plunbon 86 75 435

7. Tengahtani Plumbon 62 55

8. Keda-8 Pluton 118 105

9. Aljawinangun Ariawinangun n.a n.a

10. Ciwain8in A¢awinangun n.a n.a

11. Ge8esik Arj.awinangun n.a n.a n.a

12. Kaliwedi Aljawinangun n.a n.a

13. Susutan Aljawhangun n.a n.a

Berdasarkan  tabel  alokasi  kebutuhan  air  dan  data  air  curah  yang
tersedia, jelas bahwa pada kondisi sekarang hanya sekitar 30% kebutuhan
air  yang  mampu  dipenuhi  di  Kabupaten  Cirebon.  Untuk  mengatasi  isu
tersebut, sedang dilakukan studi kelayakan untuk menyuplai sisa kebutuhan
air dari Bendungan Jatigede, dengan debit sebesar 9001iter/detik yang akan
sepenuhnya beroperasi pada tahun 2030. Kajian pemenuhan kebutuhan air
dari Bendungan uTatigede ini diperlukan karena kondisi air tanah Kabupaten
Cirebon sendiri dinilai ]ourang layak untuk konsumsi harian. Berdasarkan
data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Cirebon, air tanah di Kabupaten Cirebon masih bersifat payau sampal dengan
kedalaman   150  meter.   Maka  dari  itu,  perancangan  SPAM  Jatigede  ini
diharapkan mampu menyelesalkan isu tersebut.

2.2.2 Sumber Daya Manusia Industri
Secara   umum,   Tingkat   Partisipasi   Angkatan   Kerja   (TPAK),   yang

menunjukkan  proporsi  penduduk  di  Kabupaten  Cirebon  yang  tergolong
angkatan   ken.a,    mengalami    peningkatan   hingga   tahun    2022.    Data
menunjukkan bahwa TPAK melonjak menjadi 65,53°/o dibandingkan dengan
tahun 2018 yang hanya diangka 58,51%. Meskipun demikian, angka tersebut
masih  berada  di  bawah  TPAK  Provinsi  Jawa  Barat  2022  yang  mencapai
66'15%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TFI`) Kabupaten Cirebon menunjukkan
tren penurunan,  dari 9,210/o pada tahun  2019  menjadi  7,65% pada tahun
2023.  Meskipun  demikian,  an9ha  tersebut masih  tinggi  dibandin9kan TPT
provinsi  Jawa  Barat  yang  mencapai  8,31%,   apalagi  TPI`  nasional  yang
mencapai 5, 860/o. Tingkat pengangguran yang tinggi ikut menyumbang tin9kat
ken_iskin_an di K_abupaten Cireborle
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Tabel 2.16 Kondisi KetenagakeH.aan Kabupaten Cirebon 2019-2023

.., --2-6T;,.--
r=o2o

- fn , I I , I2021 _--=__ --.---2T6-;i-----

Tingkat PartisipasiAmgkatanKen.a(%) 58'45 61'25 64'49 65,53 66,16

Tingkat PengangguranTerbha(%}
9,21 9,61 10,38 8'11 7t65

I Bekeq.a 0.iwa)
832.719I 880.807 970.262 1.020.411 1 . 1 0 1 . 094I

Sumber: EPS Kab. Cirebon, diolch (2024)

Analisis terhadap Tpr di Kabupaten Cirebon juga menunjukkan bahwa
lulusan    SMA/SMK    menjadi    penyumbang    terbesar    dalam    struktur
pengangguran  dengan  kontribusi  mencapai  58%.  Hal  ini  mencerminkan
adanya kesenj angan antara keterampflan lulusan sekolah menengah atas dan
kebutuhan pasar kelja. Di sisi lain, sebanyak 38% pengangguran berasal dari
lulusan  pendidikan   SMP  ke   bawah,   yang  mencerminkan  keterbatasan
keterampilan  dan  kualifikasi yang mempersulit  mereka untuk bersaing di
dunia ken.a. Sementara itu, 1ulusan perguruan tingri hanya menyumbang 4%
dari total pengangguran, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi cenderung
memiliki peluang kelja yang lebih baik. Data ini mengindikasikan pentingnya
peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  keterampilan  yang  sesual
dengan  kebutuhan  industri  untuk  mengurangi  tin9kat  pengangguran  di
Kabupaten Cirebon.

Salah satu variabel penting dalam penyerapan tenaga kerja industri yaitu
Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) . Besaran UMK berpenganin terhadap
keputusan dalam berinvestasi di sektor industri.  Berdasarkan tabel 2.6  di
bawah ini dirinci besaran UMK Kab/Kota di Jawa Barat pada tahun 2023.
Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kabupatert. Bekasi merupakan. 3 (tiga)
daerah di Jawa Barat yang memili]d UMK tertinged lebih dari Rp5 juta per
bulan. Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di
Jawa Barat yaitu sebesar Rpl,9 juta per bulan. Kabupaten Cirebon sendiri
menempati  urutan  ke-21  dari  dua puluh  tujuh  Kab/Kota  di Jawa Barat
dengan besaran UMK yaitu Rp2,4 juta per bulan.

Tabel 2.17 Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Jawa Barat Tahun 2023

No. Kabupaten/Kota      i UMK(Rp)      i No.I Kabupaten/Kota       ( ||\'/|=,ERE

1. Kab. Karawang 5.176.179,07 15. Kab. Cianjur 2.893.229,10

2. Kota Bekasi 5.158.248,20 16. Kota Sukabumi 2 .I 4;fl I 7 4 ,R!6

3. Kab. Bekasi 5.137.575,44 17. Flab. Indr-yu 2.541.996,72

4. Kota Depok 4.694.493,70 18. Kota Tasikmalaya 2.533.341,02

5. Kota Bogor 4.639.429,39 19. Kab. Tasikndaya 2.499.954,13

6. Ffab. Bogor 4.520.212,25 20. Kota Cirebon 2.456.516,60

7. Kab. Purwakarta 4.464.675,02 21. Kab. Cirebon 2.430.780,83

8. Kota Bandung 4.048.462,69 22. Kab. Majalengka 2.180.602,90

9. Ko fa Cimahi 3.514.093,25 23. fab. G-t 2.117.318,31

10. Kab. Bandung 3.492.465,99 24. Kab. Kuningan 2.101.734,30

11. fab. Bandung Barat 3.480.795,40 25. Kab. Ciamis 2.021.657,42
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No. =fl,,..|Z"--i      UMK(Rp)      i!NOJi       Kabupaten/Kota       i UMK  (Rp)

12. Kab. Sumedang 3.471.134,10 26. Kab. Pangandaran 2.018.389,00

13. fab. Sukaburni 3.351.883,19
27. Kota Banjar I.998.119,05

14. Kab. Subang 3.273.810,60

Simber: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022
Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2023

Biaya tenaga kelja yang tinggi akan menin8katkan arus modal keluar
(Forel.g7t Direct Jnt/estme7it/FDI outflow) dan menurunkan masuknya investasi
FDI).  Artinya,  biaya  tenaga  ken.a  atau  upah  memiliki  hubungan  negatif
dengan  FDI.  PeneHtian  Lai  dan  Sarkar  (2011) juga  menemukan  hal  yang
senada dimana upah memilihi hubungan negatif dan signifikan terhadap FDI.

Selanjutnya pada aspek penyerapan sumber daya manusia industri di
Kabupaten    Cirebon    dapat    dibagi    menjadi    sembilan    bidang    yaitu
mebel/kerajinarL  rotan,  mebel  kayu,  emping  melinjo,  roti  dan  makanan
ringan, batu alam, sandal karet, batik, konveksi, dan kerajinan kulit kerang.
Jumlah tenaga kerja industri menurut jenis komoditi unggulan pada tahun
2023  mencapal  14.260 jiwa atau  menin8kat  4.136 jiwa  atau  3,61  persen
dibandin8han  tahun  2022  sebanyak  114.637  jiwa.   Sektor  industri  yang
banyak  menyerap  tenaga  keg.a  adalah  industri  sektor  komoditi  industri
mebel/kerajinan  rotan  dengan jumlah  tenaga  kerja  65.696  jiwa.  Disusul
industri  roti  dan  makanan  ringan  dan industri  konveksi  dengan  masing-
masing menyerap tenaga kelja sebanyak 17.370 jiwa dan 14.260 jiwa.

Tabel 2.18 Jumlah Tenaga Kelja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan
di Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023

I-:-Ifm.EBRET:..-iiiiiiiir2olg       ) 2o2o      1IIIIIII,2I,rJI--,2o22       ilIIII||{,r2JC

1.     Mebel/Kerajinan Rotan 62.575 62.826 63.768 64.725 65.696

2. Mebel Kayu 1 1 . 48 1 11.809 11.986 12.166 12.348

3. Emping Melinjo 1.374 1.374 1.377 1.380 1.382

4. Roti dan Makanan RIngan 11.975 12.085 12.266 14.597 17.370

5. Batu Alan 2.072 2.072 1.982 1.982 1.982

6. Sandal Karet 315 315 315 315 316

7. Batik 4.629 4.679 4.688 4.698 4.707

8. Konveksi 13.411 1.353 13.733 13.994 14.260

9. Kerajinan Kulit Kerang 780 780 780 780 712

Jumlah I,1=1,11,i   97.2933  I     110.895 I    114.637 i    118.773

Sumber: EPS Kab. Cirebon (2024)

2.2. 3 Tehaologi
Penggunaan teknologi di bidang industri sudah menjadi elemen penting

untuk segera dikem-Dangkan. Era globalisasi yang menuntut kecepatan dan
pembaruan  digital  mendorong para pelaku  industri  untuk memanfaatkan
teknologi terbaru untuk menunjang aktivitas mereka. Hal ini bertujuan untuk
menjaring target audiensi yang potensial hingga menin8katkan daya saing di
pasaran.   Untuk  mendukung  kebutuhan   industri   maka  pengembangan
Kawasan sains dan tehaologi di Kabupaten Cirebon perlu diimplementasikan.
Saat   ini,    belum   berdasarkan    analisis   terhadap    beberapa   dokumen
perencanaan belum ada kebijakan ataupun program pengembangan Kawasan
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ini. Kedepan pemerintah daerah bekeH.asama dengan pemerintah provinsi dan
pusat perlu untuk menyusun kehijakan dan program pembangunan Kawasan
sains dan teknologi.

Penguatan   ' sumber     daya    teknologi     dalam     kaitannya    dengan
pembangunan  industri  di  Kabupaten  Cirebon  dapat  dikorelasikan  dengan
keberadaan  sekolah  a.enjang  SMK),  perguruan  tinggi,  dan  Balai  Litbang.
Berdasarkan  penelusuran  data jumlah  SMK  di  Kabupaten  Cirebon  pada
tahun 2022 yaltu sebariyak  109 unit sekolah dengan jumlah peserta didik
sebanyak  59.823.   Berdasarkan  infomasi  yang  diran9kum  dari  website
sekolah diperoleh informasi bahwa beberapa SMK di Kabupaten Cirebon telah
melakukan   keH.asama   dengan   dunia  industri   dan   membuka   program
kejuruan yang sesual dengan Industri Kabupaten Cirebon. Bentuk apresiasi
dari  peserta  yang  mengikuti  program  magang yaitu  bagi  lulusan  terbaik
berhak mendapatkan kesempatan unturt bekeria pada perusahaan tersebut.

Sedangkan pada level pendidikan tingri  (PT), kebutuhan sumber daya
te]mologi di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari keragaman Pr yang ada di
Kabupaten  Cirebon  seperti  disajikan  pada tabel  berikut.  Jika  dhihat  dari
sebaran rumpun keilmuan, misalnya nmpun teknologi/Teknik hanya ada di
ITB  Kampus  Cirebon,  rumpuri  h-unaniora/ekonomi  ada  di  Sekolal-I Tinggi
Agama Islam MaHad Aly dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam A1-Ishlah Cirebon,
rumpun  Kesehatan  antara  lain  Sekolah  Tinggi  YPIB  Cirebon,  Politeknik
Kesehatan  Yakesbi,  Akademi  Analisis  Kesehatan  An-Nasher,  dan  Akademi
Keperawatan Buntet Pesantren,  serta rumpun Tekhik kemaritiman ada di
Akademi Maritim Cirebon dan Akademi Maritim Suaka Bahari.

Tabel 2.19 Perguruan Tingri di Kabupaten dan Kota Cirebon

i`FFTEin¥a.i.iI.I:i1111lEi.I.¥± I  status I i.,1,,I,1I,,IZffl1,,I,It,,

1. Institut Teknologi Bandung (ITB) FTN Tehaik
Kampus Cirebon

2. Urriversitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) PTS Teknik dan Humaniora
3. Sekolah Tinggi Agama Islam MaHad Aly PTS Humanlora
4. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam AI-Ishlah PTS Humaniora

Cirebon
5. Sekolah Tinggi Bahasa Asing Invada PTS Bahasa
6. Sekolah Tinggi YPIB Cirebon ITS Kesehatan
7. Politeknik Kesehatan Yakesbi PTS Kesehatan

8. Akademi Analisis Kesehatan An-Nasher ITS Kesehatan
9. Akademi Keperawatan Buntet Pesantren PTS Kesehatan
10. Akademi Maritim Cirebon pps Teknik Kelautan
11. Akademi Maritim Suaka Bahari FTS Teknik Kelautan

Di nasa akan datang dalam pengusulan/pembentukan program studi
perlu   diperhatikan   keselarasan   dan   kesesuaian   dengan   industri   yang
berkembang di daerah,  khususnya mendirikan Pr ataupun program  studi
Teknik yang dapat. Selanjutnya pada sisi daya dukung keberadaan lembaga
penelitian   dan   pengembangan   yang   dimifiki   pemerintah   perlu   juga
diperhatikan     sebaran     dan    urgensinya    dalam     pembangunan     dan
pengembangan industri di Kabupaten Cirebon.
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Selain itu, rencana Pembangunan Gedung Creative Center di Kabupaten
Cirebon yang merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor
87  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Pembangunan  Kawasan  Rebana  dan
Kawasari Jawa Barat Bagian Selatan perlu segera diwujudkan.  Gedung ini
dirancang sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang akan menj.adi
wadah bagi para pelaku industri kreatif lokal untuk berinovasi, berkolaborasi,
dan menin9katkan daya saing.

Pembangunan  Gedung Creative Center diharapkan  dapat  mendukung
berbagal   subsektor   ekonomi   kreatif   seperti   semi   pertunjukan,   desain,
kerajinan tangan, kuliner, dan teknologi digital.  Selain itu, fasilitas ini akan
dilen8kapi  dengan  ruang  kelja  bersama  (co-t#orid7tg spczce),  studio  kreatif,
galeri  pameran,  serta  ruang  pelatihan  dan  workshop.  Pembangunan  ini
sejalan  dengan  visi  pemerintah  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi
daerah melalui sektor kreatif yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja
baru,  dan meningkatkan kontribusi sekeor ekonomi kreatif terhadap PDRB
daerah.  Dengan  adanya  Gedung  Creative  Center,  diharapkan  Kabupaten
Cirebon dapat menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif di kawasan Rebana,
menrfuLkung inovasi lokal, dan memperkuat identitas budaya daerah.

2.2.4 Akses Pembiayaan
Akses pembiayaan adalah sumber dana yang didapat oleh pela]ou usaha

selama  menjalankan  usahanya,  untuk  membiayai  kegiatan  industrinya.
Jumlah lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Cirebon terdiri dari 5 puma)
bank milik pemerintah dan 1 (satu) pemerintah daerah, dan sisanya sebanyak
I 1  (sebelas) unit lainnya berupa bank swasta dan BPR.  Menurut data EPS
Kabupaten Cirebon tahun 2022 dilaporkan bahwa jumlah pembiayaan yang
disalurkan pada pelaku usaha di Kabupaten Cirebon sebesar Rp2,5 triliun.
Jumlah  tersebut  meningkat  sebesar  7°/o  dibandingkan  pembiayaan  pada
tahun 2021.

Untuk memfasilitasi  pelaku usaha di  Kabupaten Cirebon,  pemerintah
daerah  membentuk  Perusahaan  Umum  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat
(Perumda BPR) Kabupaten Cirebon yang merupakan hasil penggabungan 12
(dua  belas)   Perusahaan  Daerah  milik  Pemerintah   Kabupaten   Cirebonl.
Jumlah jaringan kantor Perumda BPR Kabupaten Cirebon sampai tahun 2023
beljumlah 1 (satu) Kantor Pusat, 12 (dua belas) Kantor Cabang, 2 (dua) Kantor
KAS2.  Berdasarkan  laporan  keuangan  Perumda  BPR  Kabupaten  Cirebon
tahun   2020,  jumlah   pembiayaan  yang   disalurkan  kepada   masyarakat
beljumlah Rp 307,9 miliar dibandin8kan dengan tahun 2019 sebesar Rp281,2
nliliar.

Selain akses pembiayaan, industri di Kabupaten Cirebon juga mendapat
dukungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah q3I-KPW) Cirebon
dalam bentuk memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pembiayaan melalui
program BL[sz.7iess Mczfcfro.rzg guna pengembangan produk3.

I   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor  5  Tahun  2018  tanggal  23  Maret  2018   tentang
Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan di Kabupaten Cirebon dan Rapat Kuasa Pemiljk
Modal Luar Biasa KPMLB tanggal 7 0ktober 2019 serta Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa   Keuangan   Nomor   :   KEP156/D.03/2019   tanggal   15   Agustus   2019   tentang   Pemberian   lzin
Penggabungan Usaha (Merger)
2 https:M^rvw.bankbkc.co. id/profile
3https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4oson457roi-perfemukan-umkm-di-cirebonrdengan-lembaga-

pembiayaan
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2.3 Sarana dan Prasarana Industri
2.3.1 Jalan

Keberadaan  sarana pen8hubung di  Kabupaten  Cirebon relatif cukup
balk  dilihat  dari  kondisi jalan  kabupaten,  jalan  provinsi  maupun jalan
negara.  Tingkat  pengelolaan jalan  untuk  kategori jalan  kabupaten  tahun
2022 membentang sepanjang ±1,240,3 Kin yang terdiri atas 564 ruas jalan.
Secara umum jalan yang ada di Kabupaten Cirebon berkualitas baik dengan
panjangjalan yang berkondisi baik sekitar ±690,96 Irm (tahun 2022) . Adapun
jalan-jalan yang berkondisi sedang sekitar ±352,34 kin, kondisi rusak ±96,14
kin,  dan  ±100,86  Ion  berkondisi  rusak  berat.  Untuk  kondisi jalan  yang
diaspal  sepanjang   1139,44  kin,   dibeton   17,52   ]rm,   dan  kondisi  tariah
sepanjang 2,18 kin. Jumlah jembatari dengan kondisi balk 433 unit, kondisi
rusak  ringan   13  unit  dan  jembatan  rusak  berat  2  unit.  Gambar  2.13
menunjukkan Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.20 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2022

I         KondisiJalan 1111,+,11=

RE|,I .lIIIrl,IL!-jang Jalan (IIIIrLZ,rl,ILEIIIIEJ[,yJ|
2o22

1. Kondisi Balk 120,95 221,55 694'21 645,68 690'96

2. Kondisi Sedang 115'22 323'76 339,18 392,81 352'34

3. Kondisi Rusak Ringan 221,88 60,74 137,51 99,37 96,14

4. Kondisi P`usal{ Berat 189,51 41,51 69,40 102,45 100'86

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Cirebon

Selain Jalan Kabupaten, berdasarkan data Dinas Bina Marga Kabupaten
Cirebon (tahun 2022) dalam wilayah Kabupaten Cirebon terdapat juga jalan
yang dikelola oleh provinsi  (Jalan Provinsi) yaitu  16  ruas jalan  sepanjang
72,37 ]rm dan jalan yang dikelola oleh negara (Jalan Negara) yaifu  11 ruas
I.alan sepanjang 97,54 kin.

Kabupaten  Cirebon   sudah  merencanakan  untuk  membangun  dan
memperkuat jaringan jalan dan jembatan sebagai salah satu infrastruktur
utama   untuk   mempercepat  pembangunan   yang   merata  bagi   seiumh
masyarakat. Peta jaringan jalan di Kabupaten Cirebon seperti disajikan pada
ganbar di bawah ini.
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Gambar 2.13 Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon

Dalam  RTRW  Kabupaten  Cirebon  terbaru  disebutkan  bahwa  upaya
untuk perwujlndari badan jalan4 meliputi   operasi dan pemeliharaan badan
jalan  dan  prasarana badan jalan;  dan  pengelolaan  sistem jaringan jalan.
Strategi  pengembangan  sistem jaringan  prasarana  untuk  menin9katkan
pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar wilayah salah satunya melalui:

1.   pengembangan   jaringan   jalan   nasional   berupa   Jalan   Tol   baru,
pengembangan j aringan jalan nasional bukan Jalan Tol yang sudah ada;
dan

2.   mengemban9kan    sistem   jaringan    Jalari    Kolektor    Primer    serta
mengintegrasikan     pusat     kegiatan     regional     dan     pusat-pusat
pertumbuhan.

2.3.2 Rel Kereta Api
Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur

kereta api Cirebon- LJakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta
api lintas Utara Jawa (Cirebon -Semarang -Surabaya), dan jalur kereta api
lintas   Selatan  Jawa   (Cirebon  -  Yogyakarta  -  Surabaya).Pada  saat  ini
Kementerian  Perhubungan  sedang melakukan  pembangunan jalur ganda
(doubze trocfe) di Pulau Jawa yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024 5.

Dalam  RTRW  Kabupaten  Cirebon  terbaru  disebut]can  bahwa  sistem
jaringan kereta api di Kabupaten Cirebon terdiri atas jaringan jalur kereta api
dan stasiun kereta api, ._Tariln_gan jalur kereta api terdiri atas jaringan jalur
kereta api antar kota dan jaringan jalur kereta api lchusus.  Jaringan jalur
kereta api antar kota meliputi:

a.   Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota men9hubungkan Ad.awinangun -
Kadipaten

b.   Jaringan  Jalur  Kereta  Api  Antar  kota  menghubun8kan  Cirebon  -
Kadipaten

c.   Jaringan  Jalur  Kereta  Api  Antar  kota  menghubun8han  Cikampek  -
Cirebon

d.   Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota men9hubungkan Cirebon - Kroya

4 bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan  merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu

lintas dan bahu jalan
5https://mediaindonesia.com/ekonomv371268/;alurnganda-kereta-api-cirebon-surabaya-rampung-
2024ifeoogle_vignette
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e.   Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota men9hubun9kan Cirebon - Pnipuk
f.    Jaringan  Jalur  Kereta  Api  Antar  kota  menghubun8kan  Cirebon  -

Semarang
Sedan8kan jaringan jalur kereta api khusus berupa kereta api kecepatan

tinggi  Pulau Jawa menghubungkan Jakarta - Surabaya,  Adapun  stasiun-
stasiun kereta api dari Daop Ill CN yang terletak di wilayah Kabupaten Cirebon
sendiri diantaranya adalah :
a.   Stasiun Alj.awinangun berada di Kecamatan Arjawhangun;
b.   Stasiun Babakan berada di Kecamatan Babakan;
c.    Stasiun Bangoduwa berada di Kecamatan Klangenan;
d.   Stasiun can8kring berada di Kecanatan weru.
e.    Stasiun ciledug berada di Kecamatan ciledug;
f.    Stasiun Gunung Giwur berada di Kecanatan Dukupuntang;
a.    Stasiun Kaliwedi berada di Kecamatan Kaliwedi;
h.   Stasiun Karangsuwung berada di Kecamatan Panguragan;
i.    Stasiun I.osari berada di Kecamatan Losari;
j.    Stasiun Luwung berada di Kecamatan Mundu;
k.   Stasiun Sindanedaut berada di Kecamatan Lemahabang; dan
I.    Stasiun waruduwur berada di Kecamatan Astanajapura.

2.3.3 Pelabulan
Arus  keluar masuk barang melalui laut yang utama bagi  Kabupaten

Cirebon adalah melalui Pelabuhan Cirebon yang dioperasikan oleh Pr Pelindo
H. Pelabuhan Cirebon terletak di Kota Cirebon, di pantai utara .Jawa Barat,
kurang lebih 250 kin dari Jakarta ke arah timur. Posisi geografiis terletak pada
koordinat:  060  42'  55,6"  Lintang  Selatan;   1080  34'   13,89"  Bujur  Timur.
Pelabuhan  Cirebon  didukung oleh kedalalnan  kolam  sampal  -6,5  in  LWS.
Sedangkan  kapal yang memiliki  draft  lebih  dapat  dilayani  di  daerah  lego
jangkar kurang lebih  5  -  10 kin lepas  pantai.  Dengan luas  51  ha Daerah
Lin9kungan Keq.a dan 25 ha Daerah hin9kungan Kepentingan, serta perairan
Pelabuhan   seluas   8.410,91    ha,    Pelabuhan   Cirebon   diharapkan   bisa
menampung segala kebutuhan  dalam mendukung kegiatan bon8kar muat
barang.  Tabel  2.21  hingga Tabel  2.23  menunjukkan fasilitas dermaga dan
fasilitas penumpukan yang ada di Pelabuhan Cirebon.

Tabel 2. 21 FasiHtas Pelabuhan Cirebon
F`asifitas : Alur Pelabuhan Laut

H®. Lokel
Spesifihasi Te inls i   Kedahaan(mLWS'

paut&ng Lebar Luna`lml
(m' (m2l

Fasintag : Alur Pelabuhan Lout
1. Alur Pelabuhan Cirebon 2.500,00 70,00 175.000,00 - 6,00

Fh8luta8 : Kolam Pehbuhan

1.
Kolam Muarajati
D. Muarajati I - Ill 335,00 30,00 10.650,00 -6,00

2.
Kolam Pelabuhan I
S. Sumantri I - V 67,50 15,00 1.012,50 -3,50

3.

Kolam Pelabuhan 11
a. Muarajati 11 248,00 20,00 4.960,00 -6,00

b. Lin88apjati I 131,00 20,00 2.620,00 -6,00

c. Lin88apjati 11 40,00 10,00 400,00 -6,00
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No, Lohasi
Spesifikei Tehis KedahaantmLWS'

Ehnjan8 Lebar Luas
(in) (in) (m2'

d. Pelita I 30,00 20'00 600,00 -5,50

e. Pelita 11 38,00 20,00 760,00 -5,50

f. Pelita Ill 30,00 20,00 600,00 -5,50

Koham Khusus Pelra
1. Dermaga Pelra 150,00 10,00 1.500,00 -3,00

Fhsllitas : Brealrmter
1. Pelabuhan Cirebon 1.406,00

Tabel 2.22 Fashitas Dermaga Pelabuhan Cirebon-,. IIIIII-nfl- .., Lebar Luas -Zfflm . 11 . ,
LJ t; I I I I a 9 a

(in)I|IiD- (m2, D...
1. Dermaga Samadikun Deck On Pile 67,00 10,00 670,00 -5,00 -4,00

2. Dermaga Pemiagaan I Deck On Pile 11,00 5,00 55,00 -5,00 -3,00

3. Dermaga Pemiagaan 11 Deck On Pile 11,00 6,00 66,00 -5,00 -3,00

4' Dermaga Pemiagaan Ill Deck On Pile 11,00 5,00 55,00 -5,00 -3,00

5' Dermaga Pemiagaan lv Deck On Pile 11,00 5,00 55,00 -5,00 -3,00

6. Dermaga S. Sumantri I Deck On Pile 11,00 5,00 55,00 -5,00 -3,50

7. Dermaga S.  Sumantri 11 Deck On Pile 11,00 5,00 55,00 -5,00 -3,50

8. Dermaga S.  Sumantri 111 Deck On Pile 24,00 6,00 144,00 -5,00 -3,50

9. Dermaga S. Sumantri lv Deck On Pile 11,00 6,00 66,00 -5,00 -3,50

10. Dermaga S.  Sumantri V Deck On Pile 11,00 6,00 66,00 •5,00 -3,50

11. Dermaga Muara Jati I Deck On Pile 275,00 14,00 3.850,00 -6,50 -6,00

12. Dermaga Muara Jati 11 Shect Pile 248,00 12,00 2.976,00 -6,00 -6,00

13. Dermaga Muara Jati 111 Deck On Pile 80,00 15,00 1,200,00 -6,50 -6,00

14. Dermaga Linggar Jati I Shect Pile 131,00 15,00 1.965,00 -6,00 -6,00

15. Dermaga Linggar Jati 11 Shect Pile 40,00 3,00 120,00 -6,00 -6,00

16. Dermaga Pelita I Deck On Pile 30,00 12,00 360,00 -5,50 -5,50

17' Dermaga Pe]ita 11 Deck On Pile 38,00 12,00 456,00 -5,50 -5,50

18. Dermaga Pelita Ill Deck On Pile 30,00 12,00 360,00 -5,50 -5,50

Pelabuhan Cirebon juga dilen8kapi dengan beberapa fasilitas tambahan
terdedikasi, seperti terminal curah kering (daya tampung sekitar 60.000 ton) ,
terminal minyak sawit (12 unit tangki dengan kapasitas sekitar 21.000 ton),
terminal aspal curah  (9 unit tangki),  dan terminal petikemas konvensional
quas 4000 m2).  Data hingga tahun 2014 menunjukkan bahwa pelabuhan
tersebut   menerima  batu   bara   sebagai  jumlah   komoditi   terbesar  yang
dibon8kar dan mengirimkan barang proyek / mesin sebagai komoditi terbesar
yang  dimuat.  Data  yang  sama  menunjukkarl  bahwa  hingga  tahun  2019
pelabuhan  tersebut  belum  dipakai  untuk  kegiatan  ekspor  namun  sudah
dipakai untuk kegiatan impor.
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Tabel 2.23 FasiHtas Penumpukan Pelabuhan Cirebon

I        ,                                                                      SpesifikasiTeknis•           ...       ....       |u+EEi-IImmTI|E  '...    . Konstruksi|EE||EIIEEIILE|
Fasilita8 : Gudang

1. Gudang Lini I

a. Gudang Muarajati 100,00 40'00 4.000 4.goo Baja
b. Gudarig 101 42,50 42,50 1.806 1.932 Baja

c. Gudang 102 60,00 25,00 1.500 1.640 Baja

d. Gudang 103 17,50 17,50 306 416 Baja

e. Gudang 104 70,00 15,00 1.050 1.224 Baja

2. Gudang Linl I1

Gudang Terbuka Pelra 60,00 20,00 1.ZOO 1.440 Baja

Fasilitas : Lapangan Terminal Konvensional
1. Lapangan Muarajati(CurahKering) 112,  00 40,00 4.480 5.400 Conblock

2. Lapangan PeHta(CurahKering) 326,00 30'00 9.780 13.000 Tanah Padat

3. Lapangan Surya Sumantri(CurahKering) 173,44 46,40 8.048 20.400 Tanah Padat

4. Lapangan  Linggariati(MultiPurpose) 140,00 40,00 5.600 11.200 Conblock

Fasilitas : Lapangan Peti Kemas
1. Multi Purpose 90'00 60,00 5.400 - Conblock

Sedan9kan  untuk  mendukung  pengembangan   sektor  perikanan  di
Kabupaten Cirebon telah ada Pelabuhan perikanan yang meliputi Pelabuhan
Perikanan  Pantai  (PPP)  dan  Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI).  Pelabuhan
Perikanan  Pantai  berupa  PPP  Bondet  berada  di  Kecam_atan   GLinT_mgjatio
Sedan8kan PPI mefiputi:
a.   Pangkalan Pendaratan Ikan Ambulu berada di Kecamatan Losari;
b.   Pangkalan Pendaratan Ikan Bandengan berada di Kecamatan Mundu;
c.   Pangkalan Pendaratan lkan Bun8ko berada di Kecamatan Kapetakan;
d.   Pan8kalan   Pendaratan   Ikan   Bun8ho   Lor   berada   di   Kecamatan

Kapetakan;
e.   Pangkalan Pendaratan Ikan Citemu berada di Kecamatan Mundu;
f.    Pangkalan pendaratan lkan Erder berada di Kecamatan pangenan;
9.   Pangkalan pendaratan Ikan Gebang Mekar berada di Kecamatan Gebang;
h.   Pangkalan    Pendaratan    Ikan    Karangreja    berada    di    Kecamatan

Suranenggala; dan
i.    Pan9kalan    Pendaratan    Ikan    Waruduwur    berada    di    Kecamatan

Astanajapura.

2.3. 4 Pembangkit dan Jaringan Listrik
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan  di  Kabupaten  Cirebon terdiri

dari,   Pcta77ra,   infrastruktur   pembangkitan   tenaga   listrik   dan   sarana
pendufung dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung.    Infrastruktur    pembangldtan    tenaga    listrik    dan    sarana
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pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) humf a berupa Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Astanajapura, Mundu, dan
Pangenan.

Pada saat ini Kabupaten Cirebon sudah memiliki satu unit PIJTU yang
terletak di Kanci Kulon, Astanajapura. PLTU yang sudah beroperasi tersebut
diresmikan pada tahun 2012 dan menghasilhan tenaga maksimal sebesar 660
MW.  PIJTU  ini  telah  menggunakan  teknologi  supercritical  sehingga  dapat
menguranri jumlah  konsumsi  batubara  untuk men8hasilkan  energi yang
sama dengan teknologi lainnya. PLTU ini mengkonsumsi bahan bakar sekitar
7.000 -8.000 ton batu bara per hari.

Selanjutnya, telah dibangun ekspansi PLTU unit 11 Cirebon pada lahan
seluas 200 hektar yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar
1.000  MW.  PLTU  Cirebon  Unit  11  Expansion  menggunakan  teknologi  ultra
supercritical, sehingga mampu menekan konsumsi batu bara hingga 3 persen.
Teknologi ini dirancang untuk mengonsumsi 3,2 juta ton batu bara per tahun
dengan kalori 4.500 kkal per kilogram {kg).

Kedra,  jaringan  infrastruktur  penyaluran  tenaga  listrik  dan  sarana
pendukung terdiri  atas jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem dan
gardu  listrik.  Jaringan  transmisi  tenaga  ifstrik  antar  sistem  terdiri  atas
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tingct (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTI`). Secara garis besar Kabupaten Cirebon sudah dapat mensuplai
energi  listrik  dengan  beban  puncak  306,06  MVA  dan  kapasitas  tersedia
sebesar  173,94  MVA.  Pada  tahun  2020  PLN  Kabupaten  Cirebon  tercatat
memiliki  daya terpasang sebesar  151.073  KW  dariiL berhasil  menjual listrik
sebanyak 24.410.572 Kwh. Energi listrik tersebut disuplai melalui 5 Gardu
Induk yang terletak di seluruh daerah Kabupaten Cirebon.

2.3.5 Gas Alan
Di Kabupaten Cirebon tend.apat j-Liga fasilitas pengolahari gas alam yaflg

terletak di Kecamatan Mundu. Fasilitas kilang pengolahan gas ini dikelola oleh
PI`  Pertamina  Gas  (Pertagas).  Kebutuhan  gas  untuk  fasilitas  pengolahan
tersebut   dipasok   oleh   anak   perusahaan   Pertamina   lainnya,   yalmi   PT
Pertalnina EP Asset Ill Jatibarang dan PT Pertamina Hulu Enerdr  OJ7rshore
IVorfh West /czuc! PHE ONWJ).  Salah satunya dari Lapangan GG milik PHE
ONWJ yang mulai orzstrecm dengan kapasitas produksi harian 31 juta kaki
meter kubik (MMSCF`D) dan 150 barel kondensat per hari.

Kilang LPG Mundu sendiri didesain untuk mampu memproduksi LPG
sebesar loo ton per hari. Selain itu produk lainnya yang bisa dihasikan dari
fasilitas  yang  dibaligurL   sejak  tah'lm   1977   tersebut  adalah   corLdensate
Naphta/Minasol-M sebesar  120 ton per hari,  dan lean gas sekitar 720.000
Nomal  m3  (Nm3)  per  hari.  LPG  dan  Minasol yang  diproduksi  Kilang  LPG
Mundu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen , sementara lean
gas kembali dimanfaatkan Pertamina EP dan untuk digunakan sendiri sebagai
bahan   bakar   compressor,   ,fuma,ce,   dan   generator.   Sebagian   lean   gas
digunakan juga oleh pabrik semen, pupuk, Pr Krakatau Steel, gas kota, dan
FT PLN (Persero).

Pemanfaatan hasil olahan gas alam oleh berbagai industri di Kabupaten
Cirebon   dilakukan  melalui  jaringan  pipa  gas   dengan   fasflitas   Stasiun
Kompresor   Gas   (SKG)   Mundu   sebagal   pusa+uny.a.   Saat   ini,   SKG   yang
diresmikan pada  1978 ini memiliki peralatan utama berupa kompresor gas
turbin dengan kapasitas masing-masing 40 MMSCFD sebanyak dua buah, air
fan cooler dua buah dan tiga instrument air compressor. Terdapat juga lima
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ruas pipa yang dikelola yahai ruas Cilanaya-RTIT (Kandan9haur Timur) , KHT-
Cilamaya, KHT Balongan, Balongan-Mundu, dan Mundu-Sunyaragi.

Selanjutnya gas alam pada konteks lokal Kabupaten Cirebon, pasokan
energi berupa gas untuk industri akan teratasi dengan adanya proyek transisi
pipa gas bumi Cirebon-Semarang. 6 Pembangunan pipa gas Cisem tahap I akan
sesuai dengan rencana dan Agustus 2023,  dimana kebutuhan gas  untuk
industri   akan   dimulai   pada   November   atau   Desember   2023.7   Setelah
menuntaskan  proyek  Cisem  tahap  I,  pemerintah  berencana  melanjutkan
proyek Cisem tahap 11 yang ditargetkan dapat memenuhi permintaan bagi
industri di Cirebon, Tegal. Pekalongan, Brebes dan Pemalang dengan volume
sekitar  5,8-12  MMSCFD.   Selain  itu,  proyek  Cisem  tahap   11  juga  akan
mengalirkan  gas  kepada  konsumen  komersial  seperti  hotel,  restoran  dan
jaringan gas untuk rumah tangga. 8

2.3. 6 Jaringan Telekomunikasi
Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Cirebon berupa |Jaringan

Tetap.  Jaringan  Tetap  tersebar  berada  di  seluruh  kecamatan.  Jaringan
telekomunikasi  yang  ada  berupa  cakupan  wilayah  penyedia  internet  dan
jaringan  telepon  seluler,  terutama  dari  pihak  penyedia  jaringan  swasta.
Wilayah  Cirebon  termasuk  ke  dalam  salah  satu  wilayah  dengan jumlah
pengguna internet tertingri di Jawa Barat,  bersama dengan Bandung dan
Karawang.  Sebagian besar wilayah Kabupaten Cirebon sudah mendapathan
jaringan    telepon    4G.     Berikut    disajihan    rencana    sistem    jaringan
telekomunikasi di Kabupaten Cirebon berdasarkan dokumen RTRW terbaru.

itABupxTEN cinesoii

_+_:-.=iti=:i±i.==_
ffroiF               mceer T;a.,cidi binL±
•u-tsf i.-            Gro G3giv-S:w:i G±i} `i.* 2so ou `
tiai.ina.a.r`ie.     a;a]¥ /.cJ=  tie.
Eh.n \~a..       Ci.c,8 LG]l "

Gambar 2.13 Sistem Jaringan Telekomunikasi Di Kabupaten Cirebon
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Cirebon

6       https://industri. kontan.co. id/news/proyek-cirebon -semarang-cisem-tahap+mulai-alirkani]as-bulan-
depan
7  ibid
8https://migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-Ianjutkan-pembangunan-pipa-cisem
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2.3.7  Kawasan Penmtukkan Industri (KPI)
Rencana   Tata   Ruang   Wilayah   (RTRW)   Kabupaten   Cirebon   telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024
disebutkan  bahwa  KPI  di Kabupaten  Cirebon  direncanakan  seluas kurang
lebih 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar yang
tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan meliputi Kecamatan Aljawinangun,
Astanajapura,   Babakan,   Ciledug,   Ciwaringin,   Depok,   Gebang,   Gempol,
Jamblang,  Kedawung,  Lemahabang,  I+osari,  Mundu,  Pabedilan,  Pabuaran,
Palimanan, Pangenan, Plered, Plumbon, Susukan, Talun, dan Weru.

Strategi untuk kebijakan  penataarl  ruang pada  kawasan  peruntukan
industri di  Kabupaten  Cirebon untuk menin9katkan  daya saing kawasan,
meliputi:

1.   Mendorong penyediaan Kawasan industri secara terpadu dan terintegrasi
yang didukung logistik.

2.   Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri:
3.   Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia

setempat;
4.   Pengembangan  industri  secara  tematik  berdasarkan  potensi  sumber

daya yang tersedia;
5.   Menyediakan  sistem  transportasi  realonal  yang mendukung Kawasan

Peruntukan Industri yang handal dan aksesibilitas baik untuk menekan
biaya logistik;

6.   Penetapan  lokasi  kegiatan  industri  di  dalam  Kawasan  Peruntukan
Industri untuk meningkatkan minat investasi dan daya saing industri;

7.   Mengembangkan dan menata sentra industri kecil dan menengah melalui
pemberian infrastruktur dan distribusi pemasaran yang memadai sesuai
dengan rencana Pola Ruang yang dikemban9kan;

8.   Mengendalikan   perkembangan   kedratan   industri  yang   memberikan
dampak pencemaran ling]oungan dan mengganggu Kawasan resapan air;
dan

9.   Meningkatkan    upaya    pembangunan    industri    yang    berwawasan
fingkungan.

Sedangkan perwujudan KPI dilakukan dengan :
1.   pengembangan Kawasan peruntukan Industri;
2.   pengelolaan lingkungan pada Kawasan peruntukan Industri;
3.   pengembangan  sentra  industri  kecil  dan  menengah  yang  dilengkapi

sarana dan prasarana pendLikung;
4.   pengembangan industri strategis dan industri hijau;
5.   pengembangan Kawasan industri;
6.   pengembangan   sumber   daya   industri,   sarana  prasarana  industri,

inovasi, riset, dan teknologi industri; dan
7.   penyelenggaraan data dan sistem informasi industri.

Pengembangan  KPI  di  Kabupaten  Cirebon  sesuai  dengan  Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Per.cepatan Pembangunan Kawasan
Rebana  dan  Kawasan  Jawa  Barat  Bagian  Selatan  mendapatkan  arahan
pengembangan satu titik kawasan industri berbasis eco-inczusfrI/. Kawasan ini
diarahkan untuk pembangunari kawasan industri berwawasan lingkungan
atau eco-inc!ttsfro.ciz parfe yang bet.kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah   secara   berkelanjutan.   Berikut   disajikan   arah   fungsi   Kawasali
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 untuk pengembangan
KPI Kabupaten Cirebon.
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Tabel 2.24 Arah Fungsi Kawasan

Kawasan            Il||J-I .L`,',:|L+.,,-I       Kecamatan |=FTTHT]irar€L.|:I.I:I.

KPI Cirebon KPI

Ciledug

Kawasan PerkotaanSekitamya

Lemahabang
Mundu
Greged
Astanajapura
Karangsembung
Gebang
Babakan
Irosari
Pabedilan

Mertasinga

SIKM

Gungung).ati

SIKM

Tmsmi Kulon Plered
Tegalgubug Ariawinangun
Rawaunp Pengenan
Tegalwand Weru
Gempol Gempol
Bobos Dukupuntang
Surer

KawasanPerkotaan
Sunber

Ariawinangun Aljawinangun
Palimanan Palim-

Spesialisasi  investasi  yang  diarahkan  pada  KPI  Cirebon  difokuskan
penanaman  modal  untuk  industri  pengolahan  makanan  dan  minuman,
fumitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian non logam,
bahan bangunan, pengolahan garam konsumsi, dan pengolahan hotmir dan
beton.

Salah   satu   investasi  yang   perlu   didukung   dan   dikemban8han   di
Kabupaten Cirebon, yaitu industri pengolahan garaln. Pengembangan sektor
industri garam di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu prioritas investasi
yang  strategis,   sejalan  dengan  potensi  daerah  sebagai  penghasil  garam
berkualitas.  Berdasarkan RTP`W  Kabupaten Cirebon 2024-2044 disebutkan
bahwa luas kawasan pergaraman kurang lebih  2.974  ha.  Wilayah potensi
kawasan pergaraman seperti Kecamatan Astanajapura, Gebang, Gunungjati,
Kapetakan,  Mundu,  Pangenan,  dan  Suranenggala  memiliki  lahan  tambak
garam yang luas dan telah lana menjadi pusat produksi garam rakyat. Dalam
rangka meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi
lokal, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu mengembangkan kawasan sentra
industri garam sebagai bagian dari upaya industrialisasi sektor kelautan.

Sentra industri garam ini diarahkan untuk tidak hanya berfokus pada
produksi  garam  konsumsi,  tetapi  juga  pengolahan  garam  industri  yang
memilihi  nilal  ekonomi  lebih  tinggi.   PemLbangunan  fasilitas  pengolahari,
gudang penyimpanan,  dan  sistem  distribusi yang modem  menjadi  bactan
integral dari pengembangan ini. Selain itu, penerapan telmologi pengolahan
garam untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi akan didorong,
sehingga  produk  garam  dari  Cirebon  mampu  bersaing  di  pasar  nasional
maupun intemasional.
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Untuk   mendukung   pengembangan   KPI   Kabupaten   Cirebon   dalam
Peraturan   FTesiden   Nomor   87   Tahun   2021   disebutkan   rencana   aksi
pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur di Kabupaten Cirebon,
y-altu:

1.   Pembangunan dan Peningkatan Jalan, yaitu pembangunan jalan lingkar
Sumber - Talun - Cisaat;

2.   Rencana   sistem   jaringan   transportasi   darat,   yaltu   pembangunan
Terminal Tipe 8 Ciledug;

3.   Sarana  dan  prasarana  persampahan,  yaitu  pembangunan  Tempat
Pengolahan  dan  Pemrosesan A]chir  Sampah  (TPPAS)  Regional  Cirebon
Raya;

4.   Sarana dan prasarana permukiman, yaitu Rencana Sistem Penyediaan
Air Minum  (SPAM)  Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede Tahap I dan
Tahap 11);

5.   Pembangunan     waduk/bendungan,     yaitu     pembangunan     Waduk
Cipanundan;

6.   Sarana dan prasarana pengendalian banjir, yaitu (a) pengendalian banjir
Sungai DAS Cisanggarung, Citaal, Cijan8kelok, Cibatu, dan Cipanundan,
dan q]) pembangunan Embung Winduhaji, Waled Asem, Suranenggala,
Bungko I+or, dan Cikeusal;

7.   Infrastruktur  irigasi,   yaitu  rehabilitasi  tuntas  DI  Cikeusik  dan  DI
Seuseupan;

8.   Sumber daya manusia, yaitu pengembangan ITB Kampus Cirebon; dan
9.   Daya saing Kawasan, yaitu (a) pembangunan gedung creative center dan

rD) pengadaan sarana penangkapan ikari dali pengem.Dangan desa digi`ial
di Kabupaten Cirebon.

Wilayah   di   Kabupaten   Cirebon  juga   ditetapkan   sebagal   Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) yaitu KSP Mundu - Losari yang meliputi Kecamatan
Mundu, Pangenan, Gebang, Babakan, Pabedilan, Astanajapura, dan Losari.
Pengembangan ESP Mundu-Iosari di diarahkan untuk memperkuat sektor
industri, pariwisata, dan perikanan yang menjadi potensi utama di wilayah
pesisir tersebut. KSP Mundu-I.osari memiliki posisi strategis di jalur pantura,
yang merupakan jalur  logistik  utalna,  serta  berbatasan  langsung  dengan
kawasan industri dan pelabuhan perikanan, menjadikannya area potensial
untuk  pengembangan  kawasan  industri  perikanan  dan  ekonomi  pesisir.
Pengembangan kawasan ini perlu berfokus pada optimalisasi sumber daya
lokal,   seperti  industri   garan,   perikanan   tangkap  dan  budidaya,   serta
pariwisata bahari dan budaya. Selain itu, KSP Mundu-I,osari diintegrasikan
dengan  pengembangan  sektor  agrowisata  dan  UMKM  untuk  memperkuat
ketahanan ekonomi masyarakat sekitar.

2.3.8 Jaringan Alr
Berdasarkan data dari PDAM Cirebon (2022) maka pada saat ini PDAM

Tirta Jati Kabupaten Cirebon memiliki total kapasitas terpasang sebesar 683
1/detik  (388  l/detik  dari  sumber  mata  air,  280  1/detik  dari  sumber  air
permukaan dan 151/detik dari sumber air sumur dalam). Sementara secara
total PDAM Tirta Jati memhiki kapasitas produksi total sebesar 13.522.235
m3, dengan volume distribusi sebesar 8.643.410 m3, dan volume air teriual
adalah sebesar 6.379.738 m3.

Jumlah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih PDAM
di   Kabupaten    Cirebon   mengalami   kenaikan    dari   tahun   2018-2022.
PerHsentasenya naik dari ±5,17°/o Kepala Keluarga (KK) tahun 2018 menjadi
±7 ,14% KK tahun 2022 . Kenaikan ini dipicu oleh meningkathyajumlah rumah
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tangga yang mendapatkan pasokan air bersih dari 639.771  KK pada tahun
2018 menjadi 610.593 KK pada tahun 2022.

Tabel 2.25 Jumlah Pelanggan Alr Bersih PDAM di Kabupaten Cirebon
Tahuri 2018-2022

IJ I: , r3 , I lIIIIP|,)t= IIIIIIPLI,)L!-IIIIIrLI,r2I,-IIIIIIr{,yJ- 2022

1.

Total jumlah runahtan88ayangmenggunakanairbersih
29.759 29.759 40.110 40.417 43.603

2. Junlah runah tangga 575.302 579.714 583.038 604.271 610.593

3.
Persentase rulnahtan88ayangmenggunakanair bersih

5,17 5,13 6,88 6,69 7,14

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka 2023

Untuk pengguna PDAM yang tercatat  selama 5  qima)  tahun  terakhir
terus   menin8kat.   Penyaluran   air  bersih  yang   disalurkan   berdasarkan
pelanggan menunjukan bahwa pelanggan non niaga menjadi konsumen yang
paling besar yaitu sebanyak 5.993.Sol  m3 pada tahun 2021  dan 5.841.258
m3 di tahur`_ 2022e  Disusul oleh pela_nggan khusus yaltu sebanyak 502.994
m3 pada tahun 2021 dan 627.545 m3 di tahun 2022.

Tabel 2.26 Volume Air Bersih yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan
di Kabupaten Cirebon, 2021 dan 2022

1111111111 I- :J5 I                            Tahun (m3)r:,.,#±  -

I              2021               I              2022

1. Sosial 585.943 307.700

2. Non Niaga 5.993.501 5.841.258

3. Niaga dan lndustri                                2 73. 897 358.379

4. musus 502.994 627.545

Jum I               7.356.335 7.134.882

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam angka 2023

Berdasarkan data terbaru pada tahun 2022, PDAM saat ini mengelola
43.603 unit sambungan. Keseluruhan sambungan tersebut tersebar pada 148
desa  di  30  Kecamatan.  Sambungan  tersebut  dapat  memberikan  cakupan
pelayanan  di daerah terlayani sebesar 32.51%  dan  carfupan  pelayanan  di
wilayah administratif sebesar 12.83%.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengharaphan Sistem Penyediaan Air
Minum  (SPAM)  Regional Jatigede  segera  beroperasi  karena kebutuhan  air
bersih di Kabupaten Cirebon sangat tinggi. Sebagian masyarakat Kabupaten
Cirebon saat ini mengandalkan suplai air bersih dari beberapa mata air yang
ada di wilayah hulu Kabupaten Kuningan9. SPAM Jatigede merupakan proyek
penyediaan air minum yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
untuk  menin8katkan  kapasitas  penyediaan  air  bersih  untuk  memenuhi

9https:/roandung.bisnis.com/read/20220824/550/1570118/I.elajah-investasi-jabar-spain-jatigede-

dinantikan-warga-kabupaten-cirebon
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kebutuhan  air  bersih  di  Jawa  Barat  lchususnya  di  5  kabupaten/kota  di
wilayah  Cirebon raya yaitu,  Kota Cirebon,  Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten
Majalen8ka,  Kabupaten  Sumedang  dan  Kabupaten  Indramayu.  Air  baku
berasal dari Sungal Cimanuk dengari kapasi`Las suplal air 1.5001iter/detikl0.
Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keberadaan SPAM Jatigede
juga  amat  vital  dalam  mendukung  pembangunan  industri  di  Kabupaten
Cirebon.

2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
Sentra IKM di Kabupaten Cirebon ditetapkan melalaui Keputusan Bupati

Cirebon Nomor 530/Kep /.404-Disperdagin/2020 tentang Penetapan Sentra
Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon. Dalam
regulasi tersebut disebutkan bahwa jenis IKM yang memiliki potensi untuk
dikemban8kan di nasa akan datang sebanyak 7  (tujuh) jenis seperti yang
disajikan pada tabel berikut ini.

Pemerintah     Kabupaten     Cirebon     bersama     masyarakat     sedang
mengupayakan adanya sentra-  sentra usaha berdasarkan komoditas yang
menjadi  ciri  khas  wilayah  tersebut.  Ada  beberapa  sentra  usaha  seperti
pindang, kerupuk, emping melinjo, rotan, batik, gerabah, kulit, batu alam,
sandal, mebel, konveksi, dan usaha lainnya. Adapun komoditi unggulan yang
mempunyai  sentra  di  Kabupaten  Cirebon  adalah  kerajinan  rotan,  batik,
pakaian jadi, mebel kayu, batu alam, sandal karet, makanan ringan, emping
melinjo  dan  kerajinan  kulit  kerang.  Sentra  dari  masing-masing  komoditi
tertera pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Sentra IKM Kabupaten Cirebon

Komodita Lokasisentra       II          Komoditas          II      Lokasi sentra
Kerajinan Rotan Kec. Weru Sandal Karet Kec. Plunbon

Kec. Plunbon Kec. Plered
Kec. Depok Makanan Ringan Kec. Weru
Kec. Plered Kec. Keda~g
Kec. Palimanan Kec. Tengah Tani

Mebel Kayu Kec. Plered Kec. Plumbon
Kec. Weru Emping Mehajo Kec. Keda~g
Kec. Depok Kec. Ciwaringin
Kec. Dukupuntang Kec. Gunung Jati

Batu Alan Kec. Pafimanan KerajinanKulitKerang Kec. Tengah Tani
Kec. Depok Kec. Weru
Kec. Gempol Pckaian Jadi Kec. Ari awhangun
Kec. Dukupuntang Kec. Sunber

Batik Kec. Plered Kec. Weru
Kec. Tengah Tani Kec. Susukan
Kec. Ciwaringin

Data sentra IKM di Kabupaten Cirebon berdasarkan lampiran SK Bupati
Cirebon   Nomor   530/Kep/.404-Disperdagin/2020   selengkapnya   disajikan
pada tabel berikut ini.

10 https://kpbu.jabarprov.go. id/posVspam-jatigede
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Tabel 2.28 Daftar Nama dan Ilokasi FToduk Unggulan Industri Kecil
dan Menengah di Kabupaten Cirebon

1.      KajianRotan

2.      MebelKayu

3.      EmpingMelinjo

4.      Roti dan
Makanan Fingan

5.      Batu Alan
6.      Sandal Karet
7.      Batik

8.      Konveksi

9.      Kerajinan
Kult Keraneg

10.     Produksi Garaln

11.     Anyaman Bambu

12.     Ikanpindang

a.  Desa Tegalwangi Kecamatan Weru
b. Desa Tegalsari Kecamatan Plered
c.  Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang
a. Desa Kaliwulu Kecamatan Plered
b. Desa Trusmi Kulon Kecaniatan Plered
c.  Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang
d. Desa Cikeduk Kecamatan Depok
a. Desa Kertawangun Kecamatan Kedawung
b. Desa 'fuk Kecamatan Kedawung
c.  Desa Astana Kecamatan Gunugjati
a. Desa Jatiseeng Kecalnatan Ciledug
b. Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan

IJebak
c.  Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak
d. Desa Ciawigajah Kecamatan Beber
Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang
Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon
a.  Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin
b. Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani
c.  Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered
d. Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered
e.  Desa Kaliwulu Kecamatan Tengahtani
f.  Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani
9.  Desa Kalitengah Kecanatan Tengahtani
h. Desa Wotgali Kecamatan Plered
Desa Bojong Kulon Kecalnatan Susukan
a. Desa Astapada Kecamatann Tengahtani
b. Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan
a. Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan
b. Desa Bungko I+or Kecamatan Kapetakan
c.  Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala
d. Desa Playangan Kecamatan Gebang
e.  Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang
f.  Desa Waruduwur Kecarnatan Mundu
9.  Desa Bendungan Kecamatan Pangenan
a. Desa Gembongan Kecamatan Babakan
b, Desa Halimpu Kecamatan Beber
c.  Desa Cipinang Kecamatan Beber
d. Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug
e.  Desa Warujaya Kecamatan Depok
f.  Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang
9.  Desa Greged Kecamatan Greged
h. Desa Nanggela Kecamatan Greged
a.  Desa Orimalang Kecamatan Jamblang
b. Desa Wangunhaq.a Kecamatan Jamblang
c.  Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan
d. Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon
e.  Desa Gunungsari Kecamatan Waled
f.  Desa Mekarsari Kecamatan Waled
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13.     Tahu dan Tempe          a.  Desa Kesugengan Lor Kecamatan Depok
b. Desa Waruroyom Kecamatan Depck
c.  Desa Kesugengan Kidul Kecamatan Depok
d. Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang
e.  Desa Danawinangun Kecamatan Klangenan
f.  Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang
9.  Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang
h. Desa Sindang Laut Kecamatan Lemahabang
i.  Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran
j.  Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran
k. Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber
I.  Kelurahan Gegunung Kecamatan Sumber
in.Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun

14.     KempukAci

15.      KueGapit

16.     Sohun

17.     TelurAsin

18.      Ikan Asin

19.      Keset

20.     MainanAnak
21.     BataMerah

22.     Gerabah

Desa Slangit Kecamatan Klangenan
Desa Battembat Kecamatan Tengah tani
Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug
a. Desa Matangaji Kecamatan Sumber
b. Desa Melakasari Kecamatan Gebang
c.  Desa Ciegesik Lor Kecamatan Gegesik

a. Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati
b. Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan
Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin
Desa Bojon8kulon Kecamatan Susukan
Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan
a.  Desa Aljav7inangun Kecamatan Arjawinangun
b. Desa Kedongdong Kecamatan Susukan
c.  Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang

Selain sentra IKM di atas, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon juga
mengemban8kan industri halal. Kategori industri halal yang ada di Kabupaten
Cirebon   terbagi   menjadi   tiga  jenis,   yaitu   industri   makanan,   industri
minulnan,  dan industri barang gunaan yang tersebar di 40  (empat puluh)
kecamatan di Kabupaten Cirebon seperti yang disajikan pada tabel berikut
ini. Total IKM Bersertifikat halal di Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebanyak
9.399 unit.  Sebanyak 7.026  atau 75 persen merupakan industri makanan
olahan,  sedangkan sisanya 264 unit (3°/o)  industri minuman dan sebanyak
2109 unit (22%) adalah industri barang gunaan.
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Tabel 2.29 Jumlah IKM Bersertifikat Halal di Kabupaten Cirebon
Tahun 2023

NO. Kecamatan

lndustri (unit)

No, Kecamatan

Industri (unit)

Mahanan
Minuman

Barano Makanan
Minuman

Barang
Olahan Gunaart Olahan Gunaan

1' Panguragan 723 29 720 21' Pabedilan 61 6 35

2. Plered 691 38 65 22. Susukan 104 4 30

3. Plumbon 387 1 103 23' Talun 135 10 24

4. Dukupuntang 458 19 70 24. Jamblang 108 12 27

5. raangenan 236 17 31 25. Losari 118 1 22

6' Weru 463 10 125 26. cempol 91 1 1

7. Depok 163 8 7 27. Waled 53 2 58

8. Mundu 436 32 53 28. Palimanan 125 5 28

9. Tengahtani 283 11 33 29. Karangwareng 105 3 18

10. Gunung Jati 254 3 58 30. Greged 67 3 53

11. Astanajapura 153 12 114 31' Kaliwedi 38 0 71

12. Gegesik 179 2 19 32' Ciwaringin 31 2 6

13. Arjawinangun 173 2 86 33. Lemahabang 132 2 16

14. Kedawung 179 7 20 34. Pangenan 61 1 3

15. Kapetakan 68 0 42 35. Beber 43 0 12

16. Sumber 161 7 24 36. Pabuaran 38 1 3

17. Pasaleman 181 0 39 37. Ciledug 36 0 32

18' Gebang 193 1 12 38. Sedono 34 3 5

19. Susukanlebak 83 4 24 39. Karangsembung 19 0 7

20. Babakan 146 4 9 40. Suranenggala 17 1 4

Jumlah 7.026 264 2.109

I                                                                                   Totai 9.399                              I

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (2023)
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BAB Ill
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREBON

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah
Visi dan nisi pembangunan Kabupaten Cirebon mengacu pada Rencana

Pembangunan Jan8ha Palijang Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Cirebon  2025-
2045 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
tahun 2025-2045,  yang menyebuthan pemyataan visi Kabupaten  Cirebon,
yaitu: "Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan".

Kabupaten Cirebon Berdaya Saing,Maju
dan Berkelanjutan

Berdaya Saing Maju                                 Berkelanjuta n
Produktivitas Ekonomi; lnfrastruktur;                       Kesejahteraan Masyaraket                    R€formasj Birokrasi; ungkungan Hidup

Ketahanan pangan: Daya saing Daerah                             yang Berkeadilan

Gambar 3.1 Visi Kabupaten Cirebon 2025-2045
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024

Pernyataan  Visi  Pembangunan  Kabupaten  Cirebon  di  atas  memflild
makna:

1.    Be7idcigci  String.   Kemampuan  perekonomian  daerah  dalam  mencapai
pertumbuhan, tin8kat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan slap
berkompetisi   di  tin8kat  lokal,   regional,   nasional  dan   internasional
berbasis  pada pemanfaatan  potensi  sumber  daya ekonomi  perdesaan
melalui  pengembangan  Agrobisnis,  industri,  Perdagangan,  pariwisata
dan   ekonomi   kreatif   yang   berdaya   saing,   serta   mandiri   secara
berkelanjutan.

2.   Mczju.  Pelaksanaan pembangunan daerah  senantiasa dilandasi dengan
keinginan  bersama  untuk  mewujudhan  nasa  depan yang lebih  balk
secara  fisik  maupun  non  fisik  yang  didukung  dengan  sumber  daya
manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi, profesional
serta berwawasan luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah
yang  mampu  mengelola  segenap  potensi  yang  dimiliki  namun  tetap
mengedepankan   pentingnya  Kejasama   dan   sinergitas.   Salah   satu
indikator tercapainya kondisi maju adalah meningkatnya kesej ahteraan
masyarakat yang berkeadilan.

3.    BerfeezcirLjLttcin.  Menjamin  kelestarian  sumber  daya  alam  dan  kualitas
lin8hamgan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jan8ka panjang.
Keberlanjutan sumber daya alam dan linghagan hidup bertujuan untuk
melindungi dari  merijaga keberlanjutari  ekosistem  Kabupaten  Cirebon
dalam konteks lokal dan global serta kese].ahteraan makhluk hidup yang
ada di dalannya.
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Sasaran pencapaian visi pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025-
2045 dimaksudkan untuk:

1.   Peningkatan pendapatan per Kapita
Daerah dengan tingkat kepadatan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi
dilandaskan pada sektor unggulan.

2.    Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
Representasi   kondisi   yang   pertama   adalah   terwujudnya   tingkat
kemiskinan yang rendah, serta pemerataan ekonomi kepada masyarakat.
Kemiskinan    merupakan    salah    satu    representasi    kesejahteraan
masyarakat  dari  perspektif  pendapatan  dan  konsumsi  masyarakat
sehingga   perlu   kiranya   untuk   terus   ditekan.    Sedan8han   aspek
ketimpangan   rendah   dipilih   sebagai   salah   satu   indikator   bahwa
masyarakat  dapat  turut belperan  aktif dalam  aktivitas  ekonomi  dan
mendapatkar+|L p enghasilan yang layak.

3.   Ken.asama  Daerah  Skala  ReSonal  dan  dengan  Dunia  Intemasional
Menin8kat
Kabupaten Cirebon memiliki daya saing atau nilai kompetitif yang lebih
tinggi  terhadap  daerah  lain  pada  tinBkat  nasional  dan  intemasional,
sehingga  dapat  ri-iemberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  lebih
berkembang.

4.   Peningkatan Daya saing sumber Daya Manusia
Terwujudnya daya saing manusia yang unggul, meningkatkan akselerasi
pembangunan    daerah.    Daya    saing   yang    tingri    memun9kinkan
masyarakat untuk mengakses berbagai peluang menuju kehidupan yang
lebih sejahtera.

5.    Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission
Pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung dan daya tampung
Hn8kungan.

Berikut ditanpilkan sasaran visi RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045
seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Sasaran Visi RPIJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045

No. Sasaran Visi Tit,nml,, i-I,1I-(2025) -(2045)

1.

Penin9katanPendapatan PDRE Perkapita qtp Juta) 27,75 - 28,11 56,11 -log,19
Kontribusi PDRB Industri 20'39 20'47per kapita Pengolahan (o/o|

2.
PengentasanKemiskinandanKetimpangan

Tingkat Kemiskinan (o/o) 9,20 -10,16 0,14 - 0,93

Rasio gini (Indeks) 0,348 - 0,355 0,321 -0,344
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota'%' 2,32 2,36

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,82 - 5,32 4,92 -6,12

3.

Keljas-Daerahskalaregionaldandenganduniaintemasionalmeninckat
Jumlah Kerjasama RegionaldanInternasional 2 10

4.

Penin8katan DayaSain8
indeks Pembangunan

7r2.Fffl 78,36Sumber DayaManusia Manusia

5.

Penurunan EnrisiGRKmenujujvetZeroEwisston Penurunari Intensitas EmisiGEE(TonC02eq/2010IDRMilyar)
5,37 12'73

lndeks Kualitas LingkunganHidui)Daerah 63'08 68'12
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Upaya  perwujudan  visi  pembangunan  jan9ka  panjang  daerah  akan
dicapal  melalui  delapan  nisi  pembangunan  jangka  panjang  Kabupaten
Cirebon Tahun 2005-2025 sebagal berikut:

1.    Mengemban9kan sumber daya manusia berilmu dan berkeJierarnpilan;
2.    Menin9katkan produktivitas dan kemandirian ekonomi,
3.    Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (GoocZ Gouer7ro7tce).
4.   Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kondusifitas daerah;
5.    Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan sosial budaya;
6.   Menin8katkan pemerataan infrastruktur wnayah yang berkualitas dan

inklusif;
7.   Mengembangkan   sarana   dan   prasarana   pelayanan   dasar   yang

berkuaJitas; dan
8.   Mewujudkan   pembangunan   yang   berkelanjutan   dan   berwawasan

lin9kungan
Pembangunan industri Kabupaten Cirebon berkaitan dengan Hiisi ke-2

yaitu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.  Pembangunan
ekonomi Kabupaten  Cirebon  selama 20  (dua puluh)  tahun ke  depan  akan
menghadapi  perubahan  besar  yang  menuntut  dilakukannya  transformasi
ekonomi,    seperti   halnya   pembangunan   ekonomi   Indonesia.    Beberapa
perubahan   tersebut   adalah   perubahan   struktur   penduduk,   kemajuan
teknologi,  perubahan  i]dim,  serta  pergeseran  geoekonomi  dan  geopolitik.
Untuk   menin9katkan   produktivitas   dan   kemandirian   ekonomi   daerah
diperlukan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Upaya untuk Mendukung Pembangunan Industri Kabupaten
Cirebon Berdasarkan RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045

1.   Percepatan penyediaan
infrastrukfur tranap ortasi
dan logistik yang andal
untuk mendufung
tumbuhnya sektor industri
manufaktur dan pengolahan
(a.I. jalan tol/jalan logistik,
pelabuhan, sarana dan
prasarana p erkeretaapian ,
bandar udara, kawasan
perg\rdangan I stockyard
yang 77roczem terinte8rasi) ;
Pembangunan/peningkatan
sarana dan prasarana
kereta api logi§tik, terutama
akses KA Pelabuhan
Patimban dan cZ7uporf KA
Pelabuhan Patimban, serta
dry port KA terin:tegrasi
kawasan stratetis industri
Kertajati-Cirebon;

2.   Peningkatan kualita§ dan
optimalisasi sumber daya
lokal untuk industri;

3,   Pengembangan ekosistem
riset dan inovasi IprEK di
daerah daha rangka
mendufun

1. Pengembangan industri
pengolahan dan
manufakfur terpedu
ramah lin8kungan
b€rbasis keunggrlan
wilayah yang
dikembangkan pada
kawasan strategis
industri Kertajati Cirebon
qdaster industri fumitur,
industri ka:yu dan barang
dari kayu, industri
pengolchan hasil
perikanari dan kelautan,
industri pertch anan ,
industri berbasis ICIT,
industri kriya dan
ekonomi kreatif, serta
rintisan green industry|.,

2. Pengembangan industri
yang berdaya saing dan
berkelanjutan;

3. Perin8katan
produktivitas dan
kualitas potensi ekonomi
lokaL yang Lmik dan
bemilal tinggi melalui

embentukan klaster

1.   Pengembangan industri
pengolahan dan
manufrfur terpadu
ramah lingkungan
berbasis keunggulan
wilayali yang
dikembangkan pada
kawasan stratedrs
industri Kertajati Cirebon
(ldaster industri fumitur,
industri kayu dan barang
dari kayu, industri
pengolahan hasil
perikanan dan kelautan,
industri pertchanan ,
industri berbasis ICT,
industri krlya dan
ekonomi kreatif, serta
rim:tisan gtieen industry|.,

2.   Pengembangan industri
yang berdaya saing dan
berkelanjutan;

3.   Penguatan ekosistem
riset dan inovasi IPI`EK di
daerah dalan rangka
mendukung percep atan
tumbuh kembang DUDI
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tumbuh kembang Dunia
Usaha dan Dunia hadu§tri
(DUDI);

4.   Penyiapan, pemetaan dan
peningkatan kualitas
sumber daya manusia pada
usia produktif dan an8katan
keria terutana bach
masyarakat umum baik
melalui t4pst±Zzing maupun
res hilling nasienal yang
berdaya saing di tataran
gobal;

5.   Pemberian deregulasi,
kemudahan perizinan ,
akses ke gree7L/!oz&¢ost
rtyLartchtg, bantuan / sub sidi
operasional dan
ketenagckeljaan, dan
insentif fiskal / nor fiskal
lainnya, terutana bagi
investasi pada sektor-sektor
ekonomi produktif dan
inklusif fo ertarian ,
perikanan, industri) , selctor-
sektor ekonomi biru, hijau
dan ekonomi oranye, serta
energi baru dan terbarukan;

6.   Penguatan SDM, sarana
dan prasarana s7marf greeri
ecorroirvy, smart bhae
ecororng dan sma:rt orange
ecrono"g

pertanian, perikanan dan
kelautan basis
komoditas;

4. Pengua
riset d

osistem
i IFTEK di

mendukung pereepatan
tumbuh kembang DUDE
nasional yang berdaya
saing di tataran global;

5. Penguafan risct terkait
sektor -sektor ekonomi
produktif, antara lain
melalui pengenbangari
kapasitas dan kapabilitas
researcher, peningkatan
pembiayaan riset sektor-
se]ctor ekonomi produktif,
serty penguatan
kolaborasi riset sektor-
selstor ekonomi produktif
antara pemerintah, dunia
ckadenrik, DUDI,
masyarakat, baik dalam
dan luar negeri;

6. Peningkatan kua]itas
sumber daya manusia
pada usia produktif,
terutana bagi
masyarakat umum baik
"e\atwi apskaning
me\uDun res kiREng.,
Perin8katan akses
terhadap kesenpatan
keSa, penempatan tenaga
keria sesual kebutuhan di
DUDI dan greenjob,
pelayanan kesehatan,
dan pendidikan tenaga
keria bersertifikasi;

7. Akselerasi peninedratan
kapasitas SDM,
pembangunan dan
rehabflitast infrastruktur,
sarana dan prasarana
serta tata kelola smart
green ecoroTng, smart btue
economgr dan smart
Oranoe e

nasional yang berdaya
salng di tataran global;

4.   Penguatan riset terkait
sektor-sektor ekonomi
produktif, antara lain
melalui pengembangan
kapasitas dan hapabilitas
7iescareher, peningkatan
pembiayaan riset sektor-
sektor ekonomi produktif,
serta penguatan
kolaborasi riset sektor-
sektor ekonomi produktif
antara pemerintah, duriia
akademik, DUDI,
masyarakat, baik dalam
dan luar negeri;

5.   Peningkatan kualitas
sumber daya manusia
pada usia produkff,
terutana baS
masyarakat umum baik
rmeRAwi apskthing
maupun resREling;
Peningkatan akses
terhadap ke sempatan
kerja, penempatan tenaga
keria sesuai kebutuhan di
DUDI dan greenjoz),
pelayanan kesehatan ,
dan pendidikan tenaga
keri a bersertifikasi;

6.   Pengembangan pusat-
pusat ickubasi, pusat
kreatif, infrastrukfur
dasar dan digital,  serta
perluasan akses terhadap
layanan keuangari dan
permodalan;

7.   Peningkatan kualitas
ekosistem dan lanskap
ekonomi hijau , ekonomi
biru dan ekonomi oranye;

8.   Akselerasi peningkatan
kapasitas SDM,
pembangunan dan
rehabflitast infrastruktur ,
sarana dan prasarana
serta tata kelola smart
green econ!ang, srnari bhae
ecororng dan srnftrt
orange economg.
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3.2   Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon
Dalam penyusunan visi dan misi pembangunan industri di Kabupaten

Cirebon memperhatikan dan menyelaraskan pada dokumen perencanaan balk
pada  tingkatan  nasional,  provinsi  maupun  daerah.  Pemyataan  visi  pada
Rencana  Induk  Pengembangan  Industri  Nasional  (RIPIN)  2015-2035  yaitu"Indonesia  Mervjadi  Negara  lndusin  Tanggult'.   Sedan:gkian  visi  Taencari:a
Pembangunan  Industri  Provinsi  (RPIP)  Jawa Barat  2018-2038  yaitu  "Jlcizucz
Barat Mer.;i edi Prouinsi Iud:ustri Termafu di Irrdonesi.a" .

Dengan  memperhatikan  visi  misi  pembangunan  industri  nasional,
provinsi Jawa Barat,  dan RPJPD  Kabupaten  Cirebon  2025-2045  maka visi
pembangunan   industri   Kabupaten   Cirebon   2025-2045   adalah   "J7icfustri
Ta;ngguh  Me:rmju  Kabupaten  Ci:rebon  Sejahiera".  Pe:rnyatzxan  visi  tersedut
mengandung  makna  bahwa  Kabupaten   Cirebon  akan  mengemban9kan
industri yang tangguh, dengan ciri:

•   Daya saing yang tinggi,  sehingga mampu bersaing,  tidak  saja dengan
industri-industri di sekitarnya, tetapi ].uga dengan industri nasional dan
global;

•   Struktur industri yang kuat, sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi
terhadap dinalnika ekstemal yang semakin cepat dari sulit diprediksi;

•   Ditunjang oleh inovasi dan teknologi serta sumber daya manusia yang
ung8ul;

•   Berkelanjutan, dengan memperhatikan hubungan timbal balik dengan
Hngkungan sosial dan ekologis.
Dalan-I   raflgka   mewuj-ndkan   visi   tersebut,   pembarigunan   irid-Listri

Kabupaten Cirebon 2025-2045 mengemban misi sebagai berikut:
1.   Menin8katkan kontribusi industri Kabupaten Cirebon sebagai pilar dan

penggerak perekonomian daerah ;
2.   Menin9katkan daya saing industri yang berwawasan lingkungan;
3.   MenirT.9katkan.    peran    indust_1-i    dalam.    periin9katan    kesejahteraan

masyarakat secara berkeadilan melalui perluasan kesempatan kerja
4.   Menjamin kepastian, kemudahan berusaha dan persaingan yang sehat.

Berikut  disajikan  matriks  persandingan  visi  dan  nisi  RIPIN,   RPIP
Efrovinsi `j..awa Barat dan RPIK Kabupaten Cire'Don.

Tabel 3.3 Matriks Persandingan Visi dan Misi RIPIN,
RPIP Provinsi Jawa Barat dan RPIK Kabupaten Cirebon

Kriteria  i I,IHI1,
- ri .I I M FrETm :- i--RPIK habupaten Cirebon

Visi hdonesia Menjadi NegaraIndustriTangguh Jawa Barat Menj adi Industri Tangguh Menuju
FTovinsi lndustri Termaju rabupaten Cirebon

di Indonesia Sejchtera

Misi 1.  Meningkathan peran 1 . Meningkatkan peran 1 . Meningkatkan peran
industri nasional sebagai sektor industri sebagal industri Kabupaten
pilar dan penggerak penggerak utana Cirebon sebagai pilaf
perekonomian nasional; perekonondan Jawa dan penggerak

2.  Memperkuat dan Barat; perekonomian daerah ;
memperdalam struktu r 2. Meningkatkan peran 2. Meningkatkan daya
industri nasional; industri Jawa Barat saing industri yang

3.  Meningkatkan industriyangmandiri,berdaya dalam penin8katan daya bervawasan
salng industri nasional lingkungan;

salng, dan maju, serta yang mandiri dan 3. Meningkatkan peran
Industri Hijau; berwawasan lingkungan ; industri dalam

4.  Menjanin kepastianbcrusaha,persairigan yarigsehat,sertamencegahpemusatanataupenguasaanindustrioleh 3. Menin8katkan peran peningkatan
industri Jawa Barat kesejahteraan
dalam memperkuat dan rrraeyaralrat secara
memperdalam stru kturindustrinasional; berkeadil an melalui
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satu kelompok atan
perseorangan yang
meru givcan masyarakat;

5.  Membuka kesempatan
berusaha den perluasan
kesempatan kelja;

6. Meningkatkan persebaran
pembangrinan industri ke
seluruh wilayah Indonesia
guna memperkuat dan
memperkukuh ketahanan
nasional; dan

7.  Meningkatkan
kemalrmuran dan
kesej ahteraan masyarakat
secara berkeadflan.

4. Menin8katkan peran
industri Jawa Barat
dalan perluasrm
kesempatan kelja;

5. Meningkatkan peran
industri Jawa Barat
dalan penin9ka.tan
kesejchteraan
maayarakat secara
berkeadilan

perlu asan kesempatan
kerja

4. Menj amin kepastian,
kemudahan berusaha
dan persaingan yang
sehat

3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon
Tujuan   adalah   pernyataan-pernyataan   tentang  hal-hal  yalig   periu

dilakukan  untuk mencapai visi,  melaksanakan  misi  dengan menjawab  isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan
merupakan  dasar  dalam  menyusun  pilihan-pilihan  strategi  pembangunan
dan sarana untuk mengevaluasi pifihan tersebut. Tujuan merupakan dampak
(inpczct) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian
berbagai program prioritas terkait.

Dengan memperhatikan visi dan nisi di atas, maka tujuan pembangunan
industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 adalah sebagal berikut:

1.   Meningkatken   pertumbuhan   dan   kontribusi   industri   pengolahan
terhadap strukeur perekonomian daerah ;

2.   Menin9katkan  industri  bemilai  tambah  tinggi  melalui   penguasaan
teknoloS dan inovasi dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan
ha9kungan;

3.   Meningkatkan   peran   industri   dalam   penguatan   dan   pendalaman
struktur in_dL].stri proviri_si d.a_11_ rT_asional;

4.   Menin8katkan penyerapan tenaga ken.a oleh industri pengolahan;
5.   Menin8katkan   nilai   ekspor   dan   substitusi   impor   produk   industri

pengolahan.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas selanjutnya disusun

rumusari   sasarai-i   peffLbaligunan   industri.   Sasaran   adalah   hasil  yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah  dicapai,  rasional,  untuk  dapat  dilaksanakan  dalam jangka waktu
tertentu. Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada Bab 11 sebelumnya,
maka  rumusan  sasaran  dengan indikator sasaran  pembangunan industri
Kabupaten Cirebon, yaitu:

1.   Sasaran   1:   Peningkatan   pertumbuhan   ekonomi   inklusif,   indikator
sasaran yaitu ( 1 ) kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
dan (2) pertumbuhan sektor industri;

2.   Sasaran  2:  Penin9katan  daya  saing  industri  unggulan  kabupaten,
dengan indikator sasaran yaitu nilal ekspor produk industri;

3.   Sasaran 3: Peningkatan penyerapan tenaga kelja sektor industri, dengan
indikator  sasaran  yaitu  jumlah  penyerapan  tenaga  keria  di  sektor
industri;

4.   Sasaran  4:  Penin8katan  iklim  usaha industri yang kondusif,  dengan
indikator sasaran yaitu nflai investasi sektor industri.



-60-

Sebelum menentukan target  pembangunan  industri berikut  disajikan
hubungan  antara  visi,  nisi,  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  industri
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Matriks Persandingan Kebijakan Strategi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

visi I,I , L1 Tuiuan         -           i-|aeNt;|t€,,- FET.nFH|.I
J RE |<t: I r= , I

Industrl rmsi  I: Tujuan 1: Sasaran 1 : 1. Kontribusi
Tan88uh Meningkatkan Meningkatkan Peningkatan sektor
Menuju pertumbuhan dan pertumbuhan dan pertumbuhan industri

mbupaten kontribusi industri kontribusi industri ekonomi pengolahan
Cirebon pengolahan terhadap pengolahan terhadap inklusif terhadap

Sejchtera stru ktu r perekonomian stniktur perekonomian PDRB
daerah daerah 2. Pertumbuhansektorindustri

msi 2: Tujuan 2: Sasaran 2: Nilai ekspor
Meningkatkan daya Meningkatkan indu stri Peningkatan produk industri
saing industri yang bemilal tambah tingct daya saing
berwawasan melalui penguasaan industri
1in8kungan teknologi dan inovasi unggulan

dengan tetapmemperhatikankeselarasandenganlin8kungan kabupaten

Thjuan 3:Meningkatkan nilaiekspordansubstitu§iimporprodukindustripengolahan

msi 3: Tujuan 4: Sasaran 3: Jumlah
Meningkatkan peran Meningkatkan Peningkatan penyerapan
industri dalam penyeraLpan tenaga kelj a penyerapan tenaga keria di
peningkatan oleh industri pengolahan tenaga kelj a sektor industri
kesejahteraan sektor
masyarakat secaraberkeadilanmelaluiperluasankesempatankelja industri

msi 4: Tujuan 5: Sasaran 4: Nilai investasi
Menj aid kepastian, Meningkatkan peran Peningkatan sektor industri
kemudahan berusaha industri dalan iklim usaha
dan persaingan yang penguatan dan indu stri yang
sehat pendalaman stru kturindustriprovinsidannasional kondusif

Selanjutnya  untuk  menentukan  target  dari  rumusan  dan  indikator
sasaran di atas digunakan ana]isis tr.me se7ies. Analisis tr.me series digunakan
sebagai  dasar  estimasi  penetapan  target  pertumbuhan  ekonomi  di  masa
mendatang.   Hasil   prediksi   ini,   selanjutnya,   digunakan   sebagal   dasar
penetapan indikator sasaran pembangunan industri. Hasil dari analisis data
time series,  untuk melakukan proyeksi  (peramalan//orecastzng)  digunakan
pendekatan dengan metode statistik.



-61-

Dari lima metode  statistik yang umum digunakan untuk peramalan,
pada kajian ini hanya digunakan dengan metode Arithmetie Geomet7ic GtrzJe
Mcthocz. Menurut Kirana, Nasution, dan Wanto (2019) 11, A7ithmetie Geomefrfc
iTh, rue  Me€frocz  merupakan  melode  proyeksi  dengan  menggunakan  kurva
geometris aritmatika, dengan formula:

¥c= ryi+1)/(1+r)

Keterangan:
Yi + 1 = nilal untuk tahun depan
r = tingkat kenaikan rata-rata

Pada  dasamya,  indikator  sasaran  kuantitatif yang  disepakati  untuk
digunakan  adalah  skenario  moderat.   Selanjutnya,  pencapaian  indikator
sasaran kuantitatif tersebut didasarkan pada Ema asumsi, yaitu:

1.   Guncangan ekonomi (shocks) tidak bersifat fundamental;
2.   Perkembangan ekonomi global yang predictable;
3.   Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang stabil;
4.   Permasalahan isu kesehatan seperti wabah/penyakit yang terkendali
5.   Koordinasi yang semahin efisien dan efekeif antar OPD
6.   Peran dan fungsi e-government berjalan optimal;
7.   Kepastian hukum dan kondusifitas keamanan daerah yang teriaga;

Mengacu pada metode  perhitungan  dan  asumsi-asumsi  di  atas  maka
rata-rata  target  dari  masing-masir_ig  indikator  sasaran  yang  diharapkaln
tercapai pada setiap periode  seperti disajikan pada tabel berikut ini:

11   lka  Okta  Kirana,  Zulaini  Masruro  Nasution,  Anjar  Wanto.  (2019).  Proyeksi  lndeks  Pembangunan

Manusia di Indonesia Menggunakan Metode Statistical Parabolic dalam Menyongsong Revolusi lndustri
4.0. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,16 (2): 202-212.
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Tabel 3. 5 Sasaran dan Target Berdasarkan Periode Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045
T -,;:

•:,- Baseline  `
`.                 Target

( periode )               _-:
( I.- RE TC* , dt. I , 1111111-i  Indikator Sasara - -ant,I:I, ^L~ -.\`---'IIIIEDRE- --ZI.Fus5FLI.HI. H.x]FLliHr-IIIIIIp2036-2040HIIP2I,EIIE#J045

1.

Peningkatanpertumbuhanekonomiinklusif

Kontribusi sektorindustripengolahantehadapPDRB
20,31 % 22,32 24,62 26,91 29'43

Pertunbuhansektorindustri
4,10 % 4'28 4,55 4,80 5,05

2.

Peningkatan dayasalngindustriunggulankabupaten
Nilai ekspor produkindustri 428,42

JutaDollarAS
553,36 751,30 993,37 1.313,44

3.

Peningkatanpenyerapantenagaken.asektorindustri Jumlahpenyerapan tenagakerjadisektorindustri
118.773 Jiwa 132.188 164.626 201.109 245.677

4.
Peningkatan iklimusahaindustriyangkondusif Nilai investasisektorindustri(riburupiah)

569 . 008 . 209 Ribu-piah 725.854.731 1.086 .140 . 340 1.570.329.567 2.270.364.942
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Setelah  ditetapkan  target  pembangunan  industri  berdasarkan  periode
tahapan, untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi dari tiap tahapan
perlu disusun target setiap tahun seperti ditampiH[an pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tahun

•..I

-.-         .  .-. - .-in, . ,
F, ''',ayaSaln8I,TTE -           .     .    .,Jam,....•,,,- . ,   , .  FH .  ,klimusaha

._  -1   <          .^

i    `          cKonom

11:KlusII       ,   ,   -
I   _    ±1±   ,      .,,,, .nn ekto,, FiE iTZ= ==.      .     .kondusil

n.  .    ,.I++.r.,

----,--\~--

:t
JumlalI.,.disekt:-in,I.FTH           a--ffli . i FiFrrm.     ..,,,En.

|\fl.         I  '-       .
-.,Fn,  .   , sektor IFT,FTT= -R   ,           ,,ETE=

mm.,il,I=,=I., TEEm . , JTTHBm1AS) ar` rnaCiwa) (-Ribu` Ru`piah )\

Efaseline`irao23) 20'31 4,10 428,42 118.773 I.   ''=      ,?.    '

2025 21'34 4,15 479,05 119.319 598.907.839
2026 21,72 4,20 506,57 124.193 644.734.589
2fJr/rrJ 22,11 4,25 535'68 129.266 694.067.874
2028 22'51 4,30 566,45 134.546 747 . 1 76 . 004

2029 22,92 4,35 598,99 140.042 804.347.819

2030 23,33 4,40 633,41 145.762 865.894.262
2031 23'75 4,45 669,79 151.716 932 . 150 . 065

2032 24,18 4,50 7CJR),2:I 157.913 1.003.475.578

2033 24,61 4,55 748,96 164.363 1.080.258.718

2034 25,05 4,60 791,99 171.076 1.162 .917.090

2035 25'51 4,65 837,49 178.064 1. 251. 900 . 248

2036 25,96 4,70 885,60 185.338 1. 347 .692 .149

2037 26,43 4,75 936,48 192.908 1.450.813.778

2038 26,91 i,80 990,28 200.787 1. 561.825.985

2039 r2:I ,3/i) 4,85 1.047,17 208.989 1.681.332 . 535

2040 27,88 4,90 1.107,33 217.525 1.809.983.391

2041 28,39 4,95 1.170,95 226.410 1.948.478.251

2042 28,9 5,00 1.238,22 235.658 2.097.570.349
2043 29,42 5,05 1.309,35 245.284 2.258.070.557
2044 29,95 5,10 1.384,57 255.303 2 . 430 . 851 . 792

2045 30,49 5,15 1.464,12 265.731 2.616.853.763

Untuk  mencapai  sasaran  yang  ditargetkan,  pentahapan  pembangunan
industri perlu dilakukan. Penetapan pembangunan industri Kabupaten Cirebon
disusun  dengan  menyelaraskan  perencanaan  pembangunan  industri  yang
tercantum dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Cirebon.

1.   Tahap  I  (2025-2030):  Tahap  ini  pembangunan  industri  di  Kabupaten
Cirebon memiliki daya saing tinggi yang dilakukan melalui perencanaan
dan implementasi strategi yang tangguh melalui penguatan bahan baku
tersedia, tenaga kelja yang kualitas, peningkatan peran sentra riset dalam
menciptakan  ekosistem  industri  yang  kuat  dan  penin9katan  investasi
untuk memperkuat daya salng industri.
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2.   Tahap  11  (2031-2035):  Tahap  ini  pembangunan  industri  di  Kabupaten
Cirebon   ditandai   dengan   penerapan   prinsip   industri   berkelanjutan.
Ditandai dengan penggunaan sumber daya yang efisien, pengolahan limbah
cair industri dengan prinsip 3R,  pemanfaalan energi t,el-bar-clan sebagal
sumber energi industri,

3.   Tahap Ill (2036-2040): Tahapan ketiga ini merupakan ZeaczjrLg steps industri
Kabupaten  Cirebon  yang  menyaratkan  dua  tahapan  sebelumnya  telah
tercapai. Pada tahap ini industri di Kabupaten Cirebon menerapkan strategi
lanj utan dari tahapan sebelumnya yang diharapkan dapat mengoptimalkan
inovasi   dengan   mengembangkan   sistem   informasi   dan   penggunaan
te]mologi  informasi  yaitu  A7rtyict.cz7 J7itezzdyerzce  untuk  memperluas  pasar
industri.

4.   Tahap   IV   (2041-2045):   Tahap   keempat  yaitu  pembangunan  industri
Kabupaten Cirebon diarahkan untuk industri Berdaya Saing Global.  Tema
ini  berorientasi  pada pencapaian  peran  strategis  Kabupaten  Cirebon  di
pasar global. Industri Kabupaten Cirebon diarahkan untuk menjadi pemain
utama  di pasar intemasional  dengan  produk-produk  industri unggulan
yang memiliki nilai tambah tinggi, memanfaatkan teknologi cangcth, dan
mengedep ankan kualitas serta keberlanjutan.

Berikut   ditampilkan   pentahapan   pembangunan   industri   Kabupaten
Cirebon 2025-2045 sebagaimana pada gambar di bawah ini,

VISI RPIK KABuPATEN CIREB0N 2025 -2045

1ndustri Tangguh Nlenuiu ftabupaten Ciredon SeiahteFa

t   ==--::-L`=        ===-:,I-:-           -±:I::            ===:::::I-i-=J

r^|

TAHAP i  12025-203C}!

D®ya caing pengiiatan
tral`an buku. 1enaga ker}a,
riset, dan investasi.

TAliAP 11 {2031-2035|

Per\ggiinaar` 9umber days

yang e{isien, petigolah3n
limbeh c 3rr indL!stri d®Ttgar}

prin§ip 3R. pemanfaatan
energi teTbarckari

T`AHAP l}j  {2036-20j!0}

Menerapkari strdtegi
lanjutan dan tahapan
sebelumnya yang
diharapkan dapat
mengopthaalkan inovasi
dengan mengembangkan
sistem in{ormasJ dan
pei`gguf`aBn lT

TAHAP !V  (2Ci4t-2045)

l>emaln utama dl pasar
nternasonal dengari
produk-produklr`ausm
unggulan }`ang memthki
nllai tamban tinggi,
memanfaatkan teknologi
canggih. dan
mengedepaokan kualit8s
serf a keceila njutan

Gambar 3.2  Tahapan Perwujudan Visi RPIK Kabupaten Cirebon 2025-2045
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BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pada bagian ini dipaparkan strategi dan program pembangunan industri
Kabupaten Cirebon sebagai wujud dari tahapan aktivitas peiaksanaan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan pada bactan sebelumnya.
4.1 Strategi Pembangunan lndustri

Strategi   merupakan   langkah-1an8kah   yang   berisi   prograln-program
indikatif untuk mewuju_dkan visi dan nisi.  Stratngi adalah salah  satu rujukan
penting    dalam    perencanaan    pembangunan    daerah    (strategg   /ocussec!-
marLqgement). Rumusan strategi tersebut berupa pemyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipeljelas dengan
seran8kaian arah kebij akan.

Penyusunan strategi pembangunan industri Kabupaten Cirebon 202 5 -2045
menggunakan  pendekatan  analisis  SWOT.  Pada  pendekatan  analisis  SWOT
melibatlran   stczfeehofczers  yang  berkaitan   dengan  urusan   perindustrian   di
Kabupaten  Cirebon.  Berdasarkan  hasil  F`GD  diperoleh,  identifikasi  matriks
internal dan ekstemal seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Identifikasi Faktor Internal dan Ekstemal Pembangunan Industri
Kabupaten Cirebon

1. Tercurfupinya
suplai bahan
barfu untuk
mendukung
industri di
sektor
Pertanian,
Perikanan, dan
Kehutanan

2. Tersedianya
tenaga kerja
teranpil
khususnya
industri rotan

1. Indikator
Pendidikan,
seperti chgka
Melek Humf
(AMH) dan
Rata-rata Lg-
Sekolah (ELS),
berada di
bawah rata-rata
I+Ovinsi LJawa
Barat

2. Minat tenaga
kelja usia muda
menjadi
penganyam
pada industri
rotan rendah
sehingga
regenerasi
terhanbat;

3. Kualitas air laut
untuk
pembuatan
garan rentan
tercemar limbah
(cair dan padat)

1. Menin8katnya
sumber daya
investasi dan
pembiayaan yang
tersedia dalan
beberapa tahun
terakhir;

2. Kemitraan dalam
penyediaan
bahan baku
industri dengan
pemerintah
daerah/instansi
swasta;

3. Pengembangan
vokasi industri

4. Peluan8
pengembangan
iridustri rotan
berbahan baku
rotan sintetis

5. Peluan8
permsaran
produk rotan ke
negara-negara
Eropa yang
menyukai produk
TndTrde.

1. Keterbatasan
pasokan
bahan bafu
rotan;

2. Ekspor bahan
bafu industri
keluar negeri
secara ilegal;

3. Maraknya
impor baju
bekas yang
mengancan
industri
pakaian jadi;

4. Peningkatan
riilai ekspor
produk daerah
terkendala
HAKI di negara
fujuan

5. Stagnansi
kualitas
pendidikan,
An8ka
Partisipasi
Murni (Apno,
rasio
ketersediaan
sekolah dan
gum

6. Penetapan
Zona
persawahan
berpotensi
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Aspek
fit.I.-lr3|,ternal Zq .  I, .  , .  I er.-,.,.|Iel,.       i,,towl,,r=|,

bertabrakandenganzonaindustri

Sarana 1. Adanya 1. Belum 1. Optimalisasi 1. Mudahnya
dan infrastrukfur memadainya pelabuhan impor barang
Prasarana transporfasi infrastrukLur air Cirebon unluk industri dan

yang baik, PDAM untuk pengiriman barangjadi
seperti jalan tol jenis pelanggan ekspor berpotensi
penghubung ke industri 2. Pengembangan mematikan
ibukota dan 2. Kondisi dan wilayah Subang industri lokal
jalur kereta api luasjalan dan Majalen8ka 2. Persalngan
a.ouble track penghubung melalui menarik

2. Pelabuhan yang antar wilayah Pelabuhan investasi
berada di kabupaten Patimban dan untuk
Cirebon masih perlu Bandara Kertajati men
berkualitas ditingkatkan berpotensi modalnya ke
cukup baik 3. Pasokan gas menin9katkan daerah melalui

3. Jaringan seluler alan untuk pasar barang fasilitasi
dan internet industri masih hasil industri dari kemudahan
baik dan merata belum memadal fab. Cirebon berusaha

4. Distribusi 4. Kondisi dan 3. Rencana
logistik yang kesesuaian pengembangan
mudah karena infrastmktur stasiun peti
kemudahan jalan menuju kerms
aksesibiiitas KPI belum

5. Jaringan sesuai standar
telekomunikasi 5. Ketersediaan air
yang handal baku yangdapatmemenuhikebutuhanindustri6.Penyedi- gasalambelummemenuhikebutuhanindustri7.Belumtersediasentraindustrikecildanmenengah

Geografis 1, Upah Minimum 1. Tin8kat 1. Adanya potensi 1. Persaingan
dan Kabupaten pengangguran pengaman dari
Ekonorni quMK) yang tin8gi fat industri ke kabupaten lain

rendah manpu menyumbang Kawasan Cirebon pada wilayah
menarik tin8kat karena Kawasan yang sana
investor luar kenriskinan Industri yang ada quajalengka,
untuk 2. Beberapa semakin kurang Subang,
berinvestasi di whayali masuk kompetitif Indramayu)
Kab. Cirebon ke dalam 2. Bandana Kertajati maupun

2. Tingginya daya kawasrm rawan dan Pelabuhan whayah lain
saing industri bencana Patimban yang lebih
rotan yang memberikan kompetitif
mampu altematif akses 2. Industri h-s
bersalr.. g di kargo i].clara dan. memperhatik.a`
skala laut, bajk n kesesuaian
intemasional nasional maupun tata ruang

3. IKM di Kab. intemasional 3. Kondisi geo
Cirebon manpu 3. Penetapan politik pasar
bersaing dan kawasan Rebanasebagaisegitiga ekspor
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.    .-
Inte rnal er..•,-I,.,,,.

Kekuatan :fl .  ,I  .  ,  .,I Ancaman
menarik ekonond Jawa
investor Barat bagian

4. I,etak geografis Tinur
yg strategis dan 4. Adanya pasar
mendukung baru di luar
peningkataninvestasikedaerah ne8eri

Industri 1 . Tingginya nilai 1. Kebergantungan 1 . Adanya rencana 1. Adanya defisit
Kecil produksi dan bahan bafu pemindahan bchan bafu
dan penyerapan dari luar Kab. industri rotan IKM akibat
Meriengah jumlal. teriaga Cirebon tinggi dari Tiongkok ke marahaya
(IKM)                      I keH'a 2. Kemanpuan Kab. Cirebon ckspor bahan

2. Kualitas produk desain produk 2. Meningkatnya bafu berkedok
IKM yang sudah dan teknologi akses wisatawan ekspor produk
dikenal baik produksi belum ke Kab. Cirebon setengahjadi
dalan skala Optimal melalui BIJB 2. Adanya
nasional 3. Belum yang membuka peningkatan
maupun terpadunya pasar IKM industri rotan
intemasional pengolahan 3. Terbukanya sintetis yang

3. Ting8inya 1imbch industri potensi sertifkasi mengancan
dukungan di sektor IKM dan industri rotan
pemerintah 4. Terbatasnya standaridisasi, Kab. Cirebon
terhadap sektor akses seperti SLVK, 3. Maraknya
IKM Pelabuhan Ekolabel, PIR'T`, produk

4. Jundah dan untuk ekspor dan JPH yang substitusi dari
sebaran IKM baS pelaku IKMI manpu luar dengan
yang terus meningkatkan harga bersaing
tumbuh daya saingprodukIKM,4.BanyaibuTrya

investor asing yg
berminat
investasi

5. Terbukanya
fasilitasi dan
standardisasi
produk dari
pemerintah
thalal, HKI, dii)

Penyusunan strategi pembangunan industri di Kabupaten Cirebon selaln
berdasarkan analisis SWOT juga memperhatikan konsep strategi pembangunan
industri Jawa Barat sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RPIP Jawa Barat.
Konsep  stratest pembangunan industri Jawa Barat memiliki 4  (empat)  pflar,
yaitu:

1.   Penguatari  penyediaan  bahan  baku  untuk  memastikan  pasokan  bahan
baku   berkualitas   tinggi,    penyaluran    secara   lancar,    meriingkatkan
substitusi impor, dan penguatan industri hulu penghasil bahan baku;

2.   Penguatan  proses untuk mewujudkan  industri yang  berdaya saing  dan
berkelanjutan  (sustci{7icibze),  efisien,  peningkatan  teknologi  perancangan
dan teknologi pemrosesan,  peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,
dan peningkatan pengelolaan perusahaan;

3.   Penguatan output dan distribusi ( Zogistife) untuk menin8katkan nilai ekspor
dan  memastikan  produk  yang  dihasilkan  berfualitas  dengan  tingkat
serapan  yang  tinggi  untul±  pasar  domestik  maupun  ekspor,  penguatan
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jaringan   produksi   dan   distribusi   (Jnchastri  4.0),   serta  pengembangan
produk-pro duk baru yang inovatif;

4.   Penguatan   fa]stor   pendukung,   mencakup   dukungan   regulasi   untuk
menciptakan   iklim   usaha   yang   balk,   peningkatan   pembiayaan   dan
penanaman modal, serta penataan kawasan industri.

Strategi  pembangunan  industri  Kabupaten  Cirebon  yang  diselaraskan
dengan  pilar  strateS  Jawa  Barat  yang  selanjutnya  terbagi  dalam  tiga  pilar
strategi  dan   18   (delapan  belas)   araharTL  pembangunan  industri  Kabupaten
Cirebon, yaitu:
Pertama,  Pilar Peningkatan Produksi yang meliputi ketersediaan bahan baku
dan teknologi dan desain produksi, terdiri dari tujuh strategi, yaitu:

1.   Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
2.   Perigeri-ibarigani hilirisasi Industri Kabupatei-1 Cireboi-1;
3.   Peningkatan  pemberdayaan  industri  berupa  kebijakan  pengembangan

kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fashitas;
4.   penin9katan sinergitas pemerintah dan swasta dalam mewujudkan industri

hijau baik pada industri barn dan eksisting;
5.   PerT.irigkatan telmologi desain. daLn. telmolo* prodiiksi;
6.   Penin9katan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana industri;
7.   Peningkatan kualitas produk industri melalul sertifikasi dan pemenuhan

standar.
Kedua, Pilar Perluasan Pasar terdiri dari empat strategi, yaitu:

1.   Pengintegrasian jejaring, balk untuk mendapatkan feahan baku, maupun
perluasan pemasaran, melalui pendirian  frozcz{rLg IKM atau s7toLuroom dan
lembaga perwalian dagang;

2.   Penin8katan kerjasama balk pada tingkat nasional maupun intemasional
pada bidang pengembangan industri;

3,   Pengemba.ngan kemitraa.n antar skala. industri; dan
4.   Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Ketiga,  Pilar  Kebijakan  Pendukung  Pembangunan  Industri terdiri  dari  tujuh
strategi, yaitu :

1.   Penataan perwilayahan industri (kawasan industri dan sentra IKM);
2.   Peningkatan   infrastruktur   dariiL   regulasi   iuntuk   menjarnin   kelaricarari

kegiatan industri;
3.   Melakukan diversifikasi industri dengan tetap mempertahankan industri-

industri unggulan daerah;
4.   Memperkuat  daya  tarik  industri  untuk  menarik  industri-industri  dari

kawasan- kawasan industri lain di Jawa Barat (sekitar Karawang, Bekasi,
Ftwakarta);

5.   Peningkatan   peran   dari   sinergitas   antar   stakeholder   terkalt   dalam
penyediaan permo dalan yang kom petitif;

6.   Percepatan  terwujudnya  pembiayaan  yang  terintegrasi  dengan   digital
teknologi; dan

7.   Penguatan komitmen dalaln memberikan kepastian hukum dan jaminan
investasi.
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Desain  kerangka  rencana  pembangunan  industri  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2025-2045 yang memperhatikan kebijakan strategis (visi, misi, tujuan
dan sasaran) dan strategi dan program pengembangan industri disajikan pada
gambar berikut ini :

penui;:u:s:a:Lgan         p;:rg#au:s:ii::n           pseumTnb:ae:rsgt:r:yaan           pesgrr:;n:a::u:na:n          per:::t:rYaan

lndustri

Gambar 4.1 Kerangka Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2045

4.2 Prograln Pengembangan Industri
4.2.1 Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

Penentuan   industri   unggulan   Kabupaten   Cirebon   didasarkan   pada
pendekatan  kompetensi  inti  daerah  dan  mengacu  kepada  industri  prioritas
nasional  dan  provinsi,  serta  tahapan  dan  program  pengembangan  industri
unggulan  Kabupaten  Cirebon.  Pada  dasamya,  penetapan  industri  unggulan
didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri dan memperhatikan kriteria
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sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, antara
lain:

1.   nilai tambah ekonolnis/peningkatan pendapatan daerah;
2.   nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan

kesejahteraan
3.   ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
4.   aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
5.   dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
6.   dukungan sumber daya manusia;
7.   kekhasan daerah;

Selain  analisis  di  atas,  dalam  ran9kalan  penetapan  industri  unggulan
Kabupaten  Cirebon  juga  turut  mempertimban9han  beberapa  kriteria  yang
didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu  (1)  daftar industri prioritas ri.asional
berdasarkan RIPIN dan (2) daftar industri unggulan provinsi berdasarkan RPIP
Provinsi  Jawa  Barat.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  maka  industri
unggulan Kabupaten Cirebon dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria
Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Dari  penetapan  industri  secara  top-cZow7i  dari  RPIP  Jawa  Barat  dan
komoditas-komoditas unggulan yang menjadi potensi industri  bottom-Ltp,  dan
dengan   mempertimbangkan   berbagai   fa]ctor   dan   potensi   pengembangan
industri,  maka lima jenis industri unggulan diusulkan untuk menjadi fokus
pengembangan industri Kabupaten  Cirebon  pada 20 tahun mendatang.  Dari
industri unggulan tcrscbut sclanjutnya digolon8kan kcdalam j cnis industri yang
memiliki potensi untuk dikembangkan di nasa akan datang yaitu sebanyak 7
(tujuh) jenis industri seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini. Penetapan
industri unggulan pada RPIK ini mengacu pula pada Keputusan Bupati Cirebon
Nomor  530/Kep/.404-Disperdagiv/2020  tentang  Penetapan  Sentra  Produk
Unggulan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.2 Industri Unggulan, Jenis Industri, dan Sebaran Lokasi Industri
di Kabupaten Cirebon

f"ETt5Itl _-_-_, Lokasii    Jenis lndust I, i+ I 11I,EiREr:.. I    (Kecamatan)

I. Industri Industri Industri Pengolahan dan Tersebar di 40
Makanan Makanan dan Pengawetan Buah-Buahan (empat puluh)
(10) dan Minunan dan Sayuran (103), Industri kecanatan
Minuman Olahan Berbasis Pengolahan Susu, Produk
(11) Pertanian dan dari Susu dan Es Krim (105),

Perkebunan Indi_I.stri Pengriifrigan Padi-
Padian, Tepung dan Pati
( 106), Industri Makanan
I+ainnya ( 107) , Industri
Minunan (110).

Industri Olarian Industri Pengolahan dan Jamblan8,
Hasil Laut Pengawetan Ikan dan Biota Klangenan,

Air (102) Plumbon,Waled,Gunungjati,Mundu'Astanajapura,Pangenan,Gebang,LosaridanKapetakan
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•o.(
|flT,FTT=   -I..r=|| Jenis Industri I,:I I          Lokasi.

i    (Kecamatan)     I
Industri Industri Bunbu-Bumbuan       Kapetakan ,
Pengolahan dan Produk Masak Laimya LOsari,
Garam (1077), Gunung).ati,

Industri Pengolahan Garan Astanajapura,
(10774) Suranenggala,

Geban8j
Mundu, dan
Pangenan

2. Industri Industri Industri Barang dari Kayu;        Weru, Plered,
Kayu' Kerajinan Industri Barang dari Gabus Jamblang,
BararLg Berbchan Rotan, dan Barang Greged'
dari Kayu Kayu, dan Anyanan dari Jeraml, Aljawinangun,
dan Banbu Rotan, Bambudan Sejeris Tengahtani,
Barang Lainnya ( 162) Talun,
Anyaman Dukupuntang,
dari Ciwaringin,
Banbu, Astanajapura,
Rotan dan Kedawung,
Sejenisnya Pengenan,
(16)  dan Depok,
Industh Mundu'
Fulmitur Gunungjati,
(31) Palimanan,

Gempol, Beber,
dan Plumbon

Industri F\Imitur Industri Penggergajian dan       Weru, Plered,
Berbahan Rotan Pengawetan Kayu, Rotan, Janblan8,
dan Kayu Bambu dan Sejenisnya (161) All.awinangun,

Tengahtani,
Talun,
Dufupuntang,
Ciwaringin,
AstarLajapura,
Kedawung,
Pengenan,
Depok,
Mundu,
Gunungjati,
Palimanan,
Gempol,  dan
P1-bon

3. Industri Industri Batik Industri Batik ( 13134)                  Ciwaringin,
Tekstil Tengahtani,
(13) dan Weru, dan
IndustriPakalanJadi(14) Plered

Industri Bahan (Industri Pemintal an ,                 Susukan ,
dan Pakaian Jadi Pertenunan danPenyempumaan Sunber, Weru,

Tekstil Pabedilan,
(131), IndustriTekstil Plunbon,
Lainnya ( 139), Industri              Ciledug ,
Pakaian Jadi dan Aljawinangun,
PerlengkapannPakaianJadidya, Bukan Lemahabang,

ari Kulit              dan Talun
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Berbulu ( 141) , Industri
Pakaian Jadi dan Barang
dari Kulit Berbulu (142),
Industri Pckaian Jadi
Rajutan dan
Sulaman/Bordir ( 143),
Industri Kufit dan Barang
dari Kulit, Termasuk Kulit
Buatan ( 151), Industri Alas
Kaki (152)

Sumber: Keputusan Bupati Cirebon Nomor 530/ Kep/.404-Disperdagin/2020

Selanjutnya,   untuk  mewujudkan  industri  Kabupaten   Cirebon   sesuai
dengan  visi  RPIK  yang  telah  ditetapkan  pada  bactan  sebelumnya,  disusun
program yang menjadi arahan pengembangan industri dalam kurun waktu 20
tahun  mendatang.  Pendekatan  untuk  menyusun  program  didasarkan  pada
sinkronisasi program pengembangan industri prioritas nasional dan Jawa Barat,
penahapan  strategi  pembangunan  industri  Kabupaten  Cirebon,  sinkronisasi
tujuan  dan  target  pencapaian  industrialisasi,  serta  prediksi  kondisi  makro
industri Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon. Pembangunan industri Kabupaten
juga  diharapkan  dapat  mendukung  pengembangan  pariwisata  yang  ada  di
Kabupaten  Cirebon.  Secara  lebih  len8kap,  pengembangan  industri  prioritas
Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel di bawah ini.

Selain menyajikan program pembangunan industri, untuk menin9katkan
daya  saing industri unggulan  daerah juga  dibutuhkan  keterlibatan  seluruh
pemangku kepentingan balk ifu ilitemal SKPD Kabupaten Cirel]on, tetapi juga
stczkehozders lain yang memilihi kesamaan visi dalam pembangunan industri.

4.2.1.1  FTogram Sektoral Pengembangan Industri Unggulan
Pada bagian ini akarL disusun Hogram pengembangari industri unggulan

berdasarkan jenis industri yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya. Pada
setiap jenis industri unggulan diuraikan sasaran,  strategi dan program yang
akan dilafukan.

1.   Industri   Makanan   dan   Minuman    Olahan   Berbasis   Pertanian   dan
Perkebunan

Tabel 4.3 Program Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Olahan
Berbasis Pertanian dan Perkebunan

1. Penguatan
standardisasi dan
sertifikasi produ k;

2. Periingkatan
kualitas
penanganan bahan
barfu;

3. Optimalisasi
penggunaan Bahan

1. Penin8katan
efisiensi
penggunaan sumber
daya industri;

2. Peningkatan
pengqunaan bahan
baku ranah
hagkungan;

3. Peningkatan proses
roduksi berbasis

1. Peningkatan
penndantan
tefuologi produksi;

2. Pengembangan
dan diversifikasi
produk;

3. Peningkatan akses
pasar berbasis
teknologi;

1. MenghasiHrm
berbagai produk
inovatif berbasis
bahan lokal dengan
nilai tambah tinggi;

2. Membangun citra
global produk
berbasis kearifan
lokal dengan
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Tambahan Pangan
GTP);

4. Penin8katan
pengolahan produk
makanan dan
minuman yang
higienis dan aman
untuk dikonsumsi;

5. Peningkatan
kualitas produk dan
kemasan;

6. Penguatan rantai
pasok, distribusi
dan pemaaran.

3R (Rec!ttce, Rettse,
and Recgcle|.,

4. Penin8katan
penggunaan
kemasan produk
ranch lingkungan;

5. Mendorong
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
lingkungan.

standar
intemasional;

3. Produk makanan
dan minuman
olahan berbasis
pertanian dan
perkebunan dari
Kabupaten Cirebon
menjadi pemain
utama di pasar
intemasional

1. Mengembangkari  industri  lnakanan  dan  minuman  berbasis  pertaniali  dan  perkebunan
melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi produksi dan kemasan, penguatan
kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran dan penguatan standardisasi dan
sertifikasi produk.

2. Mengembangkan  industri  makanan  dan  minuman  berbasis  pertanian  dan  perkebunan
melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen lin8kungan untuk menin8katkan
efisiensi sumber daya industri.

3. Mengembangkan  industri  makanan  dan  minuman  berbasis  pertanian  dan  perkebunan
melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

4. Meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan telmologi agar bahan baku berkualitas
tinggi tersedia secara konsisten.

5. Membuka akses ke  pasar  global  dengan keria  sama  Perdagangan intemasional,  promosi
digital, dan partisipasi aktif dalam pameran intemasional.

1. Merfu8katkan
kualitas produk dan
kemasan.

2. Meningkatkan
fashitasi
standardisasi dan
sertifikasi produk;

3. Meningkatkan
kualitas sumber
daya industri
melalui pelatihan,
bimtek,
pendanpingan,
magang dan
beneharki,ng.,

4. Meningkatkan
kenritraan
ketersediaan bahan
baku berkuali+as
dan akses pasar
potensial;

5. Menyelenggarakan
kompetisi lndustri
Kabupaten Cirebon.

1. Meningkatkan
efisiensi sumber
daya industri
berorientasi ramah
lingkungan;

2 , Meninckatkan
industri ramah
ringkungan melalui
pelatihan, bimtek
dan benchmarhing

3. Meningkatkan
fasilitasi dan
pendampingan
inplementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
lingkungan;

4. Memberikan
apresiasi dan
penghargaan
kepada industri
bexprestasi.

1. Mengembangan
dan menerapkan
teknologi produksi
berbasis inovasi;

2. Mengembangkan
diversifikasi
produk melalui
pelatihan, bimtek,
pendampingan,
magang dan
beneharhing.,

3. Meningkatkan
kemampuan
penguasaan
teknologi dan
produksi.

4. Meningkatkan
jej aring dan
kerfutraan
permsaran
berbasis teknologi.

1. Penyusunan strategi
diversifkasi pasar
internasional untuk
menembus pasar
Asia, Eropa, dan
Amerika

2. Sertifikasi
intemasional untuk
keananan dan
kuafitas produk;

3. Meningkatkan
kemitraan dengan
perusahaan
multinasional untuk
transfer teknologi
dan perluasan
Pasar;

4. Kampanye branding
"Mckanan dan
Minuman Olahan
Cirebon" di tingkat
global, dengan
penekanan pada
keunikan lokal.

Disperdagin, Irinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPI`SP, Disbudpar,
Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Penguruan Tinggi,

Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
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2.   Industri olahan Hash Laut

Tabel 4.4 Program Pengembangan Industri Olahan Hasil Laut

1. Pemetaan rantai nilal
indu stri olahan hasil
laut;

2. Penguatan sarana
dan prasarana;

3. Penguatan
standardisasi dan
sertifikasi produk;

4. Penin9katan kualitas
dan ketersediaan
bahan baku;

5. Optimalisasi
penggunaan Bahan
Tambahan Pangan
(BTP);

6. Penin8katan
pengolchan produk
olahan hasil laut yang
higieriis dan aman
untuk dikonsumsi;

7. Penin8katan kualitas
produk dan kemasan;

8. Penguatan rantai
pasok, distribusi dan
pemasaran.

1. Peningkatan
efisiensi
penggunaan
sumber daya
industri;

2. Peningkatan
penggunaan bahan
baku ramah
lingkungan;

3. Peningkatan
proses produksi
berbasis 3R
{Reduce, Reuse,
and Recyctea.,

4. Peningkatan
penggunaan
kemasan produk
ranah lingfungan;

5. Mendorong
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
Hn8kungan.

1. Pehin8katan
pemanfaatan
teknologi produksi;

2. Pengembangan
dan diversifikasi
produk;

3. Penin8ka+un akses
pasar berbasis
teknologi;

1. Diversifikasi
produk olahan
hasil laut berrLilai
tambah tingri;

2. Pengembangan
teknologi lokal
untuk pengolahan
hasil laut,
sehingga
mengurangi
ketergantungan
pada impor mesin
dan peralatan
industri;

3. Produk olahan
hasil laut Kab.
Cirebon menjadi
merek unggulan
yang kompetitif di
paar intemasional

1. Mengembanghan industri olahan hasil laut melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan
teknologi produksi dan kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan,
pemasaran dan penguatan standardisasi dan sertifikasi produk.

2. Mengemban8kan industri olahan hasil laut melalui implementasi industri hijau dan sistem
manaj emen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya industri,

3. Mengembangkan  industri  olahan  hasil  laut  melalui  pemanfaatan  teknologi  dan  inovasi
dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk;

4. Mendukung UMKM dalam memproduksi produk turunan hasil laut yang memenuhi pasar
lokal dan ekspor;

5. M`engembangkan  identitas  produk  hasil  laut  Cirebon  sebagai  merek  premium  di  pasar
global.

1. Meningkatkan
kualitas produk dan
kemasan.

2. Meningkatkan
fashitasi
standardisasi dan
sertifihasi produk;

3. Meningkatkan
kualitas sumber daya
industri melalui
pelatihan, bimtek,
pendampingan,
magang dan
beneharking.,

1. Menin9katkan
efisiensi sumber
daya industri
berorientasi ramah
lin9kungan;

2. Meningkatkan
industri ranah
lin8kungan melalui
pelatihan, bimtek
dan bertwarking.,

3. MeninBkatkan
fashitasi dan
pendanpingan
implementasi
industri hijau dan

1. Mengembangan
dan menerapkan
teknologi produksi
berbasis inovasi;

2. Mengembangkan
diversifikasi
produk melalui
pelatihan, bimtek,
pendanpingan,
magang dan
benehmarhing.,

3. Meningkatkan
kemanpuan
penguasaan

1. Membangun
kawasan industri
olahan hasil laut
dengan fasilitas
modem;

2. Mengembangkan
pusat riset hasil
laut di Kabupaten
Cirebon;

3. Menjalin kerja
sana dengan
lemba8a
internasienal
dalan penelitian
teknolo
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4. Menin9katkan
kemitraan
ketersediaan bahan
baku berkualitas dan
akses pasar potensial.

5. Menyelenggarakan
kompetisi Industri
Kfabupatefl Cirebofl.

sistem manajemen
nngkungan;

4. Memberikan
apresiasi dan
penghargaan
kepada industri
bexprestasi.

teinologi dan
produksi.

4. Meningkatkan
jejaring dan
kemitraan
pemasaran
berbasis teknologi.

pengolahan hasil
laut dan ekspansi
Pasar;

Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPI`SP,
Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan

Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat

3.   Industri pengolahan Garam

Tabel 4. 5 FTogram Pengembarigan Industri Pengolahan Garam

1. Peningkatan
ketersediaan bahali
baku garam;

2. Perfu8katan
produksi, distribusi
dan konsumsi garan
beryodium (GKy) ;

3. Peningkatan
kenritraan
stakeholder industri
pengolahan  garam.

4. Penguatan
standardisasi clan
sertifikasi produk;

5. Penin8katan kualitas
produk dan kemasan;

6. Penguatan rantai
pasok, distribusi dan
penasaran.

1. Penin8katan
efisiensi
penggunaan
5Limber daya
industri;

2. Peninedcatan proses
produ-ksi behaasis
3R (i?ecgrcze,
Reduce, Reuse|.,

3. Perfu8katan
penggunaan
kemasan produk
ranah lingkungan;

4. Mendorong
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
hagkungan.

1. Peringkatan
pemanfantan
tehaologi produksi
berbasis inovasi
untuk memenuhi
kebutuhan garan
industri;

2. Pengembangan
dan diversifikasi
produk;

3. Peningkatan akses
pasar berbasis
tein0108i;

1 . Perin8katan
fuantitas dan
fualitas produk
gatan olahan yang
memenuhi standar
industri farmasi,
makanan, dan
kosmetik;

2. Peningkatan
pendapatan petani
garam melalui
modemisasi
tehaologi produksi
dan integrasi
dengan industri
hilir;

3. Peningkatan
kontribusiindustlri
pengolahan garan
terhadap
perekononrian
daeran

1. Mengembangkan industri pengolahan garam melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan
telmologi produksi dan kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan,
peffiasarali dan penguatan standardi§asi dan sertifikasi produk.

2. Mengembangkan industri pengolahan garam melalui implementasi industri hijau dan sistem
ffianajemen lifl9kungan -tifittik menifigkatkan efi§iensi slumber daya ind^tlstri.

3. Mengembangkan  industri  pengolahan  garam  melalui  pemanfaatan  teknologi  dan  inovasi
untuk memenuhi kebutuhan garam industri dan substitusi impor.

4. Membangun  kawasan  khusus  industri   garam  dekat  wilayah   produksi  utama  untuk
memudahlcan integrasi hulu-hilir.
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1. Membangun dan
thefevitalisasi tamb ak
garan dengan
tekflologi terkifli
untuk meningkatkan
produktivitas

2. Meningkatkan
kualitas produk dan
kemasan.

3. Meningkatkan
fasilitasi
standardisasi dan
sertififasi produk;

4. Membangun sentra
pengolahan garam
untuk meningkatkan
efisiensi dan kualifas
produk akhir;

5. Memberikan
dukungan
pembiay- dan
distribusi peralatan
modem bagi pelaku
industri garan skala
kecil dan menengal

6. Meningkatkan
kualitas sumber daya
industri melalui
pelatihan, bimtek,
pendanpingan,
magang dan
benkhmdrhing-,

7. Meningkatkan
kenritraan
ketersediaan bahan
baku berkualitas dan
akses pasar
potensial;

8. Menyelenggarakan
kompetisi Industri
Kabupaten Cirebon.

1. Menin8katkan
efi§ieh§i suinber
daya industri
berofienta§i faman
hi8kungan;

2. Merindetkan
industri ramah
higkungan melalui
pelatihan, bimtek
dan bene~hino.i

3. Menin8katkan
fasilitasi dan
pendanpingan
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
lingkungan;

4. Mengembangkan
tehaologi baru
dalan pengolahan
garan melalui keq.a
s-a dengan
perguruan tinggi
dan lembaga riset;

5. Mempercepat
proses sertifikasi
dan standarisasi
produk garam
industri untuk
memperfuat daya
sain8;

6. Memberikan
apresiasi dan
penghargaan
kepada industri
beaprestasi.

1. Mengembangan
dan menerapkan
teknologi produksi
berba§is inovasi
untuk memenuhi
kebutuhan garam
industri dan
substitusi impor;

2. Mengembangkan
diversifiikasi
produk melalui
pelatihan, bimtek,
pendanpingan,
magang dan
bervcharhing.,

3. Menin8katkan
kemampuan
penguasaan
tehaologi dan
produksi.

4. Meningkatkan
jejaring dan
kenritraan
pemasaran
berbasis teknolo§;

5. Membangun
kawasan industri
garan yang
terintegrasi
dengan pelabuhan
dan kawasan
Perdagangan;

6. Mengembangkan
produk garan
dengan nilai
tambah tingri
seperti garam
beryodium tinggi,
garan farmasi,
dan garan
elektrolit untuk
industri kesehatan
dan makanan
fungsional

7. Mengirimkan
tenaga kerj a
industri garan ke
luar negeri untuk
studi dan
benwharki;ng,
serta mengundang
pakar
intemasional
urfuk
mempercepa.t
adopsi teknologi
can8Bih.

1. Membangun fastlitas
penyimpanan dan
pengeringan mod ern
di sentra garm;

2 , Mengembangkan
kawasan industri
garam yang telah
terbangun;

3. Menjalin kemitraan
dengan pemschaan
besar dalan
pemasaran produk
othan garam lokal;

4. Memperkenahi
label "Garan
FTemium Cirebon"
untuk memperfuat
daya salng produk
di pasar nasional
dan intemasional.

Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, Dltrp, Bapperida, DPMPI`SP,
Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan

Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
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4.   Industri Kerajinan Berbahan Rotan, Kayu dan Bambu

Tabel 4.6 Program Pengembangan Industri Kerajinan Berbahan Rotan,
Kayu dan Banbu

1 . Peninghatan\
ketersediaan  bahan
baku, rantal pas®k,
distribusi dan
pemasaran;

2. Penguatan legafitas
bahan baku industri;

3. Penin8katan
kapasitas sumber
daya industri;

4. Regenerasi sumber
daya II-unusia
industri;

5. Penguasaan tren
pasar terkini untuk
membangun akses
pasar global;

6. Pcnguatan
standardisasi,
sertifihasi dan
kualitas produk;

7. Peningkatan kualitas
penanganan bahan
ban.

1 . P6ringkatan
efisiensi
penggurraan
sumber daya
industri;

2. Peningkatan
penggunaan bahan
bafu ramah
fingivngan;

3. Peningkatan proses
produksi berbasis
3R (Reeycle,
Reduce, Reuse);

4. Penin8katan dan
penciptaan produk
ramah lingkungan;

5. Mendorong
implementasi
industri hijau dan
sistem rrrmajemen
nngkungan.

1. Peningkatan
pemanfantan
tehaologi produksi
dan inovasi;

2. Pengembangan
dan div-ei`sifikasi
produk;

3. Perin9katan akses
pasar berbasis
teknologi dan
inovasi;

4. Peningkatan
desain produk
yang berorientasi
ekspor;

1. Mengembangkan
produk inovatif yang
memadukan desain
modem dengan
warisan budaya
lokal;

2. Menciptakan citra
dan brcind yang feat
untuk produk
kerajinan Kab.
Cirebon

1. Mengembangkan indiistri kerajinan berbahan rotan, kayu dan bambu melaliii ketersediaah
bahan baku, peningkatan teknologi produksi, penguatan kelembagaan serta pengembangan
kerfutraz;ifi, peffiasaran, pefig`iatafi desaifi dart standardisasi produk berofiefita§i ekspor;

2. Mengembangkan industri kerajinan berbahan rotan, kayu dan bambu melalui implementasi
iridustri hijau dan sistem manajenien lingkungan untuk meningkatkan efisieflsi stimber` daya
industri.

3. Mengembangkan industri kerajinan berbahan rotan, kayu dan bambu melalui pemanfaatan
teknologi dan inovasi;

4. Mendorong kolaborasi dengan desainer lokal dan internasional untuk menciptakan produk
kerajinan unik;

5. Menciptakan brand "Grafted in Cirebon" untnk membangun identitas produk.
6. Melindungi hak cipta pengrajin melalui regulasi perlindungan desain produk.

1. Meningkatkan
fuaritas produk dan
desain;

2. Meningkatkan
fasilitasi
standardisasi dan
sertifikasi produk;

3. Meningkatkan
kualitas sumber daya
industri melalui
pekitihan, bimtek,

ndan

1. Meningkatkan
efisiensi sumber
daya industri
berorientasi rarnah
lingkungan;

2. Menin9katkan
industri ramah
lin9kungan melalui
pelatihan, bimtek
dan benehoarking

3. Meningkatkan
fasflitasi dan

1. Mengembangkan
dan menerapkan
teknologi produksi
berbasis inovasi;

2. Mengenbangkan
diversifikasi
produk melalui
pelatihan, bimtek,
pendampingan,
magang dan
benehaindy.,

1. Memperfuat
kemitraan antara
desainer lokal dan
internasional untuk
menciptckan produk
kerajinan baru;

2. Evaluasi tren pasar
untuk terus
mengembangkan
desain yang sesuai
kebutuhan
konsumen
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magang dan
befrohaThino.,

4. Menin9katkan
keffitraan
ketersediaan bahan
bafu dan akses
pasar potensial;

5. Pemetaan rantai nilal
industri untuk
identifiha@i
ketersediaan dan
potensi bahan baku;

6. Fasilitasi keria sama
ketersediaan bahan
baku dengan daerah
penghasil bahan
barfu.

7. Menyelenggarakan
kompetisi Industri
Kabupaten Cirebon.

pendanpingan
implementa§i
industri hijau dan
sisteth maflajeffien
hi8kungan;

4. Memberikan
apresiasi dan
penghargaan
kepada industri
beaprestasi;

3. Meningkatkan
ke-Ptian
penguasaan
tekfiblogi dan
produksi.

4. Meningkatkan
jejaring dan
kehitraan
permsaran
berbasis tehaologi
dan inovasi;

5. Memfasilitasi
industri untuk
pengembangan
desain terkini
berorientasi
ekspor;

6. Meningkatkan
kemitraan dengan
pihak terkait
untuk
pengembangan
desain produk;

3. Pembuatan katalog
digital I)todtik
keraj inan berbahan
rotafl, kayti, dan
bambu;

4. Peluncuran brand
lokal " Cho/tec! {n
Cfrebon" untuk
memperkuat
identitas produk
kerajinan.

f5isperdactn, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, D.lapp, Bapperida, DPM'PTSP,
Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan

Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah fusat

5.   hadustri Fumitur Berbahan Rotan, Kayu dan Bambu

Tabel 4.7 Program Pengembangan Industri F\imitur Berbahan Rotan,
Kayu dan Banbu

1. Peningkatan
ketersediaan  bahan
baku, rantai pasok,
distritusi dan
pemasaran;

2. Penguatan legalitas
bahan bakei industri;

3. Perin8katan
kapasitas sumber
daya industri;

4. Regenerasi sumber
daya manusia
industri;

5. Penguasaan tren
pasar terkini untuk
membangun akses
paar global;

6. Penguatan
standardisasi,
sertifikasi dan
fualitas roduk;

1. Peningkatan
efisiensi
penggunaan
sumBer daya
industri;

2. Peninckatan
penggunaan bahan
bafu ramah
lingkungan;

3. Peringkatan proses
produksi berbasis
3R {Reduce, Reuse,
and Recyclel.,

4. PerLin9katan dan
penciptaan produk
ranch lin8kungan;

5. Mendorong
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen

1. Peringkatan
pemanfantan
tehaologi produksi
dan ifiovasi;

2. Pengembangan
dan diversifikasi
produk;

3. Peringkatan akses
pasar berbasis
teknologi dan
inovasi;

1. Memperluas akses
pasar furnitur
berbahan lokal ke
pasar` ek§por dengan
meninBkatkan
branding dan
fualitas produk;

2. Menciptakali produk
furriitur bernilai
tanbah dengan
desain inovatif yang
memenuhi
kebutuhan pasar
global;

3. Membina UMKM
fumitur untuk
meningkatkan
keteranpilan teknis,
ckscs modal, dan
koneksi pasar.
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7. Penin8katan kualitas
penanganan bahan
bafu.

I. Mengemban9kan industri furnitur berbahan rotan, kayu dan bambu melalui ketersediaan
bahan baku, peniflgkatan teknologi produksi, penguatan kelezlibagaari serta perigenbaligari
kemitraan, pemasaran, penguatan desain dan standardisasi produk berorientasi ekspor;

2. Mengenibangkan industri fumitur berbahan rotan, kayu dan bambu melalui implementasi
industri hija.u dan sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya
industri.

3. Mengembangkan industri fumitur berbahan rotan, kayu dan bambu melalui pemanfaatan
teknologi dan inovasi;

4. Mengikuti pameran fumitur intemasional untuk mempromosikan produk;
5. Membangun  keria  sama  dengari  investor  untuk  membangun  pusat  produksi  fumitur

berskala besar.

1. Meningkatkan
fualitas produk dan
desain;

2. MeninBkatkan
fasilitasi
standardisasi dan
sertifiikasi produk;

3. Merin8katkan
kualitas sumber daya
industri melalui
pelatihan, bimtek,
pendanpingan,
magang dan
berueharhing.,

4. Meningkatkan
kendtraan
ketersediaan bahan
baku dan ckses
pasar potensial;

5. Pemetaan rantai nilai
industri untuk
identifikasi
ketersediaan dan
potensi bahan baku;

6. Fasilitasi kerja sama
ketersed iaan bahan
baku dengan daerch
penghasil bahan
barfu.

7. Menydenggarakan
kompetisi Industri
Kabupaten Cirebon.

1. Meningkatkan
efisiensi sumber
daya industri
berorientasi ramah
hi9ktingan;

2. Meningkatkan
industri ranah
frogkungan melalui
pelatihan, bimtek
dan bervcharhing.,

3. Menin8katkan
fasilitasi dan
pendampingan
impLementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
nngkungan;

4. Pengelolaan bahan
baku berkelanjutan
melalui sertifikasi
ekolabel

5. Memberikan
apresiasi dan
penghargaan
kepada industri
berprestasi.

1. Mengembangkan
dan menerapkan
teinologi produksi
berbasis inovasi;

2. Mchgembangkan
diversifiikasi
produk melalui
pelatihan, bimtek,
pendanpingan,
magang dan
beueh~king.,

3. Meningkatkan
kemampuan
penguasaan
tehaologi dan
produksi.

4. Meningkatkan
jejarfug dan
kendtraan
permsaran
berbasis teknologi
dan inovasi;

1. Implementasi lini
produksi berstandar
ekspor di sentra
fu-itur;

2. Memfasilitasi
industri untuk
pengembangan
desain terkini
berorientasi ekspor;

3. Meningkatkan
kendtraan dengan
pihak terkait untuk
pengembangan
desain produk;

4. Evaluasi produk
untuk terus
menyesualkan
dengan permintaan
paar global.

Disperdagin, Dines Keschatan, Dinhop UKM, Ihistan, DFIrp, Bapperida, DPMFTSP,
Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan

Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerinfah Pusat
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5.  Industri Batik

Tabel 4.8 Program Pengembangan Industri Batik

1. Peningkatan
ketersediaan bahan
baku , rantai pasok,
distribusi dan
pernasaran;

2. Peningkatan
kapasitas sumber
daya industri;

3. Regenerasi sumber
daya manusia
industri;

4. Penguasaan tren
pasar terkini untuk
membangun akses
pasar global;

5. Penguatan
standndi8asi,
sertifhasi dan
kuafitas produk;

I. Peringkatan
efisiensi
penggunaan sumber
daya industri;

2. Peningkatan
penggunaan bahan
balm ramah
lingkungan;

3. Perin8katan proses
produksi berbasi s
3R (jEedrce, Eettse,
and Recucte).,

4. Peningkatan dan
penciptaan produk
ramah lin8kungan;

5. Mendorong
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
lifigkuflgan.

1. Peningkatan
penutaatan
teknologi produksi
dan inovasi;

2. Pengembangan
dan diversifikasi
produk;

3. Pendn9katan akses
paar berbasis
teknologi dan
inovasi;

1. Memperkuat
branding batik
Cirebon sebagai
produk unggulan
dengan ciri khas
desain lokal yang
dikenal secara
intemasional;

2. Peningkatan desain
produk yang
berorientasi pasar;

3. Memanfaatkan
teknologi digital
untuk desain batik,
promosi, dan
penjualan secara
global

1. Meh9erhbatigkan  industri  batik melaltii  keter§ediaan  bahah  bakii,  Periingkafan  teknoldgi
produksi, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran, penguatan
desalfl dan standardisast p.r`oduk;

2. Mengembangkan industri batik melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen
lifl!Bp€ufigajEi uffi"k fflenifiipeatz±a±i efi§iensi §u'ffiBef` daya ifldustri.

3. Mengembangkan industri batik melalui pemanfaatan teknoloct dan inovasi;
4. Mengembangkan  produk  batik  non-pahaian  seperti  home  decor,  aksesori,  dan  kemasan

premium;
5. Menciptakan  identitas  global  untuk  batik  Cirebon  dengan  mempromosikan  rilai  budaya

lokal.

1. Meningkatkan
kualitas produk dan
desain;

2. Menin9fatkan
fasilitasi
standardisasi dan
sertifikasi produk;

3. Meningkatkan
kualitas sumber
daya industri
melalui pelatihan,
bimtek„
pendampingan,
magang dan
beneharhing.,

4. Meningkatkan
kemitr-
ketersediaan bahan
baku dan akscs

1. Menin9katkan
efisiensi sumber
daya industri
bero riefifa§i falfiafi
nn9kungan;

2. Meningkatkan
industri ramah
lingkungan melalui
pelatihan, bimtek,
benetwTurhing dan
fasilitasi;

3. Meningkatkan
fasiJitasi dan
pendampingan
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
lingkungan;

4. Mcmbcrikan
resiasi dan

1. Mengembangkan
dan menerapkan
tehaologi produksi
befbasts inovasi;

2. Mengembangkan
diversifikasi
produk melalui
pelatihan, bimtek,
pendampingan,
mngang dan
bencharkirng.,

3. Menin8katkan
kemanpuan
penguasaan
teknologi dan
produksi.

4. Meningkatkan
jejaring dan
kcmjtraan
ermsaran

1 . Mengimplementasi-
kan teknologi tekstil
cerdas untuk batik
premium;

2. Memfasilitasi
industri untuk
pengembangan
desain terkini
berorientasi pasar;

3. Meningkatkan
kemitraan dengan
pihak terkalt untuk
pengembangan
desain produk;

4. Digitansasi katalog
batik Cirebon
dengan informasi
detail setiap mour
dan filosofi.
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5. Menyelenggarakan
kompetisi Industri
Kabupaten Cirebon.

penghargaan kepada
industri berprestasi.

5.  Mengadopsi
sertifikasi
keberlanjutan (eco-
Zabeo untuk produk
batik

berbasis teknologi
dan inovasi;

5.   Mengembangkan
pewana alan
berbasis sumber
daya lokal.

msperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP; Bapperida, DPMFTSP,
Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan

Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dafi Peffierfutah Pus`at

5.   Industri Bahan dan Pakaian Jadi

Tabel 4.9 Ffrogram Pengembangafl IHdustri Bahali dan Pakalali Jadi

1. Penin8katan
ketersediaan  bahan
baku, rantai pasok,
disthbu§i dan
pemasaran;

2. Peninckatan
kapasitas sumber
daya industri;

3. Penguatan
standardicasi,
sertifikasi dan
kualitas produk;

1. Peningkatan
erisiensi
penggunaan sumber
daya ifidu§tfi;

2. Peningkatan
penggunaan bahan
bafu ramah
thgkungan;

3. Peningkatan proses
preduksi berbasi a
3R (JEec!ztce, Reuse,
and Recgcle|-,

4. PerLingkatan dan
penciptaan produk
ramah lingkungan;

5. Mendorong
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
lifigivfigan.

1. Penin8katan
pemanfaatan
tehaologi produ ksi
dan ifi6enasi;

2. Pengembangan dan
diversifikasi
produk;

3. Penin8katan akses
pasar berbasis
teknologi dan
inovasi;

4. Pehin8katan desain
produk yang
berorientasi pasar;

1. Memperfuat posisi
industri bahan
tekstil dan pakaian
jadi dan Cirebofl
sebagai salch satu
pusat produksi
unggulan di
Indonesia;

2. Penguasaan tren
paar terkini untuk
membangun akses
pasar global;

1. Mengembangkan  industri  bahan  dan  pakalan  jadi  melalui  ketersediaan  bahan  baku,
penin8katan  teknologi produksi,  penguatan kelembagaan  serta pengembangan kemitraan,
pemasaran, penguatan desain dan standarisasi produk;

2. Mengembangkan industri bahan dan pakaian jadi melalui implementasi industri hijau dan
sistem manajemen lingkungan untuk menin8katkan efisiensi sumber daya industri.

3. Mengembanghan industri bahan dan pakaian jadi meLalui pemanfaatan teknologi dan inovasi;
4, Membentuk sentra industri terpadu untuk bahari dan pakaian jadi, yang dilengkapi fasifitas

pendukung seperti pusat pelatihan dan laboratorium inovasi
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1. Meningkatkan
ktialitas produk dan
desain;

2. MeflifiBkatkan
fasilitasi
standardisasi dan
sertifihasi produk;

3. Meningkatkan
kualitas sumber
daya industri
melalui pelatihan,
bimtek,
pendampingan,
mgang dan
bencharhing.,

4. Meningkatkan
kenritraan
ketersediaan bahan
bat+" dan akses
pasar potensial;

5. Menyelenggarakan
kompetisi Industri
Kabupaten Cirebon.

1. Merin9katkan
erisiefisi stimber
daya industri
beFafiefltasi ramah
lingkungan;

2. Meninfrotkan
indusdi ramah
lingfungan melalui
pelatihan, bimtek,beneharky dan
fasilitasi;

3. Meningkatkan
1-asiiitasi dan
pendampingan
implementasi
industri hijau dan
sistem manajemen
lingkungan;

4. Memberikan
apresiasi dan
penghargaan
kepada industri
berprestasi.

1. Mengenbangkan
dan meriel'apkan
tehaologi produksi
befba§is ifl6va§i;

2. Mengembangkan
diversifikasi
produk melalui
pelatihan, bimtek,
pendampingan,
magang dan
beneharhing.,

3. Meningkatkan
kemanpuan
penguasaan
teknologi dan
produksi.

4. Meningkatkan
jejaring dan
kerfutraan
pemasaran
berbasis teknologi
dan inovasi;

5. Mernfasilitasi
industri untuk
pengembangan
desain terkirii
berorientasi pasar;

6. Meningkatkan
kemitraan dengan
pihak terkait
untuk
pengembangan
desdifi produk;

1. Membangun zona
industri kh'tis`us
untuk bahan dan
pakalan jadi di
Cirebon;

2. Mengintegrasikan
produk pakalan jadi
ke dalan pasar
global melalui e-
crornmeree.;

3. Evaluasi produk
untuk terus
menyesuaikan
dengan permintaan
paar global.

Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMFTSP,
Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan

Tinggi, relinpr.ov Jawa Batat, dafi Pelherfritah Ptisat

4.2.2   Pengembangan perwilayahan Industri
Penetapan indikasi program pengembangan wilayah industri di Kabupaten

Cirebon  perlu  memperhatikan  tujuan,  sasaran,  dan  fingkup  pengembangan
perwilayahan industri yang direncanakan.

1.   Pengembcmgan Kowasan Pe:ru:rrfu:lea:n lnd;us±Ti (KPI) da;n Kawascm lndustri
/7FT/

Kawasan  Peruntukan  Industri  (KPI)  merupakan  bentangan  lahan  yang
diperuntukkan  kegiatan  industri  berdasarkan  Rencana Tata Ruang Wilayah
OITRW)  yang  ditetapkan   sesuai  peraturan  perundangan.   Lahari  pada  KPI
digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri
yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan- alasan yang sesual dengan
ketentuan.   Icokasi   untuk   KPI   ditetapkan   dalam   RTRW   Kabupaten/Kota.
Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024
tentang  F¥I`RW   Kahupaten   Circhon   2024-2044   disebutkan   bahwa   KPI   di
Kabupaten Cirebon direncanakan seluas kurang lebih lebih 4.988 (empat ribu
sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar yang tersebar di 22 (dua puluh
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dua) kecamatan antara lain Kecamatan Aljawinangun, Astanajapura, Babakan,
Ciledug,     Ciwaringin,    Depok,    Gebang,    Gempol,    Jamblang,    Kedawung,
Lemahabang,  I,osari,  Mundu,   Pabedilan,  Pabuaran,   Palimanan,  Pangenan,
Plered, Plumbon, Susukan, Talun, dan Weru.

Sedangkan  Kawasan  Industri   (KI)  berdasarkan   Peraturan  Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan lndustri yang dimaksud sebagai
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan keriatan Industri yang
dilen8kapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembanghan dan
dikelola   oleh   Perusahaan   Kawasan   Industri.   Berdasarkan   RIPIN,   1uasan
kawasan industri minimal  sebesar  50  Hektar.  Mengacu pada RTRW  Provinsi
Jawa Barat 2022-2042 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah FTovinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2042, wilayah di Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) yaltu KSP Mundu-Losari. KSP Mundu-Losari merupaj:Tr=an
kawasan industri eksisting yang terletak di perbatasan pesisir dan perbatasan
provinsi, dimana dalam pengembangan wilayahaya perlu sinkronisasi penataan
ruang darat dan pesisir serta dengan provinsi tetangga.

Selanj.utnya   untuk   menyelaraskan   pada   visi   dan   tujuan   Rencana
Pembangunari  Industri  Kabupatefl  Cirebon,  iTiaka  perlu  disusuri  program
pengembangan  KPI  dan   KI  berdasarkan  koridor  dan  jenis  industri  yang
dikemban9han seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
dan Kawasari Industri

1[,I
_|elllrs__IIIIIIIRELdill-

IIIIIIIIIill-i'r+Tiixlillllllllllllz
Rencana AI2031-2035i     2±|itq2036 -2040         i      2

2041 -2oiT.i
Stake-Holders

1' Perencanaan 1.  Pemetaan rantai 1 .  Pemetaan rantai 1 .  Pemefaan rantai 1.  Optimalisasi Disperdagin,

pengembangan ftilai ifidustfi flilai lfi dustri nifai moustfi fantal n«al Dlnas
industri dengan fokus pada dengan fokus dengan fokus industri Kesehatan,

packan bahan pada feknotogi, p@da tcknologi, dengan Dintop UKM,
baku dan SDM, energi SDM, energi penerapan Distan, DKPP,

pema9aran 2.  Perencanaan 2, P€anaan indu9ti 4.0 Bapperida,
2` Perencanaan dan dan dan DPMPTSP,

pengembangan pengembangan pengembangan kcherlanjutan Disbudpar`

potensi industri pofensi industri potensi industri 2.  Implementasi Diskominfo,
Katupefen Kabupeten Kab`upefen roadmap DPuTR, DPKPP,
Cirebon Cirebon Cirebon pengembanganindusthberbasisdataspasfaldanekonomidaerah Disdik, Dishub,Disnaker,BKAD,DLH,BKC,PerguruanTinggi,PemprovJawaBarat,danPemerintahPusat

2. Koordinasi Koordinasi dalam Kcordinasi dalam Koordinasi dalam 1.  Optimalisasi

perwilayahan penyusunan rencana penyelesaian penyediaan bahan tata ruang

pembangunan, aspek-aspek yang baku industri industri
rencana penyediaan terkait pertanahan berbasis
energi, rencana dan penyediaan ekonomi hijau

penyediaan §DM danteknologi bahan baku industh dan rendahkarbon.2.Penguatansinergiantarwilayafidalafflpenyediaanbahanbakuindustri.
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1
i              Tema               I Rencana Aksi1ema I \t, I I ua I I a

NO'!
=|,I,Ilgll, 2025-2o3o            i 2031-2035       T

r        2036-2040          i
2041-2045      i

3(axe-Holclers    I

3. Pembangunan 1.  Pemetaan potensi Mendukung Mendukung Evaluasi dan
Kavasan pembangunan rencana rencana penguatan
lndustri kawasan industri pembangunan pembangunan regulasi kawasan

2.  Pronrosi dansosialisasikepadama8yarckatdaninvestorkawasanindustri kawasan industri kawasan industri industh beTbasislingkungandanefeien9ienergi;

4` Penhangunn P6ren- detail Koordinasi Kcordinasi Kcordina8i
infrastruktur pembangungan pembangunan pembangunan pembangunan
K@wasan infrastruktur infrastruktur infrastruktr infrastruktur
lndustri hansportasi, energi pendukung pendukung pendukung

dan penanganan perindustrian perindustrian perindustrian
limbah dalam dan dengan lembaga dengan lembaga dengan lembaga
an far kavrasanindustrltawasanperuntukanindustri,pengembangansaluranutilitasterpadumenujukawasanindustri terkait,pengembangansaluranutilitasferpadumenujukawasanindusti terkait terkait

5. Pengawasan 1,  Kcordinasi 1.  Kcordinasi 1.  Kcordinasi Evaluasi dan
dan pembuatan pembuatan pem`buatan revisi kebijakan
Pengembangan peratu ran kawasan peraturan peraturan pengelolaan
Kawasan industri; kawasan kawasan kawasan industh
lndustri pengawasan industi; industri; berbasis

ke§e§uajafi pengawdsan pengawasan keberfar`jutar`

pelaksanaan kesesuaian kesesuaian
peratu ran kawasan pelaksanaan pelaksanaan
industhi; perafuran peraturan

2.  Pengemhangan kawa8an kawaeen
Program industh; industh;

pendidjken dan 2. Pengemhangan 2. Pengenbengan
pelathan ferkait program Program
mamaiemen pendiditan dan pendidjkan dan
kawasan industri pelathan terkaitmanajemenkawasanindustri pelatihan ferkaitmanajemenkawasanindustri

6. Promosi 1.  Promosi lnvestasi Promosi lnvestasi Promosi lnvestasi 1.  Penerapan
investasi lndustri kepada lndustri kepada lndustri kepada shategi
industri penanam modal penanam modal penanam medal investasi

dalam negeri dan dalam negeri dan dalam negeri dan berbasis
asing;2.Pembangunanbrandawarenessprodukhasilindusth`KabupatenCirebon asing, asing ekosisfemindustrihijau2.Peningkatankerjasamaintemasionaldalaminvestasiindustri§trate8l§
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2.   Sen:ira lKM
Salah satu sasaran pembangunan industri adalah pengembangan minimal

satu Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada setiap kecamatan. Sebagian
besar program pengembangan Sentra IKM akan dilaksanakan oleh dinas-dinas
terkait  perindustrian  pada  Kabupaten/Kota.  Program  terkait  pengembangan
Sentra IKM ditunjukkan pada tabel di bawah iri.

Tabel 4.11 Ftogram Pengembangan Sentra IKM

Nol
13I,Ir,_¥I,I,IIIII

20_i;

Rencana Aksl2030i2031-2035i2036 -2040

-Ill-J'EIIrl'E# Stakeholders     I

1. Sentra lKM 1.  Pemetaan potensi        1.  Pembangunan 1,  Evaluasi
1, Sendard'i§a§`iproduklKMberbasiskecamafanses uai8tndarinternasional;2.Menggunakananalisisdatabesar(bi.gdata)unfukmemantauperfofmadanpeluangpasar

Disperdagin,
kecamafan pembangunan infrastruktur operasional Dinas Kesehafan,

2.  Pemetaan pofensi        2.  Pembangunan sentra Dinkop UKM,

lKM kecam atan                   sentraannanngelolaanan-filjmbafik 2.  Pembinaan dan Djstan, DKPP,
3, Penyusun penguatan Bapperida,

rencana4.Pembangusaranapelimbah5.Pengawaspengelolaa6.PembentukelemhagIKMhariissenuasen sentra DPMPTSP,Disbudpar,D`iskominfo,DPUTk,DPKPP,Disdik,Dishub,Disnakef,DLH,BKAD,Bappefida,BKc,PerguruanTinggi,PenprovJawaBarat,danpemerintahpu8at

anaan sentraadadiha
intemasional

2. Sentra lKM 1 , Penetaansentra          1. Pembinaan dan Perencanaan 1.  Penyusunan
unggulan yang telah ada penguatan pengemhangan roadmap ekspor
habupaten 2.  Evaluasj senfro sentra lKM produk kecanafan

keberjalanan sentra 2.  Penambahan unggulan menjedi ke pasar global;
3.  Penefapan 8entra             kapas itas sentrakanaansentranyanganunanngelolaanananlimbahkanaansentraadadi,.. sentra lKM 2.  Mefakukan sorvei

unggulan berbasis industri kebutuhan pasar
4,  PembenfukelembaglKM5.Pengaturakebijakanmemberikberbagai6.Pembangsaranapelimbah7.Pengawaspengetola8.PembentukelembaglKMharussemuase 4.0 (kolaborasi) global unfukmengarahkanpengembanganproduk

3. Sentra 1 ,  Pemetaan potensi        1.  Pengadaan 1.  Evalua§l 1.  Mengembangkan
lKM rofan pembangu2.Penyusun nan tanah keberielanan prodilk rotan yang
berdsis an 2. Pemhangunan sentra inovatfseperd
industri 4.0 rencana infrastruktur 2.  Penguatan fumitur multifungsi

(kolabera3i) 3, Pembenfukan 3.  Pembangunan kalaborasi dan ramah
kelembag4.pengatLiTkebijakanaan Sen(ra dengan sentra lingkungan;

en 4.  Pembinaan dan ]KM berbasis 2. hfrostikan
yang penguatan industri 4.0 semua produk

membedken                     sentra fainnya rctan merri liki
berbagai kemudahan 5.  Pelaksanaan sertifikasi ramah
unfuk pengusahan di Program Iingkungan
dalam sen tra                       inkubator untukpengusahamuda
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I
Tema Rencan a  Aksi

s[flmEt5[E -
I(,I,]f3.I'' 2025 -20305,Pembangunansaranapengelolaanlimbah6.Pengawasanpengelolaanlimbah7.PembentukankelembagaansentralKMharusadadisemuasenha 2031-2035          )         25           )         2036-2040           IIIIIIIIIIII-|'Z!|lIIl1'E#

I

4.2. 3 Pembangunan Sumber Daya lndustri
Pendekatan  penyusunan  indikasi  program  pembangunan  sumber  daya

industri   berdasarkan   pada   empat  komponen   analisis,   yaitu:   (1)   analisis
kebijakan  pembangunan  sumber  daya  industri  Jawa  Barat  dan  Kabupaten
Cirebon;  (2) analisis sinkronisasi dengan program pembangunan sumber daya
industri baik skala nasional maupun provinsi; (3) analisis sinkronisasi dengan
tujuan  dan  target  pencapaian  industrialisasi  Kabupaten  Cirebon;  dan  (iv)
analisis prediksi perkembangan makro ekonomi dan industri Jawa Barat dan
Kabupaten Cirebon.

Pembangunan  industri  perlu juga  memperhatikan  fcktor-fa]ctor  sumber
daya  industri,  yang  mencakup  sumber  daya  alam;  sumber  daya  manusia
industri;   sumber   daya   teknoloS,   inovasi,   kreativitas;   serta   pembiayaan.
Program-program yang terkait sumber daya industri terangkum pada tabel di
bawah ini.

Tabel 4.12 Program Pembangunan Sumber Daya Industri
Rencana ANoITemapaAksi                       .                -I                      }     Stake[holders      Iuix«EriiE«-IIIIIIlilllllliiE]IriiE#

Iflndill,I,Ifi],I          uir+Tilx[IIIIIIIIIII--4iklErJix#--

1,      ,I      "      -'`,      -

i

1. Penentuan Pemetaan jenis, Perencanaan Penefapan Evaluasi berkala Disperdagin,
lokasi tepat jumlah, serta penyediaan zona khusus terkait rencana Dinas

guna suplai lokasi cadangan sumber daya sumber bahan penyediaan dan Kesehatan,
bahan mentah sumber daya alam dan mentah penyaluran sumber Dinkop UKM,
industri alam penjalinan berbasis prinsip daya alam Distan, DKPP,

keriasama efisiensi dan Bappenda,
dengan provinsiyangkayaakansumberdayaalaffiteF§ebut keberlanjufan DPMPTSP,Disbudpar,Diskominfo,DPUTR,DPKPP,Disdik,Dish,,b,

2. Perancangan Kajian awal fripleff``e-ftta§l Pengembangari Evalua§l dan
teknologi jaringan rancangan sistem perbaikan Disnaker, DLH,

transperfasi than sportasj untuR knologi hansportasi teknologi BRED, BKC,

bahan mentah distribusi sumber transportasi dan berbasis enengi transportasi dan Perguruan
industri daya alam distribusi sumber tfroarukan distribuej sumber Tinggi, Pemprov

daya alam unfuk bahanmenfah daya a[am Jawa Barat, danPemerintahPusat

3. Pengembengan Kajian I ingkungan Sinkrohisasi hasil Penerapan Evafuasi beThafa

pemanfaatan (AMDAL) terkait kajian dengan feknologi daur untuk menjamin
somber daya sumber daya inpchentasi ulanguntrk ferlck8ananya
alam yang alam yang rancangan memanfaatkan pemanfaatan
efisien dan digunakan untuk teknologitranspohasi dan kembeli limbah sumber daya alam
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Tema Program -------;;;-i---'-AIL---------
Rencana A-I'|Irl'X#|||||||||||||I-•  ±|ill(2036-2040

-IIIIIIluiEEtriiE!H.
Stake-holders       I

ramah setiap sektor penyaluran industri sebagai seeara efisien dan
lingkungan industh unggulan sumberdayaalam bahan baku ramah lingkungan

engemhanga`n`Sumbej`Baya ifenusfa industri .;(

1. Pelathan 1 . Program 1 . Ekepan§i 1 . Penguafan 1 . Pusat pelatihan Disperdagin,
Vokasi Berbasis pelatihan vokasi program ke kurikulum berskala Disnaker,

I  lndustri Bagi berbasi9 industri 8cktor indu8tri vckasi intemasjonal Diskoninfo,
tenaga ker].a Iokal baru berbasis 2.Kerjasama DisKUKM,

lu!usan 2. Kenitraan 2 . Penberfukan teknotogi denoan Perguruan
SMA/SMK dengan industri pusat pelatihan 2 . Sertifikasi perusahaan Tinggi, Disdik

sederajat unfuk magang lndustri nasional dan intemasional Pemprov Jawa
3. Sertifikasi Kabupaten internasionai unfuk Barat, dan

keterampilan Cirebon 3. Penyesuaian penyelenggaraan pemerintah
4. Penyusunan 3. Integrasi Al dan kurikulum magang pusat

modul pelatihan ofomasi dalam dengan bersertifikat (Kementerian
berbasis pelatihan industi 5.0 Pendidikan dan
kebutuhan 4. Kolaborasi linfas 4. Pembuafan Kementerian

5. Monitoring dan sektor cluster industri Ketenaga-
evaluasi lulusan 5. PendampinganIunnlpefatihan lokal kerjaan)

2. Pengembangan 1. Program 1 . mRuba§i bisni§ 1 . Ak§elerasl 1 . Ek§pansl pa§af
Kewirausahaan pefatihan skala keeil UMKM global

willsaha 2 . Kenitraafi berbasis 2. Pusat UMKM
berbasis dengan UMKM teknologi berdaya saing
konunitas 3. Akses 2. Disitalisasi

2. Pendampingan permodafan UMKM
wirau8aha muda 4. Program 3. Pfath e.

3. Pameran dan branding dan commerce
expo predckIokal4Programpefatihanpengelolaankeuangan5.Programbisnisramahlingkungan pemasarandigital5.Akederatorbisnisregional tokal

3. Pengembangan Kajian antara Penyediaan Sertifikasi Evaluasi Disperdagin,
akademi ketersediaan dan pelatih dan lulusan penyerapan Dinas
komunitas (D-1 ) kebutuhan infrastruktur yang akademi angkatan kerja di Kesehatan,
unfuk kompetensi dibutuhkan untuk komunitas industh dan Dinkop UkM,
menghasilkan lembaga lembaga sesuai standar penyesuaian Distan, DKPP,
SDM tepat guna pendidikan saat pendidikan atau nasional dan kebutuhan Bappenda,

ini akademi intemasional kompetensi secara DPMPTSP,
Romunitas berkala Dlsbudpaf,Diskominfo,DPUTR,

4. peffiPefian Penyetenggaraan Pemberian Pengawasan Evaliiasi danipak
diklat dan diklatmanaiemen pelatihan infensif dan survei Program DPKPP, Disdik,

pendampingan usaha hagi tentang efisiensi berkala pendampingan Dishub,
unfuk pelaku pelaku industri produksi dan terhadap unfuk nemastikan Djsnaker, DLH,
industri keeil dan penggunaan konpetensi peningkafan BKPSDM, BKC,

menengah teknologi ramah pelaku industri kinerja pelaku Perguruan
#ngkungan denoan indu8tri Tinggj, Pemprov

Pendampinganberkel`anjutanmelaluikonsultasibisnisdanpengelolaaneuangan
kebutuhanindustriterkinidipasar Jawa Barat, danpemerintahpusat
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Rencana A,•   E1;|H                                                                                i      Stake-holders
I,     IRliFlil(,I,,fT,]',               2025-2030          I           2031 -2035           (          2

_-dixlaniE!]i-illllli.EEiriiEH
=11/    '1.        ,    ,

I,

`  ,`,  , }J  ' I          \-',,';i(,,i'-r,,,      ,/, Pertg¢mbangan SumberDaya`Teknologs,;,trlovapi`,:danKrertftyfas    . !

1. Adapfasi Kajian potensi Melakukan lmplementasi Penyediaan Disperdagin,
teknologi baru teknologi baru implementasi pengembangan insentif bagi balai Dinas
melalui sinergi unfuk tingkatkan pengembangan feknologi baru industri dan Kesehatan,
dan program daya saing teknologi baru atau lembaga riset yang Dinkop UKM,
keriasama kompeffifindustri melalui pilot plant pendukung di menghasilkan Disfan, DKPP,
fftbang dengan pada sektor sekto r industri inovasi teknotogi Bapperida,
balai-balaijndustridanlembagan`set industri unggulan non- unggulan fepat guna DPMPTSP,Disbudpar,Diskominfo,DPUTRlDPKPP,Disdik,

2. Pengembangan Pendataan dan Pembangunan Pemberian Evaluasi berkala
sentra industri validasi pe[aku platform digital dukungan terhadap Dishub,
virfu al berbasis ind u stri ferkait, unfuk sentra promosi, keberialanan Dl§naker, DLH,

internet serta industri virfual pemasaran sentra industh BKC, Perguruan

pembentuhan yar'g produk  riovatif` Vlmuai, §effi Tinggi' Pempm
sistem sentra mengintegrasikan konsultasi, penyesuaian Jawa Barat, dan
iud ustri virfual pefaku usaha. serta petatha n bentuk keria sama pemerinfah

konsumen, dan teknologi dan antara pemerintah pusat
penysdia bchan de8ain pada dan sentra industri
baku sentra industrivirhal virtual

..-`''-`    ftyfl
emhandah'sdri,be+Da¥i`Pemftyaan i        ,I,I,i,,.Tv,'IA,`.,,,",

1. Pengembangan Penambahan ln.Esiasi akses Upaya Kolaborasi dengan Disperdagin,
embaga akses pembiayaan pemerataan perbankan Dinas

pembiayaan pembiayaan kepada pelaku pembiayaan nasional untuk Kesehatan,
industh melalui murah hagi lKM usaha Uha- NIkro industh untuk menciptakan Dinkop UKM,

Cara dan pelaku (Skema seluruh sektor, produk keuangan Distan, DKPP,
konvensional industri unggulan , Kementerian temasuk yang sesuai Bappenda,

melalui kerja Keuangan) industri dengan kebufuhan DPMPTSP,
sama denganpenanammodal(asingmauprlokal) nonunggulan industri Disbudpar,Diskominfo,DPUTRJDPKPP,Disdik,Dishub'Disnaker,DLH,BKAD,Bapenda,DPMD,BKC,PerguruanTinggi,PemprovJawaBarat,danpenerintchpusat

2. Pengembangan Kajian regulasi Pembenfukan Penyediaan Evaluasi dan
moda pembiayaan non- konsep program layanan pengembangan
pembiayaan konvensional pembiayaan non- pembiayaan moda pembiayaan
non. dengan dinas konvensional bagi pelaku non- konvensional
kemefistenal

+terkait, seper8
unfuk pelaku usefia ffliR`ro , Secara menwlutiih

berbasis BKPM industri, seha kecil, dan pada sektor
finaricfal insiasi program menengah di industi
technology(fintech) secara bertahap sektor industh

4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana lndustri
Pembangunan sarana dan prasarana clap at berupa dukungan infrastrulstur

dan energi serta disusunnya kebijakan dan regulasi.  Kebijakan atau regulasi
erat  kaitannya  dengan  perizinan  dan  pengendalian  lokasi,   perizinan  dan
pengendalian investasi, serta pengendalian lingkungan.  Sedangkan dukungan
infrastruktur dan energi meliputi perencanaan pengembangan fashitas jaringan
energi  dan  kelistrikan,  jaringan  telekomunikasi,  jaringan  sumber  daya  air,
jaringan  sanitasi,  transportasi,  sistem informasi industri,  serta infrastruktur
penunjang.  Program-program  terkait  pengembangan  sarana  dan  prasarana
industri dirangkum pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.13 Ftrogram Pengembangan Sarana dan_ Prasarana lndustri

Rencana  A13IIIE,aAksi                                                                                           I_              Stake-               I
NO,                 r`                                 I                                                      ,

2036-2040                 §!           2o4|_2045             i               holdeREHme3-Jgrg:```;~.'^`-..£`..I\\j        ,`ae.i'S`    ae
i          Program          i        2025_2030          i          2031-2035

I,                 .`Hl)!gi§{              -.„           %                        -.I?~±.±.i,-`-

iiE`=`£:£g.4*          |   -ife                    i,#,

#iH`.exRE\[       ..          .  A-3     ,`,.      rf¥     \ay,7`                \a3:as=asaa-*=RE)zru             S
.'3Z *Tii_I:HsfjgasENgrRzff*M^.,}xr}:n

1. Pengembangan 1.  Pemetaan dan 1.  Pembangunan 1.  Pengembangan Penerapan Disperdagin,
Energi Listrik perencanaan Gardu lnduk energi listrik ban tekn0108i Dinas

kebutuhan 2.  Pembangunan dan terbarukan penyimpanan Kesehatan,
kelistikan terkait jaringan tramsmisi 2,  Pembangunan energi (ba#ery Dinkop UKM,
industri listrik gardu induk storage) skala Distan, DKPP,

2.  Pemeliharaan 3.  Pemeljharaan 3.  Pembangunan besar unfuk Bapperida,

jarin8an jaringan kelisth'kan jaringan transmisi mendukung DPMPTSP,
kelistrikan industh' listrik kestabilan Disbudpar,
industri 4.  Pemeliharaanjaringankelistrikaniridustri pasckan listrik Diskoninfo,DPUTR,DPKPP'Dist]ik'Dishub'Dlsnaker,DLH,

2. Pengembangar` Pemenan dan 1.  Pembangunan 1.  Pembangunar` Kenasana dengan
Energi Gas perencanaan saluran plpa gas saluran pipa gas perusahaan gas BKC, Perguruan
Alam kebutuhan gas afam langsung alam langsung na§fomal dan Tinggi, Pemprov

alam iinfuk kepada kawasan kepada kawasan infemasional untilk Jawa Barat, dan
indueti; industri; peruntukan adopsi teknonoi Pemerilhah
Pemelinaraan 2.  Pembangunan industri; ramah lingkungan Pusat

jaringan gas alan 9ta9iun ponpa gas 2. Pemhangunan dalem
industri alam; stasiun pompa gas pemanfaatan gas

3.  Pemeliharaanjaringangasalaniindustri alam;3.Pemeltharaanjaringangasalamindustri alam

I,,fry,y-I",,,1
`                \    \        )                                                                                                                                                                                                             - -----.             ,              ..             /                            \..`.- -.                               ,,                          -,,,-`,-7.,,/                   ,                                                 ,                   -                                 .

IL",    ,
I ^y-                                                                                        ,,                         ,                           ,I.      ` .,`/"                                                          .                   .                                                  , I,\,               .                       I,I

1. Penyediaan 1.  Optima'i§asi 1.  Peningkafan Rehabilitasi Menyelaraskan Disperdagin,
sumber daya pemanfaatan fayanan air untuk prasaranajaringan pengelolaan Dinas'
all dalh DAS daft industl penysdia air dan sun`berdayaair Bapperida,

peningkatan bendungan 2.  Pengembangan pemeliharaan dengan kebijakan DPMPTSP,
layaman 2. Optimatsasi jaringan perpipaan pengelolaen DPUTR, PDAM,

penyediaan air air minum lingkungan yang Perguruan
ber8in ram&h lingkungandanberkelanjutan Tinggi, PemprovJawaBarat,danPemerintahPusat

1. Pembangunan 1.  Pemetaan Menginplementasi Mengembangkan Pengawasan dan D:'sperdagin,
Sarana kebutuhan kan teknologi fasilitas evaluasi Dinas
Pengolahan pengolahan canggih seperd pengolahan limbah pengelolaan Kesehatan,
Limbah Iimbah di dalam feknologi unfuk mendukung limbah Dinkop UKM,

dart di luat biderriediasi, pengolahan linbali Di§tari, D KPP,
kawasan jndustri insinerasi, dan yang lebjh efisien Bapperida,

2`  Pembangunan
+pengolalian rmhah

DPMPTS,
sarana berbasis energi Disbudpar,

pengotalian unfuk mengurangi Dishominfo,
Iimbah unfuk dampak lingkungan DPUTR,
kawacan dan memanfaatkan DPKPP, Disdjk,

peruntukan kembali limbah Dishub,
industri; sebegai oumberdaya Disnaker. DLH,BKC,P©rgurunTinggi,

2. Regulasi 1.  Pemetaan Mengembangkan Pengawasan Memberikan
Pengolalan kondisi dan pelaksanaan insentif hagi Pemprov Jawa
limbah lingkungan memperbaharui pengolahan [imbah perusahaan Barat, dan
industri hidup; regulasi yang

indu§tri yang berhasil Pemerintah
2.  Pengembangan mengatur mengimplement Pusat

`.i_`"S-isle-p-`rtyr.T,---{---`,_pengtolahan|imhoch++ ..vya,§iha,t_Q.k"DQ+Q9i`.,~
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Tema         I--  -- ---------_r                              Rencanra Aksi                                 T_______'._`_._____IlIIIIILIZR^.
'`u. I(,I,If5]II- ulr+T1'XIIJlllllllllll|-:_ _I'XI     u'X#;-lIIIIIIIIr_H'Xlill{IBl'-IIIIIIIRIII11112iiEiilriiEL---ml5 .

pemantauan industri, termasuk pengolahan
Iingkungan standar emisi dan limbah yang
hidup; kadar limbah yang efisien dan

3.  Penetapan boleh dibuang ke ramah

peraturanmengenailingkunganhidup;pengawasanpelaksanaanpengolahanlimbahindusti lingkungan lingkungan

I:`r`

---                                                                  --,                   -

I--/         /           ,."-,           ,I                   ,                       --,-:(--,                 .           `L.                                                         --- -'--                                                                            -\             ` `        ,                                     ,         ,     .          I      ..,    ;,,I

1.  Pemeliharaan1. Pembangunan 1.  Pemeliharaan 1.  Pemeliharaan Meningkatkan Disperdagin,
'nfrstruktur

infrastruktur infrastruktrrja]an; infrastruktrjalan; kuelitas dan Dinas

jalan jalan; 2.  Pembangunan 2.  Perluasan akses kapasitas jalan Kesehatan,
2.  Pemetaan akses jalan jalan seiring yano Dinkop UKM,

kebutuhan menuju kawasan bertambahnya menghubungkan Distan, DKPP,
infrastruktur industri volume kegiatan kawasan industri Bapperida,

jalari terkait industri utama di DPMPTSP,

pembangunan Kabupaten Disbudpar,
kawasan industri Cirebon denganpelabuhan,sfasiunkeretaapi,danareadisthbusilainnyaunfukmempercepatproseslogistik Diskominfo,DPUTR,DPKPP,Disdik,Dishub'Disnaker,DLH,BKAD,Bappenda,BKC,PerguruanTinggi,PemprovJavaBarat,dari

2. peffiBafl8uflafl 1.  Pemeliflaraan 1.  Penellnaraan 1.  Pememaraan Membanqun
lnfrastruktur infrastruktur rel infrastruktur rel infrastru kfur rel stasiun kereta api Pemerintah
Kereta Api kereta apt; kerefaapi; ereta apit yang te rinteyras i Pusat

2.  Pemetaan 2.  Pembangunan 2.  Pembangunan dengan kowasan
kchutwhan akses-kerefa api ak8es krfu api indusdi utama
infrastruktur nenuju kawasan menuju kawasan unfuk

kerefa api ferkal{ industri indu a,tri; Peduesen mempermudah

pembangunan dan penambahan pengangkutan
kawasan terminal peti harang ind u§tri,
industri;3.Pemhangunanterminalpetikemaskeretaapiterpadu kemas kereta api sertamenyediakanfasilitaslogistikyangefisiendanterjangkaubagipelakuindustri

3. Optimalisasi Promosi Pengembangan Pemanfaatan Memperkuat
Pelabuhan Pelabuhan sistem logistik feknolngi untuk sistem keamanan
Cirebon Cirebon kepada terintegrasi di pelabuhan cerdas pe[abuhan

industri; pelabuhan Cirebon (Smart Port) dengan menggunakan

pemefaan dengan menerapkan teknologi untuk
kebufuhan nenghubungkan feknologi smart port memastikan
industri atas jalur laut dengan yang dilengkapi distribusi bahan

penggunaan jalur darat dan dengan sistem haku dan produk

pelabuhan kereta api unfuk pemantauan industh berjalan
mempercapat behasis sesor dan fancar tanpa
distribusi barang data real-time untukmengelolaarus gangguan, sehamencegah

barang dan
meningkatkan
efis iensi operasional

penyelundupan
atau masalah
logistik lainnya.
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Pengembangan
Sistem
lnformasi
lndustri

1.  Pendafaan
lndustri mikro,
keeil, menengah
dan besar;

2.  Sosialisasi
SllNas bagi  lKM;

3.  Pendampingan

pelaporan
industri pada
SllNas bagi  IKM;

4.  Pengembafi9an
sistem informasi
industri internal.

Pendataan kegiatan
lndustri secara
lengkap (bahan
baku, pnduksi,
penjualan, sumber
daya, dan lain-lain)

1.  Pengembangan
Sistem informasj
industri Kabupaten
Cirebon yang
dapatdiakses
publik;

2.  Pemarlfaatan
sistem informasi
unfuk pengambilan
keputusan dan

prog`rarfe

pengembangan

Memujudkan
integrasi data
industh' dengan
data terkait dari
sekto r-sektor lain

(seperti
pendidikan,
tenaga keria,
keuangan, dan
lainnya) unfuk

ifengha§iikari
analisis yang
lebih

komprehensif
dalam

pengembangan
industri.

Disperdagin,
Dinas
Kesehatan,
Dinkop UKM,

Distan, DKPP,
Bapperida,
DPMPTSP,
Disbudpar,
Diskominfo,
DPUTR,
DPKPP, Disdik,
Dishub,

Disnaker, DLH,
BKC, Perguruan
Tinggi, Pemprov
Jawa Barat, dan
Pemerintah
Pusat

Pengeffibangafi
standarisasi
mdu§tfl

Penanaman
Modal dan
Perizinan
Berusaha
lndustri

1.  MendLjk-ung

optimalisasi dan

pengefflbangan
lembaga
sedifikasi

2.  Memberikan

pendidikan dan
penyuluhan
fen fang

penerapan
standar industri
kepada pelaku
lKM, agar
mereka dapat
bersaing di

pasar domestik

1.  Sosialisasi OSS

pada lKM
2.  Pendampingan

pembuatan N IB
pada lKM

3.  Verifikasi teknis
da!am rangka

pemenuhan
komithen
perizinan
berusaha
berbasis risiko
dart lKM

1.  Mendukiing

optimalisasi dan

pengembanoafl
lab uji

2.  Mlenerapkan
sistem inspeksi
dan audit berkala
untuk memastikan
bahwa pelaltu
industri mematuhi
standar yang telah
ditetapkan

1.  Penguafan

peratu ran daerah
yang berkaifan
dengan perizinan
berusaha unfuk
meningkatkan
efosisfem
investasi
dan kegiatan berus
aha

2,  lnsentif dan
kemudahan
berusaha bagi lKM

1.  Mendu-kwig

optimalisasi dan

pengembangafi
lembaga penilalan

2, ifengjntegrasitan
standar
keberianjutan
dalam setiap
fahapan proses
preduksi industri,
mulai dart

pemilihan bahan
baku hingga

prosesdistribusi
produk, guna
mengurangi
dampak negatif
emadap
lingkungan.

1.  Optimalisasi

pelayanan
perkinan berusaha
industri untuk
meningkatkan
invesfasi

2.  Menefapkan
sistem
pemantauan
secara berkala
ferhadap
perkembangan
invesfasi yang ada,
termasuk

pencapaian farget
investasi dan
dampaknya
terhadap ekonomi
daerah, serta
rnelakukan

Menefapkan
standar
iritefnaslenal
untuk sektor
industi stratngis
di Kabupaten
Cirebon guna
mendukung
ekspansi produk
ke pasar global

1.  Membangun
kcordinasi yang
lebih baik antara

pemerintah
daerah dan
pemerintah
pusat da!am hal
kebijakan

penanaman
modal dan

perizinan
industri, guna
memastikan
sinergi antara
kebijakan lokal
dan kebijakan
nasienal.

2.  Menjalin

kerjasama
an lemb

Dispeidagin,
Dinas
Kesenatan,
Dinkop UKM,
Distan, DKPP,
Bapperida,
DPMPTSP'
Disbudpar,
Diskominfo,
DPuTR'
DPKPP, Disdik,
Dishub,
Disnaker, DLH,
BKC, Perguruan
Tinggi, Pemprov
Jawa Barat, dan
Pemerintah
Pu§at

Disperdagin,
DPMPTSP
Daerah dan
Provinsi,

perguruan tinggi,
Pemerintah
Pusat.
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4.2. 5 Pemberdayaan Industri
Pemberdayaan industri mencakup dalam rencana pembangLman industri

Kabupaten Cirebon tahun 202 5 -2045 cfifokeiskan pa_da_ Penin8katan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pemberdayaan IKM. P3DN merupakan suatu
kebijakan pemberdayaan industri oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha
dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan
pasar   domestik,   mengurangi   ketergantungan   kepada  produk   impor,   dan
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat stniktur industri
dengan  menin8katkan  penggunaan  barang  modal,  bahan  baku,  komponen,
teknologi  dan  sdm  dari  dalam  negeri.  Program-program yang  spesifik terkait
dengan pemberdayaan industri diranglflim pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14 Phograln Pemberdayaan Industri

Nn i               Tema               (,--------------.-.-i Fokus pe:tahapan                     ______I-lil..I I,._
|I,I,Ir,I,I 2o25 -2o3oIIIIIIIIIIIIIIKllxIIIzllxL-.JIXI:|tllEIl- 2041  -2045 holders

1. Peningkatan Mendorong Melakukan Peningkatan Penguafan Disperdagin,

Prrfuk Dafam peningkafan pemefaan potensl produksi PDN Kemitraan antara Dinas Kesehatan,

penggunaan barang impor yang subtitusi barang lndusch Besar Dinkop UKM,

Negeri produk dapatdisubfitusi impor dan Kecil melalui Distan, DKPP,
Kal]upaten oleh PDN pembinaan dan Bapperida,
Cirebon pada kemitraan anfara DPMPTSP,

pengedaan industri besar Disbudpar,
barang dan jasa dan industri Diskominfo,
di lingkungan keeivmikro unfuk DPUTR. DPKPP`
Pemerinfah mencipfakan Disdik, Dishub,
Daefah di ekosistem yang Disnaker, DLH,
Kabupafen saling BKC, Perguruan
Clrebon menguntungkan,    +dimanaindustribesardapatmenjadipembelipndukapredukkeeildanmemberikanpelatihanatautewhologl ".gel, PemprovJawaBarat,danPemerintahPtlsat

2. Kerjasama Peningkafan Mender.®no Memefakan den Membenfuk Disperdagjn,
International akses pasar lembaga penelitian meningkatkan kemitraan Dinas Kesehatan,
dalam Bidang internasional dan perguruan kemampuan dengan lembaga Dinkop UKM,
lndustri produk industri tinggi di Kab. lquality, Oust riset, universitas, Distan, DKPP,
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No.
Ianllt¥|,I,Iael,,

2025 -2030

Fokus  Pent)i2031-2035I ffllr,I,rsll2036 -2040             i         2

[[[[[[[[[[`IiEEIEriiEH-
IIIIIlstflL .iIholde

Kabupaten Cirebon untuk ikut de/ivery) industri dan perusahaan Bapperida,
Cirebon melalui aktif komponen dan jasa intemasional DPMPTSP,
keikutsertaan mengembangkan industri di Kab. untuk Disbudpar,
dalam promosi konsep kolaberasi Cirebon agar meningkatkan Diskominfo,
intemasional industri global mampu inovasi dan riset DPUTR, DPKPP,
dan (lndusti 4.0) berkontri busi pada dalam bidang Disdik, Dishub,

membangun jaringan rantai industri, termasuk Disnaker, DLH,

jaringan pasck global kolaborasi dalam BKC, Perguruan
keriasama pengembangan Tinggi, Pemprov
Mendukung produk baru, Jawa Barat, dan

promosiinvestasi globalunfukpengembanganindustridiKabupatenCIFebon peningkatanprosesproduksi,danfekno!ogi Penerintah Pusat

3. Pemberdayaan 1,  Mendukiiftg 1.  Pemetaan Pelaksanaan Mefflngkatkan
lndustri Hijau peningkafan pemenuhan Pngram 3R dan kerjasama antara

whpeten§i Sfandar ]ndusti pelaksanaan penerfutali,
auditor SIH di Hijau oleh industri- kchijakan industri sektor industri ,
Kattlpatsn ndusth di hirfu pemefaan dan masyarakat
Cirebon Kabupaten pemenuhan unfuk

2.  Penyiapan dan Cirebon Sfandar lndu9tri mendpfaken
pelaksanaan 2.  Pembuafan Hijau oleh industri- kebijakan dan

program 3R kehiiakan industi di program yang
(reduce, reuse, pemberian Kabupaten Cirebon mendukung
neeycle) pada berbagai pengembangan
industri kemndahan bagi industw. hijau,

3.  Pembinaan industri yang telah serta
industri hijau memenuhi standar mengedukasi

pada lKM4.PendataanlimbahindustidarisetiaplKMyangbekerjsamadengani)inasLingkunganHidupbaerah hijau masyarakatfentangpentingnyaberalihkeindustiyanglebihramahIingkungan.

Kebijakan   pemberdayaan   IKM   tidak  bisa   dipisahkan   dari   kebijakan
afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagal
berikut:

1.   Kebelpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil
hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memhiki
keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh
warga  negara  indonesia,  dan  industri  menengah  tertentu  dicadangkan
untuk dimflihi oleh warga negara indonesia;

2.   Penguatan stm]rfur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara
sigriifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan

3.   Upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah
dan / atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebij akan, penguatan
kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.
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Adapun strategi-strategi afimiatif pemberdayaan dan pengembangan IKM
Kabupaten Cirebon, meliputi:

1.   Pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2.   Peningkalan kualiLas SDM;
3.   Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4.   Peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandarisasi;          .
5.   Penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6.   Peningkatan skala IKM;
7.   Penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8.   Pengembangan kemitraan dengan industri besar; dan
9.   Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi

Berikut  difampilkafi  prdgran  |]elfiberdayaari  IKM  dalam  20  (dua  puluh)
tahun kedepan di Kabupaten Cirebon seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15 Ffrogram Pemberdayaan Industri Kecil dari Meneflgah

IH|'rs,,,.

2025 -2030

mm,||ziixzilriixf{--mzR,t3,,r,]|2036-2040          i         2

_u'EIIIrl'EL-I- alRI. .||@B.

1. IKM Penguatan akses Penguafan Pemenuhan Mengembangkan Disperdagin,
dalan banan baku,

+teknofogitepat •sen-fika§i,
kemitraan dengan D] nag Ke§efiatz}fl ,

§entra konpeten§i kerja, guna, pemasaran, peningkatan kualitas, perusahaan besar Dinkop UKM,

permodafan dan peralafan desain, pemasaran, atau industri yang Disfan, DKPP,

produksi bersama dan tanggung jawab ebih maju untuk Bapperida,
rmorong thgkungan wh]k membefikan ak8es DPMPTSP'
kerjasama memenuhi pasar lKM sentra kepada Disbudpar,
kemihaan antara etspor pa§ar yang lebjh luae Diskominfo,
lKM dengan dan untuk DPUTR, DPKPP,
jndustri bear pembegivanmengenaistandarproduksidanpemasaranglobal. DisperdaginjDinasKesehafan,DinkopUKM,Distan,DKPP,Bapperida,DPMPTSP,

2. lKM 1.  Sceialisasi 1.  Penguatan 1.  Mengembangkan Menyediakan
unggulan berbagai akses bahan Program fasilitas riset dan Disbudpar,
di luar kemudahan baku pembiayaan yang pengembangan Diskominfo,

sentra yang 2.  Membanfu  lKM khusus unfuk lKM (R&D) untuk lKM DPUTR, DPKPP,
didapatkan di unggulan di luar unggulan yang unggulan di luar Disdik, Dishub,

dalam sentra sentra untuk berada di luar sentra, sehingga Disnaker, DLH,

2.  Mendorong mengakses sentra, termasuk mereka dapat BKC, Perguruan

lKM untuk pasar yang lebih akses ke kredit melakukan inovasi Tinggi, Pemprov

bergabung luas dengan mlkro, modal produk dan proses. Jawa Barat, dan

dalam sentra memfasilitasi ventura, dan dana Pemerintah Pusat

lKM Unggulan pemasaran di hibah.

platform digital, 2.  Membangun
ifemperkefialkan kemimaafi antara

produk ke pasar lKM unggulan
intemasional, dengan univeTsitas
serta atau lembaga riset
mendukung unfuk mendukung

pemasaran inovasi dan
oduk ndalui teknolog i yang

kerjasama dapat
denoan meningkathan
distributor dan efisiensi dan daya

pengecer. sajng pnoduk.
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Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi di Kabupatem Cirebon
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Beta Kawasan Pemntukan Industri dan Kawasan Penggaraman di Kabupaten Cirebon
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BABV
PENUTUP

Dokumen    Rencana    Pembangunan    Industri    Kabupaten/Kota    (RPIK)
Kabupaten     Cirebon     2025-2045     merupakan      dokumen     perencanaan
pembangunan yang  dalam  proses  penyusunannya  mengacu  pada  RIPIN  dan
RPIP  Provinsi  Jawa  Barat.  Visi  RPIK  Kabupaten  Cirebon  2025-2045  adalah
Industri  Tangguh  Menuju  Kabupaten  Cirebon  Sejahtera.  Dari  visi  tersebut
selanjutnya diturunkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 4  (empat) sasaran.  RPIK
Kabupaten Cirebon 2025-2045 dibagi menjadi 4 (empat) tahapan periode yaitu
Tahap I (2025-2030) yang difokuskan pada penguatan dan daya saing Industri
Kabupaten  Cirebon,  Tahap   11   (2031-2035)   diarahkan  pada  pengembangan
inovasi   dan   teknologi   industri,   Tahap   Ill    (2036-2040)    diarahkan   pada
pemantapan industri berkelanjutan, dan Tahap IV (2041 -2045) diarahkan untuk
industri Kabupaten Cirebon dapat berdaya saing global.

RPIK akan menjadi pedoman dalam pembangunan industri di Kabupaten
Cirebon  bagi  semua  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dan  merupakan
rencana jangka  panjang yang  berisi  rekomendasi-rekomendasi  yang  bersifat
makro. Untuk itu, penjabaran lebih lanjut secara detail perlu dilakukan pada
perencanaan-perencanaan pembangunan dengan jangka yang lebih pendek.

Pelaksanaan pembangunan industri perlu melibackan semua pihak yang
mempunyai kepentingan: sumber daya manusia industri, pemerintah, investor,
akademisi,   dan   masyarakat   secara   umum.   Kolaborasi   yang   baik   antar
pemangku  kepentingan  menjadi  kunci  dalam  upaya  pencapaian  sasaran-
sasaran  pembangunan  di Kabupaten  Cirebon,  terutama yang  terkait dengan
sektor industri.

BUPATI CIREBON,

ITD

IMRON


